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ABSTRAK

JIUHARDL. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Inflasidan Suku Bunga
Kredi terhadap Investasi, Belanja Publik, Belanja Rulin, dan Perfumbuhan
Exonomi pada Era Ofonomi Daerah di Kalimantan Timur (dibimbing oleh
karim Saleh dan Rahmatia),

Fenelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh
PAD, inflasi, dan suku bunga kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik
langsung maupun tidak langsung melalui investasi, belanja publik, dan
belanja rutin,

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data
Pendapatan Asli Daerah (PAD), inflasi, suku bunga kredit dan investasi
{Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDMN) dan Penanaman Modal Asing
(PMAY}), besar belanja publik dan besar belanja rutin dan perumbuhan
ekonomi selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2007
Model yang digunakan adalah persamaan struktural yang bermanfaat
untuk mengamat pengaruh keterkaitan yang bersifat langsung maupun
yang tidak [angsung antara eksogen dan endogen.

HasH penelitan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. inflasi
berpengarun negalif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, |nvestasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Belanja publik berpengaruh positif dan signifikan
terhadap perlumbuhan ekonomi. Belanja rutin berpengaruh positif dan
signifikan terhadap periumbuhan ekonomi.
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ABSTRACT

JIUHARDIL. The Effect of Regional Original Revenue, inflation, and Credit
Interest on Invesiment, Public Spending, Routine Spending and Economic
Growth at the Regional Autonomous Era in East Kalimantan (supervised by
Karim Saleh and Rahmatia).

The aim of the study was to analyze the effect of regional original
revenue, inflation, and credit interest on economic growth through
investment, public spending and routine spending.

The data used were secondary data obtained from regional original
revenue, inflation, credit interest and domestic investment and foreign
investment, public and routine spending and economic growth for the period
of 2000-2007, The model applied was structural equation to observe the
effect of the relationship exogenously and endogenously.

The results of the study indicate that the regional original revenue,
investment, public spending and routine spending have a positive and
significant effect on economic growth, but inflation and credit interest have a
negative and significant effect on economic growth.




—-!

ABSTRAK

JIWHARDI. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Inflasi, Suku Bunga kredit
terhadap Investasi, Belanja Publik, Belanja Rutin dan pertumbuhan Ekonomi
pada Era Otonomi Daerah di Kalimantan Timur (dibimbing oleh Karim Saleh
dan Rahmatia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi
baik langsung maupun tidak langsung lewat Investasi, Belanja Publik,
Belanja Rutin.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Inflasi, Suku Bunga Kredit dan Investasi (Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PFMA)), besar Belanja
Publik dan besar Belanja Rufin dan Pertumbuhan Ekonomi selama kurun
waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007

Meodel yang digunakan adalah persamaan struktural yang bermanfaat
untuk mengamati pengaruh keterkaitan yang bersifat langsung maupun yang
tidak langsung antara eksogen dan endogen.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa Fendapatan Asli daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Inflasi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi | Bunga
kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
Belanja Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, Belanja Rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi .

Kata kunci : PAD, Inflasi, Suku Bunga kredit | Investasi, Belanja Publik,
Belanja Rutin dan pertumbuhan Ekonomi
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DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Singkatan

APBD :  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BBM . Bahan Bakar Minyak

BI :  Bank Indonesia

BPS . Biro Pusat Statistik

DAK :  Dana Alokasi Khusus

DAU :  Dana Alokasi Umum

DBH :  Dana Bagi Hasil

GDP . Gross Domestic Product

IHK . Indeks Harga Konsumen

Kaltim . Kalimantan Timur

LDR . Loan Deposit Ratio

LPE . Laju Pertumbuhan Ekonomi
NCD . Non-Core Deposits

NPL . MNon Perfoarming loan

FAD :  Pendapatan Asli Daerah

PADS - Pendapatan Asli Daerah Sendiri
PDB . Produk Domestik Bruto

PDREB ¢ Produk Domestik Regional Bruto
g-t-g :  Quarter to quarter

UNDP :  Mation Development Program
y-0-y © Year on Year



DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Simbol
X = Pendapatan Asli Daerah

X = Inflasi
X3 = Suku Bunga Kredit
"'I'r1 = Investasi

¥z = Belanja Publik

Y3 = Belanja Rutin

Y4 = Pertumbuhan Ekonomi

g = konstanta untuk Y,

B0 = konstanta untuk ¥2

80 = konstanta untuk Y3

00 = WO +W4al + W50 + W6 50 = konstanta untuk Y4
al = Pengaruh langsung X2 terhadap Y1
a2 = Pengaruh langsung X3 terhadap Y1
B1 = Pengaruh langsung X1 terhadap Y2
B2 = Pengaruh langsung X2 terhadap Y2
o1 = Pengaruh langsung X1 terhadap ¥3
82 = Pengaruh langsung X2 terhadap Y3
W1 = Pengaruh langsung X1 terhadap Y4
W2 = Pengaruh langsung X2 terhadap Y4
W3 = Pengaruh langsung X3 terhadap Y4
‘¥4 = Pengaruh langsung Y1 terhadap Y4
W5 = Pengaruh langsung Y2 terhadap Y4
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Way
W,
Vs,
Waly

Welz

2y

Eq
Ea
Ea

H1

Fengaruh langsung Y3 terhadap Y4

Pengaruh tak langsung X; terhadap Y, melalui Y,
Fengaruh tak langsung X; terhadap Y, melalui Y
Pengaruh tak langsung X, terhadap Y, melaluil"r";
Pengaruh tak langsung Xz terhadap Y, melalui ;
Pengaruh tak langsung X, terhadap Y4 melalui Y,

Pengaruh tak langsung X; terhadap Y, melalui Y,

(W + WsBy + Weby) = Pengaruh total X, terhadap Y,

(W2 + Waay + WsB; + Wsba) = Pengaruh total X; terhadap Y,
(V3 + Waaz) = Pengaruh total X, terhadap Y,

Error term dari Y,
Ermor term dari Y:
Ermror term dari Y

(Wt + Waes + Wees + £4) = Error term dari Y,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses
pembangunan wilayah di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang
menjadi indikator kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama pembangunan
dalam rencana pembangunan wilayah di samping pembangunan sosial.
Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi tersebut diharapkan
kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan
(Syafrizal, 2008). Kuznets (1966) dalam Jinghan (2002) mendifinisikan
pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan
suatu wilayah untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi
kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan
teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.
Jinghan (2002) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan
pertanda penting dalam kehidupan perekonomian, demikian juga Kuznets
menunjukkan ciri-ciri periumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam
analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya.

Masalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sudah
dibicarakan sejak klasik hinga sekarang. Peranan pemerintah dan uang
yang dinvestasikan telah diperdebatkan sejak lama, bahkan sampai saat ini.

Feranan pemarintah tercermin pada kebijakan moneter dan fiskal, dalam hal




ini termasuk kebijakan anggaran suatu negara. Sejalan dengan uraian itu,
estimasi pertumbuhan ekonomi juga sudah lama diterima sebagai suatu
indikator penting dari kinerja ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi selanjutnya bisa didekomposisikan menurut sektor
untuk mendapatkan kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRE.
Sementara estimasi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode jangka
panjang memperlihatkan besaran dan arah dari pertumbuhan ekonomi dari
sebuah negara, komposisi sektoralnya memberi suatu gambaran mengenai
posisi relatif dari sektor-sektor berbeda di dalam ekonomi negara tersebut.
Suatu analisis terhadap perubahan-perubahan di dalam pertumbuhan
ekonomi dan kontribusi dari sektor-sektor ekonomi dalam suatu periode
tertentu memberikan suatu ukuran dari perubahan-perubahan struktural di
dalam pola produksi dan jasa-jasa di dalam ekonomi,

Pada dasarmya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses
pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa
dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan tercermin pada
peningkatan oulput perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif
dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta dikuti oleh daya beli
masyarakat yang semakin meningkat. (Boediono, 19921 - 2). Pertumbuhan
ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang
dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa
perumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal
dan divkur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal

M berarti  terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang




ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB
pada sekala Regional Propinsi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang dihitung dari
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan rafa-rata
tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu
sektor mempunyai kontribusi besar, namun pertumbuhannya lambat maka
kondisi seperti ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Sebaliknya jika sektor tersebut mempunyai kontribusi besar
dan dibarengi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula, maka sektor
tersebut akan menjadi lokomotif perekonomian daerah. Berdasarkan data
deret waktu dari BPS, sangat nyata sekali bahwa selama periode Orde Baru,
ekonomi Indonesia telah mengalami suatu perubahan struktural yang besar
dari suatu ekonomi dimana sekfor pertanian memainkan suaty peran yang
sangat dominan di dalam pembentukan/pertumbuhan PDRB Indonesia ke
suatu ekonomi dimana sumbangan PDRB dari sektor tersebut menjadi
sangat berkurang.

Pada tahun 1965, kontribusi pertanian tercatat sekitar 56 persen dan
tahun 1997 tinggal 18 persen dari PDB, atau hanya sepertiga dari

pangsanya tahun 1965. Sementara itu industr manufaktur tumbuh sangat

pesat pada kisaran 13 persen rata-rata per tahun selama periode 1975-1997,
Ini membuat pangsa PDRB dari industri manufaktur naik dari sekitar B
persen tahun 1965 melewati sektor pertanian tahun 1891, dan tahun 1995
menjadi sekitar 24 persen dari PDB Indonesia tiga kali lebih besar dari

pangsanya tahun 1965. Biasanya, sektor-sektor sekunder lainnya seperti

b



konstruksi, transportasi, dan listrik, gas dan suplai air bersih, dan juga sektor-
sektor tersier seperti keuangan dan jasa lainnya ikut berkembang mengikuti
perkembangan industri, atau sektor-sekior sekunder (selain industri) dan
tersier semakin penting dalam proses industrialisasi. Karena perkembangan
industri dengan sendirinya menciptakan permintaan terhadap sektor-sektor
non-primer tersebut.  Perkembangan industri memerlukan infrastruktur
seperti jalanqjalan raya, kompleks-kompleks industri dan gedung-gedung
perkantoran, dan juga jasa-jasa keuangan dan penyewaan (lisensi). Sektor
jasa juga menunjukkan suatu tren yang positif selama periode tersebut.
Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi, yang pada akhimya memungkinkan terwujudnya
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Strategi ini
dikenal dengan Trickle down effect yang merupakan teori yang diagung-
agungkan dan dipakai oleh pemerintahan Soeharto saat menjalankan
program pembangunan ekonomi nasional Soeharto mendahulukan
menggenjol  pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan pemerataan.
Strategi trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan
pertumbuban  ekonomi  terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan
pemerataan.

Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori
ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua, yang tumbuh dan
berkembang besar adalah pengusaha-pengusaha yang dikenal sabagai
kroni  Sceharto. Bisnis membesar dan menggurita menghasilkan

konglomerasi. Sedangkan, sebagian besar masyarakat Indonesia justru




tertinggal dalam kemiskinan. (Susanto,dkk : 2008). Di jaman sekarang,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan pembangunan lima
tahun ke depan yang mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar
pertumbuhan dan pemerataan atau Growth with Equity. Strategi ini
merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu yaitu untuk
mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan dalam
sebuah strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan
ekonomi nasional. Dengan triple track strategy ini, pembangunan ekonomi
nasional dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang finggi, melalui
peningkatan investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri.
Pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan lapangan kera
dengan memutar sektor rill, dan bersamaan dengan itu, pembangunan
ekonomi di fokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan
revitalisasi pertanian dan pedesaan, serta program-program pro-rakyat
(Susanto,dkk : 2009).

Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan
produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, Dapat
dikatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang
berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan
pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan
nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB)
atau PDRB pada sekala Regional Propinsi. Indikator lain, yaitu pendapatan
per  kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini

(Kuncoro, 2004; Gaspersz dan  Feonay, 2003). Indikator ini lebih
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komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih
menekankan pada kemampuan negara/daerah  untuk meningkatkan
FPDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini
secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi
mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju
pertambahan penduduk.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah
merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang
dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud
disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan daerah, Pada
aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas
dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karenanya sejak
tanggal 1 Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru
dalam  penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi  daerah
dilaksanakan di seluruh Dati Il (kota dan kabupaten). Hampir seluruh
kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Otonomi daerah
dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk
menyongsong era globalisasi  ekonomi dengan memperkuat basis
perekonomian daerah. Menurut United Nation Development Program
(UNDP) bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah adalah
sebagai  berikut, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal,
desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan.

Reformasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi daerah,

diharapkan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar dana perimbangan
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yang diperoleh, tetapi juga perbaikan dan perubahan terhadap pengeloaan
keuangan daerah, agar mampu memberikan aspek keadilan, transfaransi,
rasional, partisipatif dan bertanggung-jawab dalam pelaksanaannya.

Perdebatan yang mengemuka di kalangan para prakiisi ekonomi
berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu
utama yang menarik untuk senantiasa didiskusikan adalah mengenai
keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan salah satu indikator
kesejahteraan masyarakat, yakni pertumbuhan ekonomi. Terdapat
ambiguitas mengenai hubungan antara dua variabel tersebut yakni apakah
pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari desentralisasi fiskal atayu
justru sebaliknya. Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian
sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat
yang lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut.
Pertama, median vote theory ya ng memaparkan tentang respon dunia usaha
atas selera dan preferensi masyarakat daerah, Pelayanan publik disesuaikan
dengan kehendak dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, fiskal
mobilily  theory yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk
antardaerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih
tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk
memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik,

Bertolak belakang dari pendapat di atas bahwa sebelumnya, Oates
(19593) menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan owfcome

dan kesesuzian preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang
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tercipta karena makin pentingnya peran Pemda dalam otonomi daerah,
Secara teori, pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level
bawah diperkirakan memberikan peningkatan ekonomi mengingat
pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan
mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan pemerintah pusat,
sehingga dapat memberikan pelayanan pubilik yang benar-benar dibutuhkan
di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap
tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena mereka berhadapan langsung
dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan,

Argumentasi lain yang mendasari adalah munculnya ‘kompetisi' atau
persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara
apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang
dijalankan oleh pemerintahnya. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah
bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pengeluaran pemenntah daerah mampu memacu
pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana umum.
(Davoodi dan Zou, 1998). Sejalan dengan hal tersebut Oates {1993)
berpendapat bahwa pembangungan ekonomi suatu daerah akan berimbas
pada penciptaan sektor publik di daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa
desentralisasi fiskal berpotensi memberikan  kontribusi dalam bentuk
peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi.
Disamping itu, berdasarkan hasil analisis atas 58 negara ditemukan bahwa
rendahnya fingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat pendapatan

per kapita masyarakat




Di era otonomi ini tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu
tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila
tidak dilkuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah
Daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan
pendapatan asli daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah
pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN. Ofonomi daerah
berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004)
tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi
Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan
bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan {Halim,
2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-
undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif
legislatif, dan publik. Undang undang MNo. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 10, menegaskan bahwa
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan,
kecuali bidang politik luar negeri, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan
pembangunan ekonomi secara makro, Di samping itu daerah berwenang
mengelola sumberdaya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab
memelihara kelestarian lingkungan hidup. Di wilayah laut kewenangan
daerah meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut (12 mil dar garis pantai),

pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, panegakan
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hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat.Kewenangan daerah
kabupaten atau kota hanya sepertiga dari batas laut propinsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004
dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas
Femerintah (Pusat) di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara (APBN).  Lingkup anggaran menjadi
relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan
dampak anggaran terhadap kinera pemerintah, sehubungan dengan fungsi
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya,
DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk
pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah
sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian
di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar
dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran
daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik
untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran
pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan
legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun
eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban

membuat drafirancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau




sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. Penyusunan

APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif
tenlangl Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan
menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja, Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan
kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum
ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan,
hal ini merupakan bentuk kontrak (incompletecontract), yang menjadi alat
bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya
merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian
sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor
publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai
pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat
diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang
teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure
management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja
menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami
kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan
pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat
kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi

modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan
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harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan
mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang
dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama
dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah,

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran
belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja
modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,
baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk
fasilitas publik,. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi
belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja
rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa
pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan unfuk hal-hal produktif, misal
untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat
tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah
hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua
pendapat ini menyiratkan pentingnya mengaloksikan belanja untuk berbagai
kepentingan publik. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai
pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang,
umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan
alat control atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun
pendapatan di masa yang akan datang (Musgrave 1870, dalam Suparmoko,

20002),



Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1
Apnil sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus
untuk tahun 2000 tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan
akan berakhir tanggal 31 Desember. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun
anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31
Desember, seperti yang pemah dijalankan sebelum tahun anggaran 1967 /
1968.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Mo, 22 Tahun 1989 (dan
UU 32/2004) dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan dalam
penyelenggaraan tugas Pemerintah (Pusat) di Daerah dibiayai dari dan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas dan
kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang
dampaknya bersifat lebih terbatas pada pendududk di suatu wilayah tertentu,
seperti dalam hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan
lampu lalu-lintas dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan
barang piblik yang mempunyai dampak sangat luas seperi pertahanan dan
keamanan, keadilan seria kesehatan masyarakat, sebaiknya merupakan
tanggung jawab pemerintah pusat.

Di samping itu pemerintah baik pusal maupun daerah wajib
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan, pengaturan dan

perindungan terhadap masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta



14

pemanfaatan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah
Daerah memerlukan pembiayaan yang fidak sedikit jumlahnya. Oleh karena
itu Pemerintah Daerha juga periu memehami dar mana sumber keuangan
daerah itu akan diperoleh. Dalam Hal ini Undang-Undang MNo. 22 Tahun
1989 (dan UU 32/2004) juga telah menyebutkan bahwa sumber pendapatan
daerah terdiri dari: a) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain
pendapatan asli Daerah yang syah, b) dana perimbangan, ¢) pinjaman
Daerah, dan d) lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Seperti dengan anggaran pada umumnya, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau sisi
pendapatan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya penerimaan atau pendapatan
dikelompokkan menjadi penerimaan rutin dan penenmaan pembangunan:
dan sisi pengeluaran juga dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan. Penerimaan rutin disebut sebagail penerimaan
daerah yang terdiri dari pos pendapatan asli daerah sendiri (PADS), bagi
hasil pajak dan bukan pajak, dan bagian dari sumbangan dan bantuan. Lebih
rinci lagi yang dimaksud dengan PADS terdiri dari pajak daerah dan retribusi
daerah,ditambah dengan keuntungan perusahaan daerah, serta penerimaan
lain-lain yang sah seperti biaya perijinan, hasil dari kekayaan daerah dan
sebagainya. Dalam hal penerimaan bagi hasil dapat berupa bagi hasil dari
penerimaan pajak pemerintah pusat seperti dari PBB maupun darj pajak

bahan bakar kendaraan bermotor, maupun bagi hasil dari pungutan
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kekayaan daerah seperti iuran hasil hutan. Selanjutnya bantuan dan
ganjaran ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah
pusat atau pemerintah propinsi. Di sisi pengeluaran ada pengeluaran rutin
terutama untuk gaji pegawai dan belanja barang di samping untuk
pembiayaan DPRD dan Kepala Daerah. Di samping pengeluaran rutin
terdapat pengeluaran pembangunan untuk sektor-sektor. Pos pengeluaran
pembangunan sektoral yang menonjol adalah untuk sektor transportasi,
lingkungan hidup dan pendidikan. Pos-pos pengeluaran sektoral lainnya
rata-rata kurang dari Rp. 2 Milyard.

Dalam Undang-Undang MNo.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri dari: a) pendapatan asli daerah yang
berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik
Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, b) dana
perimbangan, ¢) Pinjaman daerah, dan d) Lain-lain pendapatan yang sah.
Adapun materi pokok yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusal dan daserah dituangkan dalam Undang-Undang No.25
Tahun 1999 Bagian Ketiga, Pasal 6 yang menyatakan bahwa dana
perimbangan terdiri dari: a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan
dari sumberdaya alam, b) Dana alokasi umum, dan c¢) Dana alokasi khusus.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat yang menarik pajak untuk
membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk
membiayai kegiatan pemerintah daerah, di samping sumber-sumber

pendapatan lainnya, Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli
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daerah sendir, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian
pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang syah.
Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain
pendapatan asli daerah. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah
daerah, Groves (1951) berpendapat bahwa setiap pajak harus memenuhi
Smith's cannons yang meliputi: a) unsur keadilan (equity), b) unsur kepastian
(certainty), c) unsur kelayakan (convenience), dan d) efisien (economy), dan
&) unsur ketepatan (adequacy).

Di samping itu beberapa ahli keuangan daerah seperti halnya (MNick
Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly, 1989:58-
90 dalam Suparmoko. 2002) mengusulkan beberapa tolok ukur untuk menilai
keberhasilan pajak daerah. Tolok ukur tersebut dikaitkan dengan hasil
(yield), keadilan (equity), daya guna ekonomi (economic efficiency),
kemampuan melaksanakan (ability to implement), dan kecocokan sebagai
sumber pendapatan daerah (suitability as a local revenue source),

Beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan
pemerintah tingkat propinsi adalah a) pajak kendaraan bemmaotor, b} bea balik
nama kendaraan bermotor, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
Selanjutnya macam pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota dan
menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten atau kota diantaranya adalah

a) pajak hotel dan restoran, b) pajak hiburan, ¢) pajak reklame, d) pajak

penesrangan jalan, e) pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
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golongan ¢, f) pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, g)
serta pajak lainnya dapat ditetapkan asal memenuhi persyaratan untuk
menjadi pajak baru,

Adapun syarat-syarat menetapkan pajak baru adalah: a) pungutan itu
harus bersifat pajak, artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat
langsung ditunjuk, b) obyek pajak dan dasar pajak yang barutidak
bertentangan dengan kepentingan umum, c) potensi pajak tersebut memadai
artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan
pajaknya, d) pajak baru itu tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak
menyebabkan adanya alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat
pembangunan, e) pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan
aspek keadilan (equity) dan kemampuan membayar (ability to pay) si wajib
pajak, dan f) pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian
lingkungan hidup.

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling
berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal
yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah.
Kebijakan Fiskal pada dasamya alat atau instrumen pemerintah yang
sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal
itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis
kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan
usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kebijakan fiskal,
pemeriniah  dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk

menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang
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dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagal kesempatan
emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha,
investor, maupun yang fainnya.

Keberhasilan otonomi daerah dianggap akan berhasil apabila dapat
menciptakan kemandirian finansial daerah yang bersangkutan, sehingga
mampu membiayai pengeluaran dan melakukan kewajiban daerah tanpa
mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang bersumber darai pajak, retribusi dan keuntungan
perusahaan daerah harus dioptimalkan. Kemandirian keuangan daerah,
tercermin pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu semakin
besarnya peranan PAD maka semakin besar pula derajat kemandirian
keuangan daerah itu. Sebaliknya semakin rendah PAD, maka semakin kecil
kemandirian keuangan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, apabila sumber-sumber penerimaan daerah terbesar
berasal dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka
pembangunan daerah yang bersangkutan sangat tergantung pada dana
transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan
pembagian hasil bukan pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DALY, Dana
Alokasi Khusus (DAK). Selain kedua faktor tersebut didalam peningkatan
percepatan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh investasi
swasta yang berperan dalam menciptakan lapangan usaha, kesempatan
kerja, dan meraih keuntungan sebagai hasil produksi barang dan jasa yang
menimbulkan nilai tambah (value added) sehingga investasi swasta tersebut

marnpu menggerakkan perekonomian daerah.
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Diperlukan strategi agar pembangunan daerah dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Salah satunya adalah dengan
kebijakan-kebijakan fiskal daerah melalui berbagai kebijakan pengeluaran
pemerintah (govemment expenditure). Masalahnya adalah tidak semua
pemenntah daerah memiliki cukup sumber daya keuangan untuk mencapai
fujuan pembangunan ekonomi daerahnya. Ada yang tingkat kemampuan
sumber daya keuangan, ada yang tinggi dan adapulah yang rendah. Hal
tersebut sangat tergantung dari besaran penerimaan daerah sebagaimana
tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 sumber-sumber
penermaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan daerah terdin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat-
Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan
SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SILPA),
pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah
yang dipisahkan.

Hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia telah mengalami
pasang surut dalam menemukan pola ideal yang merepresentasikan aspek
keadilan, bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah namun juga
antar pemerintah provinsi dan kabupatenkota. Ma (1996) melaporkan
bahwa Indonia pernah menerapkan praktik transfer fiskal yang tersentralisir

terutama yang berkaitan dengan sistemn perpajakan. Sejak mengadopsi pola
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desentralisasi berdasarkan Undang-Undang MNo. 5 Tahun 1974 tentang
Pemenntahan Daerah, perkembangan ke arah desain infergovernmental
fiskal yang lebih terdesentralisic dinilai sangat lamban oleh sebagian
kalangan. Hal ini diperkuat oleh Silver et al. (2001:346) yang berpendapat
bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai kontrol yang cukup tinggi atas
dana-dana yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat
kala itu pemerintah pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah
dalam mengelola urusan 'domestiknya’. Disamping itu terdapat anggapan
bahwa pemerintah daerah kurang memiliki kompetensi administrasi agar bisa
lebih independen dalam masalah keuangan.

Sebelum era baru desentralisasi fiskal digulickan pada tahun 2001,
sefiap daerah tingkat | dan tingkat Il memiliki dua jenis penerimaan guna
membiayai pengeluaran mereka yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat (Alfirman 2003). Krisis politik
dan ekonomi telah memicu pemerintah daerah untuk mengambil peran dan
tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya
masingmasing (Fomester and May, 1999). Fitrani et al. (2005)
mengungkapkan bahwa menyusul lengsemya Presiden soeharto, terdapat
tekanan untuk mereformasi setiap kebijakan yang bernuansa korupsi, kolusi
dan nepotisme. Salah satu contoh kebijakan yang dimaksud adalah
beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah namun
memperoleh bagi hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat

(Tadjoeddin et al. 2001), Untuk itu, Presiden Habibie yang meneruskan
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estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan
menuju éra_desentralisasi dan demokratisasi (Fitrani et al. 2005).

Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintahan Habibie meluncurkan
dua produk hukum fenomenal yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentanga Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua
produk legislasi ini disusun untuk menciptakan otonomi antar daerah dan
mendorong sistern pemerintahan yang lebih demokratis (Fane 2003;158).
Dalam paradigma desentralisasi  fiskal yang baru, propinsi dan
kabupaten/kota mengambil alih semua peran pemerintah pusat kecuali lima
hal yaitu pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, peradilan,
kebijakan ekonomi makro dan perencanaan nasional (Fane 2003). Kerangka
desentralisasi fiskal yang baru telah memungkinkan pula adanya
pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Fitrani et al. (2005)
melaporkan bahwa sebelum tahun 2001, terdapat 336 kabupatenfkota di
seluruh propinsi. Namun, jumiah ini meningkat tajam menjadi 434 daerah
pada akhir tahun 2004.

Boediono (2002) memaparkan bahwa mengacu pada Undang-Undang
No. 25 Tahun 1999, di bawah era baru desentralisasi fiskal, setiap daerah
mempunyai sumber penerimaan yang beragam. Pertama, sebagaimana
dalam skema sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk
memungut penermaan pajak dan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang

No. 34 Tahun 2000, Pemds diperkenankan menyusun instrument

pendapatan daerah setelsh memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.
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Kedua, Femda Tk. | dan |l mendapatkan dana perimbangan yang lebih
menguntungkan. Sebagai contoh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
yang pendistribusiannya lebih banyak diperuntukkan pemerintah daerah
yaitu sebanyak 90 persen. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25
Tahun 1899 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004, proporsi bagi
hasil pendapatan baik pajak maupun sumber daya alam mulai menunjukkan
pola yang fair dan lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah.

Penjelasan-penjelasan di atas, memberikan pemahaman bahwa
strategi pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pengeluaran dan
Belanja Daerah (APBD), idealnya diarahkan kepada dua sasaran. Pertama,
secara eksternal kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui investasi. Kedua, secara internal
diarahkan untuk menciptakan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui
pengurangan ketergantungan kepada dana transfer pemerintah pusat dan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kontinyu dan terencana.
Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah salah satu tujuan tercapainya
pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan
pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana
perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi
lerbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun berjalan,
proporsi DAU  terhadap peneriman daerah masih yang tertinggi dibanding

dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2008).
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Seperti telah disinggung di atas bahwa tugas dan kewajiban
Pemerintah Daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya
terlihat lebih terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti dalam
hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu
lintas dan sebagainya, Sedangkan kegiatan penyediaan penyediaan barang
publik yang mempunyai dampak yang sangat luas seperti pertahanan dan
keamanan, keadilan serta kesehatan maayarakat.sehaikn;ra merupakan
tanggung pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan masih tingginya
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah
pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan
semacam ini harus menjadi semakin kecil, Berbagai investasi yang dilakukan
pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin
dalam peningkatan PAD. Investasi dalam teori ekonomi didefinisikan
sebagal pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan
peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah
barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk
memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain
dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan  untuk
meningkatkan kapasitas produksi suaty perekonomian (Sukirno, 2005).

Komponen besar kedua dari pengeluaran selain konsumsi adalah
investasi dalam bentuk perumahaan, pabrik, dan mesin-mesin, Motivasi
pokok dari investasi adalah mencari laba bersih, yaitu hasil dari periode ini

dan periode yang akan datang. Dengan demikian kekuatan ekonomi utama

yang menentukan investasi adalah hasil pengembalian investasi (yang
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terutama dipengaruhi oleh siklus ekonomi), biaya investasi (yang ditentukan
oleh kebijakan mengenai tingkat suku bunga dan perpajakan), serta
perkiraan akan masa depan.

Oleh karena faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada
situasi masa depan yang sulit diramalkan, maka investasi merupakan
komponen yang paling mudah berubah dalam pengeluaran agregat.
Hubungan yang penting terlihat pada skedul permintaan investasi yang
mengkaitkan tingkat pengeluaran investasi dengan tingkat suku bunga.
Apabila keputusan proyek investasi didorong oleh keinginan memperoleh
laba, maka kurva permintaan investasi akan memiliki kemiringan yang
menurun. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan mendorong perusahaan
untuk menunda beberapa proyek investasi. Dalam proses pengambilan
keputusan investasi, tingkat suku bunga riil menjadi unsur yang benar-benar
relevan. Tingkat suku bunga rill menyesuaikan tingkat suku bunga nominal
terhadap laju inflasi. Jadi, tingkat suky bunga riil sama dengan tingkat suku
bunga nominal minus laju inflasi (Samuelson, 1998),

Berbeda dengan investasi perusahaan — yang mendasarkan investasi
untuk tujuan mencari untung, investasi pemerintah didasarkan pada
pertimbangan lain, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Oleh karena itu investasi pemerintah selaly dinamakan juga sebagai
investasi sosial karena kebanyakan dari perbelanjaan  investasinya
digunakan untuk menciptakan modal tetap sosial atau social overhead

capital. Investasi-investasi seperti ity meliputi pembuatan jalan raya,

pelzbuhan dan irgasi, pendirian sekolah, dan rumah sakit serta membangun
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bendungan-bendungan. Peru  diingat bahwa kegiatan  investasi
memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan
ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan
meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan apa yang
dikemukakan Samuelson, Sukimo (2005) mengatakan bahwa dalam
pemikiran ahli-ahli ekonomi kiasik, hubungan antara suku bunga dengan
investasi mempinyai sifat yang sebaliknya, yaitu semakin tinggi suku bunga,
semakin sedikit investasi yang akan dilakukan.

Analisis di atas menunjukkan bahwa dalam pemikiran ahli ekonomi
klasik perubahan-perubahan suku bunga sangat penting peranannya dalam
menentukan pola kegiatan ekonomi. Fleksibelitas suku bunga akan
mempengaruhi komposisi pendapatan daerah yang diproduksikan. Untuk
menjalankan berbagai fungsinya dalam perekonomian daerah, maka biaya
sangat diperlukan. Dana tersebut diperoleh terutama dengan memungut
pajak dari masyarakat dan perusahaan. Adakalanya pemerintah
membelanjakan uang sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari
perpajakan atau sumber pungutan lainnya. Apabila anggaran belanja
pemerintah adalah demikian sifatnya, budget pemerintah dinamakan budget
seimbang atau balanced-budget. Akan tetapi sering sekali pemerintah
membelanjakan uang yang melebihi pendapatannya yaitu anggaran
belanjanya mengalami defisit. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan
tersebut pemerintah akan meminjam dari tabungan masyarakat. Dengan
dermikian sekarang tabungan masyarakat akan diperebutkan di antara

pemerintah dan penanam modal, Perubahan-perubahan akan berlaku atas
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daerah.

Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika
pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari
penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi (Mankiew
2002). Para ekonom mempelajari investasi untuk memahami fluktuasi dalam
out put barang dan jasa perekonomian dengan lebih baik. Model-model GDP
yang pemah dipelajari seperti model 1S-LM, didasarkan pada fungsi
investasi sederhana yang mengaitkan investasi dengan tingkat bunga riil: | =
l{ir). Fungsi itu menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga rill menurunkan
investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi. Investasi tetap bisnis
(business fixed investmenf) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli
perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial (residential
investmentf) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan
yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Investasi persediaan (inventory
investment) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang,
termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang
jadi.

Pemerintah harus memaksimalkan invetasi lewat anggaran
belanjanya dengan cara membangun infrastruktur menguntungkan dan
mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan
dan perbaikan institusi untuk menarik kegiatan berinvestasi di Indonesia
terutama investasi swasta. Ekonomi biaya tinggi dapat pula dihindari dengan

adanya pembangunan infrastruktur, Fembangunan infrastruktur untuk



kelancaran arus dan distribusi dalam negeri serta peningkatan efisiensi dan

efektivitas kegiatan usaha di indonesia merupakan bagian dari peranan
pemerintah dalam meningkatkan ekspor, Pengeluaran ini dimaksudkan
untuk mencapai tujuan bemegara, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi
yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
selama ini diidam-idamkan. Ekspansi kredit perbankan utamanya kredit
investasi dapat melalui penurunan tingkat suku bunga dan kebijakan-
kebijakan pinjaman yang lain. Dengan berbagai kebijakan ini maka
kecenderungan pengusaha untuk melakukan investasi juga semakin
meningkat.

Penurunan investasi secara langsung berakibat pada rendahnya
pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lain lalu lintas modal masih terjadi pelarian,
dimana arus modal keluar oleh swasta masih lebih besar bila dibandingkan
arus modal masuk.  Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh
beberapa hal, terutama stabilitas politik dan keamanan. Situasi keamaman
yang belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu pemulihan keamanan
dan ketertiban sera stabilitas politik menjadi prasyarat bagi peningkatan
investasi (Propenas, 2001),

Meningkatnya ekspor baik ekspor migas maupun non migas baik
barang maupun jasa akan turut memacu pertumbuhan ekonomi dan
menambah cadangan devisa. Oleh karena ity kebijakan perdagangan luar
negeri pemerintah dan pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mendukung

Upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan
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peran ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran
pemerintah berupa pengeluaran pembagunan seperti penyediaan fasilitas
dan prasarana untuk mencapal efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam
negeri dan luar negeri. Kebijakan untuk mendukung ekspor tersebut
diantaranya penyederhanaan penyederhanaan proseduk kepabeanan,
peningkatan frekuensi dan optimisasi upaya diplomasi perdagangan baik
bilateral maupun multilateral, serta mengurangi secara bertahap hambatan-
hambatan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan komitmen nasional
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Melalui kebijakan
tersebut, diharapkan mampu meningkatkan daya saing global yang akan
berdampak terhadap ekspor Indonesia.

Berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi telah
dilakukan berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, baik di tingkat nasional,
provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upaya yang diandalkan untuk
tujuan tersebut adalah berusaha merangsang adanya kegiatan investasi di
berbagai bidang kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan pada semangat
terminologi; “There is no economic development without investment”, yang
bermakna bahwa investasi dianggap sebagai komponen penting yang
menentukan kesuksesan pambangunan ekonomi suatu wilayah,

Domar (1957) menyatakan bahwa investasi sekarang mempunyai dua
pengaruh. Pertama, investasi tersebut akan meningkatkan permintaan
agregat saat ini. Kedua, investasiakan meningkatkan kapasitas produksi.
Jika kapasitas ini tidak dopergunakan dengan baik (misalnya produsen tidak

mau berinvestasi karena menganggap permintaan yang tidak cukup, dan
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permintaan yang tidak cukup ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan yang
tidak cukup), maka hal ini akan mengurangi investasi pada masa yang akan
datang, sehingga kapital yang menganggur menjadi berlebihan dan
membuat perekonomian mengalami depresi. Akan tetapi jika investasi
meningkat dalam jumlah yang tepat, maka pemmintaan agregat akan
meningkat(sebagai hasil dari peningkatan pendapatan, dan peningkatan
pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan investasi tersebut) dalam
jumiah yang cukup untuk menyerap semua kapasitas produksi baru tersebut.
Gambaran terperinci mengenai perkembangan investasi di Indonesia
selama periode 1990-2007, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
masyarakat atau swasta dapat dilihat pada Tabel 1:
Tabel 1. Perkembangan Investasi di Indonesia Selama Periode 1990-

2007.
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Feterangan: Volatilitas merupakan standar devigsi dan pertumbuhan. Koefisien
vanasi volalilitas yang dihitung dari volatilitas dibagi rata-rata pertumbuhan (nilai




absolut). Sumber; Dirangkum dan diolah dar Buku Repelita V1, Rencana Kenja
Pemerintah (RKP) berbagai tahun, Laporan Perekonomian Indonesia (Bank
Indonesia) berbagai tahun

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi, Dengan posisi
tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan
pembangunan ekonomi, Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi
rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya,
dalam upaya menumbuhkan perekonomian, sefiap negara senantiasa
berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sebagai
penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia
menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total
investasi di Indonesia mencapai Rp 983.9 trilyun (atas dasar harga berlaku).
Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun
1890 yang sebesar Rp 58,9 trilyun.

Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif
kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 1254
trilyun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar
lainnya (87,25 persen atau Rp 8585 trilyun) merupakan investasi
masyarakat. Selain itu, jika dillhat selama periode  1990-2007,
perkembangan investasi pemerintah juga relatif lebih lambat dibandingkan

investasi masyarakat. Total investasi masyarakat pada tahun 2007 hampir

dua puluh dua kali lipat dibandingkan investasi masyarakat pada tahun 1980,
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sedangkan investasi pemerintah tahun 2007 hanya sekitar enam kali lipat
dibandingkan keadaan tahun 1990,

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa perkembangan investasi baik
investasi pemerintah maupun masyarakat relatif berlanjut, meskipun pada
tahun 1997, Indonesia sebagaimana negara-negara Asia lainnya mengalami
krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini terlihat dari rata-rata investasi yang
tetap lebih tingoi pada periode setelah krisis (1998-2007) dibandingkan
periode sebelum krisis (1990-1997).

Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, rata-rata investasi yang lebih
tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas (volatilitas yang
sudah disesuaikan terhadap nilai rata-rata pertumbuhan) yang lebih tinggi.
Ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia pada periode
setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis. Fakta
lebih tingginya fluktuasi investasi ini terutama terlihat pada investasi
masyarakat. Investasi pemerintah memang menunjukkan kondisi penurunan
volatilitas pada periode setelah krisis. MNamun, karena proporsi investasi
pemerintah terhadap investasi total relatif kecil, kondisi ini hampir tidak
mempengaruh volatilitas investasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jika
dibandingkan investasi terhadap PDB Indonesia, dapat dikemukakan bahwa
selama periode 1990-2007, rata-rata persentase investasi terhadap PDB
adalah 25,7 persen, dengan persentase investasi pemerintah terhadap PDB
sebesar 5,6 persen dan investasi masyarakat terhadap PDB sebesar 20,1

persen,
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Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan
bahwa telah terjadi penurunan rata-rata persentase investasi terhadap PDB
baik pada investasi pemerintah maupun masyarakat. Secara total,
persentase investasi terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada periode
sebelum krisis menjadi 22,6 persen pada periode setelah krizis. Investasi
pemerintah turun dari 7,9 persen menjadi 3,8 persen, sedangkan investasi
masyarakat turun dari 21,8 persen menjadi 188 persen,
Selain penurunan persentase investasi terhadap PDB, fluktuasi setelah krisis
Juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien
variasi volatilitas. Bahkan dalam kasus investasi pemerintah, meskipun
secara nilai menunjukkan penurunan volatilitas, tetapi sebagai persentase
dari PDB, terjadi peningkatan dalam nilai volatilitasnya. Gambaran secara
rinci mengenai perkembangan investasi sebagai persentase dari PDB d
Indonesia selama periode 1990-2007 diberikan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Perkembangan Investasi di Indonesia selama Periode 1990—
2007 (dalam persen terhadap PDB).

=l i,

Ped

aumber: Ciolah dar tabel diatas
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Investasi, hakikatnya merupakan salah satu bagian dari perencanaan
keuangan. Dalam pakem perencanaan keuangan, penghasilan bisa dibagi
menjadi tiga peruntukkan, yakni konsumsi, menabung dan investasi. Di sini
harus dibedakan antara menabung dan investasi, Menabung lebih bersifat
berjaga-jaga. Ataupun bila memiliki tujuan tertentu biasanya tidak bersifat
mengikat dan bisa terpakai untuk hal lain. Sedangkan investasi lebih untuk
menghasilkan nilai tambah dari dana yang ditanamkan dan memiliki tujuan
tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Secara teoritis, investasi memiliki
peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jika tidak ada investasi yang memadai maka tidak akan ada pertumbuhan
ekonomi. Dan jika pertumbuhan ekonomi tidak memadai maka akan
mengakibatkan kurangnya pengaruh pertumbuhan  ekonomi terhadap
kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

Biasanya, peluang investasi datangnya dari dua jurusan vyaitu
lokal/domestik dan dari asing. Untuk melakukan investasi, investor (yang
benar-benar punya dana) mempunyai dua pertanyaan mendasar, yaitu mau
dialokasikan kemana dan apa tujuannya. Yang dimaksud dengan tujuan di
sini adalah horizon investasi, yakni ja ngka pendek atau jangka panjang. Lalu
apakah akan mencari hasil maksimal dengan konsekuensi resiko yang tinggi,
atau hasil moderat dengan resiko sedang atau menginginkan resiko rendah
tetapi hasilnya juga rendah. Disini tugas pemerintah memfasilitasi kejelian
untuk memecahkan stagnasi investasi agar pertumbuhan bergerak lebih
cepat sehingga kesempatan kerja lebih terbuka. Pertumbuhan ekonomi dan

periuasan kesempatan kera yang mengarah pada peningkatan kerja melalui



peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan yang
ingin  dicapai dalam perekonomian Indonesia, khususnya Provinsi
Kalimantan Timur

Pada Fropinsi Kalimantan Timur terdiri dari 13 wilayah Kabupaten/
Kota yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu sama
lain. Perbedaan ini dapat meliputi luas wilayah, jumiah penduduk, sumber
daya alam (SDA) yang dimiliki, sarana dan pra sarana transportasi serta hal
lainnya, yang kemudian akan memberikan pengaruh bagi perkembangan
masing-masing daerah tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan
pendekatan tipologi Klassen Bank Indonesia dapat melakukan suatu
pemetaan terhadap kondisi seluruh kabupaten/kota tersebut sehingga dapat
diketahui karakteristik dari masing-masing daerah tersebut. Pendekatan
Bank Indonesia dengan fipologi Klassen saat itu menggunakan dasar pada
PDRE perkapita yang dikombinasikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) dan tingkat kemiskinan di daerah. Data yang dipergunakan (karena
kendala data): PDRB Kabupaten/Kota tahun 2005, dengan menghilangkan
sektor pertambangan dan penggalian (migas dan tanpa migas) serta industri
pengolahan (migas). Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah memiliki tingkat
perbandingan yang sama, karena kedua hal tersebut hanya dimiliki oleh
beberapa daerah saja. Jumlah penduduk tahun 2005, Tingkat kemiskinan
per daerah tahun 2005,

Dari tipologi Klassen perekonomian Kabupaten/Kota tersebut dapat
terlihat bahwa daerah Kota, yaitu Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan

Hontang menjadi wilayah yang relatif cepat maju dibandingkan dengan
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daerah yang secara administratif berbentuk Kabupaten. Beberapa hal yang
menjadi keunggulan daerah Kota adalah wilayahnya yang relatif lebih kecil
dibandingkan Kabupaten sehingga lebih mudah untuk dilakukan penataan
dan ketersediaan sarana dan pra sarana penunjang, seperti transportasi,
pendidikan, dan hiburan, yang lebih lengkap. Di sisi lain, masih terdapat 6
Kabupaten yang termasuk ke dalam daerah tertinggal, yang memerlukan
perhatian lebih. Namun, dengan perkembangan perekonomian yang dicapai
saat ini, Propinsi Kalimantan Timur masih harus menghadapi permasalahan
yang mungkin juga dialami Propinsi lain di Indonesia, khususnya propinsi
yang sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan.
Pembangunan tersebut tentunya memeriukan dana dalam jumlah yang
besar.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan fersebut, telah
dan akan dilaksanakan beberapa program pembangunan nasional di bidang
ekonomi, yaitu: Pertama, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar
tercipta iklim yang kondusif bagi bagi peningkatan investasi dan ekspor yang
sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, memacu peningkatan daya saing
terutama untuk meningkatkan ekspor non migas, termasuk pariwisata, dan
memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ketiga, meningkatkan investasi
dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi terutama berdasarkan
ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Keempat, menyediakan sarana dan

prasarana penunjang pembangunan ekonomi, seperti  transportasi,



telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan, sera
pengairan dan irigasi (Propenas, 2001).

Berdasarkan data ti;hun 2008, Kalimantan Timur sebagai propinsi
maju kini semakin menjulang dengan beberapa peluang investasi yang
terbuka dar segala penjuru. Pemerintah daerah cukup fokus dalam
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan hambatan
investasi sehingga Kalimantan tumbuh menjadi tumbuh menjadi propinsi
dengan pembangunan yang maju dan berkualitas. Kemajuan Kaltim banyak
ditopang cleh kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas alam dan
batubara serta kayu yang dimiliki. Batubara dan kayu yang merupakan
komoditas nonmigas dan sedang dibutuhkan Cina dan India ini mempunyai
kecenderungan harga yang meningkat. Kondisi ini memberikan keuntungan
pemasukan yang luar biasa bagi Kaltim karena perkembangan pertumbuhan
ekspor nonmigas yaitu batubara dan kayu bergerak positif pesat seperti yang

terlihat pada Gambar 2 dibawah ini
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Gambar 2 : Perkembangan Ekspor non Migas Kaltim
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Peningkatan ekspor nonmigas ini menunjukkan bahwa Kaltim sedang
berada di puncak kejayaannya karena menginduksi sektor-sekior lainnya
untuk tumbuh (Britany, 2008). Investasi di sektor migas dan non migas
memang menjadi andalan bagi propinsi Kaltim. Proyek pengeboran sumber
minyak dan galian diprioritaskan dengan mempergunakan teknologi maju
dengan wacana kerjasama bagi hasil antara pemerintah daerah dengan
pihak asing. Pungutan-pungutan liar diminimalkan dengan dibentuk tim
pengawas di berbagai tempat pengeboran sehingga produk investasi di
sekior tambang ini tidak mahal. Untuk menghindari ketergantungan dalam
pemasukan sektor migas ini maka pemerintah daerah Kaltim tahun 2008 ini
membuat proyek semacam fasilitasi pengembangan agribisnis kelapa sawit

Kaltim yang didalamnya berkecimpung orang-orang ahli, para investor baik

dalarn maupun luar negeri, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai
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sumber daya yang dilatih dan dididik. Oleh karena itu, pemerintah daerah
telah melakukan diversifikasi risiko bagi pengembangan investasi daerah
terhadap investor maupun propinsi Kaltim sendiri.

Disisi lain investasi dan produksi serta usaha di Kaltim ini harus
memperhitungkan besarnya risiko seperti naiknya harga komoditas secara
terus menerus (inflasi) di Kalimantan Timur yang lebih tinggi inflasi nasional
yaitu sekitar 11.06 persen untuk tahun 2008, Selain inflasi, dalam
menumbuhkan  investasi di  Kaltim, Pemerintah daerah juga
memperhitungkan tingkat bunga kredit yang mana saat ini Kaltim mermiliki
kredit macet sebesar 3.31 persen, padahal untuk bank umum penyaluran
kredit usaha diupayakan sebesar 4 persen sedangkan investasi dengan
pemberdayaan UKM, pemerintah daerah akan berupaya menyalurkan kredit
melalui Bank Umum sebesar 68 persen {Britany, 2008).

Strategi dan kebijakan investasi dan pengelolaan keuangan daerah
sera sumber PAD yang dikaitkan dengan strategi pembangunan daerah di
atas, sangat menarik untuk diteliti di Kalimantan Timur, mengingat: 1)
Kalimantan Timur adalah provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun pertumbuhan ekonomi
tersebut paling besar berasal dari kontribusi sektor non migas; 2)
Kalimantan Timur adalah salah satu dari empat provinsi penyumbang
penerimaan terbesar bagi negara, namun fasilitas infrastukturnya masih jauh
tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa: 3} Kalimantan Timur
adalah salsh satu provinsi penerima dana transfer pusat terbesar di

Indonesia, namun tingkat kemandirian keuangannya relatif masih rendah
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(PAD rendah), dan 4) Kalimantan Timur adalah provinsi yang kapasitas
fiskalnya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya, sehingga
Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh sangat kecil, bahkan terdapat
beberapa daerah yang bahkan tidak menerima DAU.,

Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian tentang Faktor-
Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi pada Era Otonomi Daerah di Provinsi
Kalimantan Timur. Selain alasan tersebut, Kalimantan Timur dikenal sebagai
daerah kaya sumber daya alam namun masih banyak juga masyarakatnya

yang hidup dibawah garis kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka secara

rinci rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut

1. Apakah inflasi dan suku bunga kredit berpengaruh terhadap investasi di
Daerah Propinsi Kalimantan Timur 7

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi bermensaruh
terhadap Belanja Publik di Daerah Propinsi Kalimantan Timur 7

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh
terhadap Belanja Rutin di Daerah Propinsi Kalimantan Timur 7

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku bunga kredit,

Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin berpengaruh terhadap

Pertumbuhan Ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung 7
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diajukan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga kredit terhadap
investasi di Daerah Propinsi Kalimantan Timur

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi
terhadap Belanja Publik di Daerah Propinsi Kalimantan Timur 7

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi
terhadap Belanja Rutin di Daerah Propinsi Kalimantan Timur 7

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi,
Suku bunga kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja Rutin terhadap

Pertumbuhan Ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung 7

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini, antara lain

adalah:

1. Penelitian ini dibangun modelnya berdasarkan tunjangan teori mapan
yang telah ada dan studi-studi empiris yang permah dilakukan oleh
beberapa peneliti ataupunpakar dibidang ilmu ekonomi. Disamping teor
mapan dan studi empiris yang menunjang pemodelan hubungan
kausalitas tersebut, ada beberapa hubungan kausalitas yang jarang dan
bahkan belum pernah diteliti secara komprehensif seperti halnya

pengarult inflasi terhadap belanja rutin daerah. Begitu juga halnya



pengaruh langsung belanja rutin daerah terhadap laju pertumbuhan

ekonomi, Namun dari pemahaman dan logika peneliti, hubungan
kausalitas tersebut ada. Dengan demikian, maka kontribusi dan fanfaat
teoritis penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangsih tambahan
terhadap jajaran studi empiris hubungan kausalitas pengaruh PAD
terhadap belanja rutin daerah dan pengaruh langsung belanja rutin
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Memberikan kontribusi pemahaman hubungan kausalitas secara
simultan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya bidang ilmu ekonomi
regional dan ilmu ekonomi pembangunan,

Memberikan kontribusi dalam studi ekonomi pembangunan dan ekonomi
regional khususnya pengujian secara empiris dalam hubungan kausalitas
antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi Daerah, dan Suku Bunga
Kredit Daerah di dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah
secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel Investasi,
Belanja Publik, dan Belanja Rutin,

- Memberikan kontribusi bagi agenda penelitian yang akan datang pada
bangunan model teoritik yang secara keseluruhan belum diuji secara

empirik.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sejak timbulnya pemikiran ekonomi modem pada abad ke-18, teori
ekonomi terus berkembang yang ditandai dengan silih bergantinya
penggunaan teori atau pendekatan baru. Berikut ini diuraikan tentang
perkembangan teori pertumbuhan ekonomi, yang pada dasarnya terbagi
kedalam lima periode. Kelima periode tersebut adalah pericde 1776-1870:
1870-1914; 1914-1945; 1945-1970; 1970-1590 (Fanetto dalam Machmud,
1996:22),

Adam Smith (Alkadri dalam Machmud, 1996:22), dalam bukunya yang
berjudul An fnquiry info the nature and Causes of the Wealth of Nations
(1776), berpendapat bahwa “penerapan kebijaksanaan Laissez Eaire dapat
memaksimumkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat", Menurut
Ricardo (1881) dalam bukunya yang berjudul The Prnciples of Political
Economy and Taxation bahwa, “pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal
dari akumulasi modal®, Ricardo (Alkadri dalam Machmud, 1996:23), lebih
lanjut menyebutkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi suaty negara akan
berpola sebagal berikut : Pada mulanya kegiatan ekonomi suatu negara
ditandai cleh jumlah penduduk yang rendah tetapi melimpah dengan
kekayaan alamnya. Kondisi awal ini memberikan kesempatan kepada
pengusana  untuk  mengambil keuntungan sebesar-besamya dengan

menetapkan upah buruh yang murah, sehingga memungkinkan mereka




untuk memperbesar pembentukan modal. Modal tersebut diinvestasikan
kedalam usahanya. Investasi ini sudah tentu akan meningkatkan produksi
dan menambah permintaan terhadap tenaga kerja, yang selanjutnya
menyebakan upah naik. Kenaikan upah ini akan mendorong pertumbuhan
penduduk. Disisi lain, karena luas tanah yang dimanfaatkan berada dalam
kondidi tetap, maka kualitasnya akan menurun, sehingga tingkat keuntungan
berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, kemajuan teknologi merupakan
alternatif pemecahan.

Schumpeter (1911ﬁ] dengan bukunya The Theory of Economic
Development. Sejak tahun 1934, Schumpeter mengembangkan teorinya
mengenai pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan
ekonomi. Menurut Schumpeter (Sukimo,1985:281) bahwa, “Sistem
kapitalisme merupakan sistem yang paling balk untuk menciptakan
pembangunan ekonomi yang pesat Tetapi walaupun demikian, dalam
jangka panjang, sistem kapitalis akan mengalami keadaan yang tidak
berkembang.atau stagnasi”. Lebih lanjut dikatakan bahwa : Pembangunan
ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh inisiatf dari golongan
pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur, yakni golongan
masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-fakior
produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan
masyarakat, Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan
inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian. Pembaharuan yang
diciptakan oleh pengusaha, dapat dibedakan kedalam lima golongan, yaitu

Invention (penemuan teknik baru), jenis komoditi baru, peruasan pasar ke



daerah baru, organisasi usaha baru, dan pengembangan bahan mentah baru
(Sukimo, 1985 : 283).

Schumpeter, membuat asumsi untuk memperlihatkan titikk sentral
peranan pengusaha, inovasi, dan teknologi dalam perekonomian. Asumsi
Schumpeter itu adalah: pada mulanya perekonomian ditandai tanpa adanya
perkembangan penduduk, tidak ada pembentukan modal tetapi terdapat
pengangguran. Kondisi ini disadari oleh para pengusaha, yang selanjutnya
akan meminjam modal dan membeli faktor-faktor produksi lainnya untuk
menciptakan berbagai inovasi. Kegiatan tersebut mempertinggi pendapatan
masyarakat dan menaikkan konsumsi mereka. Selanjutnya, peningkatan
konsumsi akan memacu pengusaha untuk mempertinggi produksi dengan
mengadakan penanaman modal baru yang dikenal dengan istilah investasi
swasta. Pada tahap awal, hanya segelintir pengusaha yang melaksanakan
inovasi, namun selanjutnya akan dikuti oleh pengusaha lain, sehingga
menghasilkan kegiatan ekonomi yang makin tinggi. Setelah kondisi tersebut
tercapal, kegiatan ekonomi berikutnya akan ditandai resesi (Alkadri dalam
Machmud, 1996:25),

Keynes, 1936 yang menulis buku, The General Theory of
Employment, Interest and Money. Dalam teorinya, ditekankan pentingnya
peningkatan daya beli nyata dalam masyarakat yang bersumber dari
konsumsi dan investasi. Selanjulnya Keynes mengemukakan bahwa
investasi dapat dinaikkan melalui penurunan tingkat bunga dan peningkatan
Marginal Efficiency of Capital, serta bekerjanya mulftiplier. Faktor lain yang

menopang teori Keynes adalah Marginal Propensity to Consume and to
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Save. Sebenamya, Keynes tidak mengemukakan teori ekonomi
pembangunan secara sistematis dan aspek ini dikembangkan kemudian oleh
Harrod-Domar.  Teor perumbuhan yang diajukan Harrod-Domar pada
hakekatnya berusaha memperlihatkan syarat-syarat yang diperlukan untuk
menjaga pertumbuhan ekonomi tetap mantap (Steady Growth). Untuk itu ia
menekankan pentingnya peranan investasi dalam mempercepat
pertumbuhann ekonomi. Investasi tersebut tidak hanya dalam pengertian
sempit, tetapi harus dipandang sebagal suatu pengeluaran yang akan
menambah kesanggupan perekonomian menghasilkan komoditi, dan
pengeluaran  yang akan menambah permintaan efektif seluruh
masyarakatnya. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi baru akan berlangsung
seandainya pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan.

Harrod (1938) dan Tinbergen (1942), selanjutnya berpendapat bahwa
pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh modal, yang
merupakan bagian dari output nasional. Akan tetapi, mereka mempunyai
pandangan yang berbeda terhadap peran teknologi dalam pertumbuhan
ekonomi nasional. Tinbergen yakin bahwa teknologi dapat disubfitusi
dengan buruh dan meodal, sedangkan Harrod percaya bahwa buruh dan
modal bersifat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. (Firman dalam
Machmud, 1996:27).

Kaldor (1857,1981,1962) mengajukan teori pertumbuhan ekonomi
pada negara-negara yang sudah maju, yang berbeda dari apa yang
dikemukakan oleh Tinbergen dan Harrod. Pada dasamya model Kaldor

merupakan kombinasi dari teori Keynes tentang saving, yakni Rafe of



Growth sama dengan produk Rafe keuntungan (Profif Rate) dan
kecenderungan untuk menabung profit tersebut (The Propensity to Save Out
of Profits) dan teknologi.

Tahun 1954, Lewis memperkenalkan sebuah teori tentang
pembangunan ekonomi pada konteks terbatas. Lewis berargumentasi bahwa
teori Keynes ataupun teori Neo-Klasik tentang teori pertumbuhan ekonomi
yang ada pada saat itu, tidak dapat diterapkan pada negara dengan surplus
tenaga kerja yang tidak terbatas. Basis model Lewis adalah ekonomi
nasional negara yang terkebelakang dengan membagi menjadi dua sektor,
yaitu sektor ftradisional (agriculture) dan sektor modemn (industry).
Pertumbuhan dalam sektor-sektor industri dapat menyerap surplus tenaga
kerja dalam sektor pertanian, sampai terjadi keseimbangan baru dengan
asumsi bahwa tingkat upah pada sektor industri lebih tinggi dari pertanian,
(Firman,1985:3).

Fei dan Renis tahun 1964 (dalam Firman, 1985:4) mencoba
mengkolaborasikan model Lewis tersebut, untuk mencari hubungan antara
konsumsi yang dihasilkan oleh satu sektor dengan buruh pada sekior yang
lain, antara investasi pada satu sektor dengan aset pada sektor yang lain,
dan antara tenaga kerja dan modal.

Seorang ekonom lainnya, Leibenstein dalam (Todaro, 2003:166)
mengemukakan suatu teori parru-mhuhan ekonomi. Fokus model Leibenstein
ini adalah hubungan antara output nasional dengan buruh disatu pihak,
antara tingkat pertambahan penduduk dan pendapatan perkapita dilain

pihak. Dalam hal ini, ia yakin bahwa pertambahan penduduk dan kenaikan
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Income bersifat saling menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya.
Leinbentein menyarankan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan
ekonomi, modal secara massal harus diinvestasikan pada seluruh sektor
ekonomi secara serentak. Argumen ini pada dasarnya serupa dengan teori
‘Big-Push' (Nurkse, 1953, dan Rosenstein-Rodan, 1943, 1957) dan (Firman,
1985:4-5).

Beberapa tahun sebelum Hirchman (1968) mengemukaan
pandangannya, seorang ahli ekonomi Prancis bernama Francois Perroux
melalui Growth Poles Theory, berpendapat bahwa pengembangan industri
dan pertumbuhan tidak akan teradi disemua tempat dalam seketika,
pertumbuhan mulai muncul pada titik-titik atau kutub pertumbuhan dengan
intensitas yang berbeda, dan menyebar melalui saluran yang luas, seria
mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada keseluruhan ekonomi.
Sedangkan Hoover, mengemukakan bahwa konsentras| kegiatan ekonomi
akan fterjadi pada suatu tempat apabila di tempat tersebut terdapat
keuntungan lokasi yang terdiri dari Localization Economics and Urbanization
Economics (Sjafrizal. dalam Machmud, 1996:32).

Berdasarkan teori di atas, jelas bahwa pada prinsipnya pertumbuhan
akan terjadi hanyalah pada daerah yang mempunyai keuntungan komparatif,
baik dari segi sumber daya alam, modal dan manusia. Akibat adanya
perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, mengakibatkan
tingkat pertumbuhan juga akan berbeda.

Tahun 1870-an, lahir metode bary tentang pertumbuhan regional yang

dikenal dengan Metode Shift-Share. Metode ini menghendaki pengisolasian



efek dan struktur industri suatu daerah terhadap pertumbihannya selama

periode tertentu. Hal ini meliputi penguraian proses pertumbuhn suatu
daerah yang dipengaruhi oleh sejumlah komponen, seperti tenaga kerja,
penduduk, dan pendapatan.
Metode Analisis Shift- Share, pertama kali dipelopori oleh Jones dan
Laser (1940, 1951) di Inggris, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh
Dunn dan Peroff di Amerika Serikat, dalam rangka menganalisis
pertumbuhan ekonomi wilayah di Amerika Serikat. Aplikasi metode ini
pertana kali di Inggris dilakukan cleh Hemming (1963), selanjutnya diikuti
oleh Brown (1968), Stilwel (1968), Hunt Report on Intermediale Areas
(1969), dan South East Economic Planning Councill (1968). Studi-studi ini,
pada umumnya menganalisis tentang pertumbuhan regional di Inggris.
Stilwell dalam Glasson, 1974:96) telah mengalokasikan komponen-
komponen Shift dan Share dari pertumbuhan Employment Regional di
Inggris antara tahun 1959 dan tahun 1967, dengan menggunakan data
statistik dari Deparfment of Employment and Productivity. Hasil dari
penelitiannya memperlihatkan empat daerah pertumbuhan  Employment
dalam ukuran mutlak dan persentase cukup tinggi, sedangkan daerah-
daerah lainnya jauh tertinggal dibelakang. Pemahaman atas perbedaan per-
tumbuhan ini dapat dipercleh dengan mengidentifikasikan komponen-
komponen Shift dan Share.
Lucas (16879), menggunakan analisis Shiff-Share  untuk
mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sekior wilayah yang lamban di

Indonesia dan Amerika Serikat.  Di Indonesia, studi tentang analisis Shiff-
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Share telah dilakukan oleh Sugeng Budiharsono (1989), yang meneliti
tentang transformasi struktur perekonomian Indonesia dengan periode data
tahun 1979 dan tahun 1982.

Sugeng Budiharsono (1989:80) menyebutkan bahwa dari 26 propinsi
di Indonesia (tidak termasuk Timor-Timur) terdapat 17 propinsi yang
termasuk dalam pertumbuhan yang cepat, sedangkan sisanya 9 propinsi
termasuk pada pertumbuhan yang lamban. Kesimpulan tersebut diperoleh
dengan mengidentifikasi komponen-komponen Shif- Share.

Menurut Glasson (1974:96-87) bahwa analisis Shift — Share ini bukan
merupakan teori pertumbuhan, namun pendekatan ini dapat melengkapi
teori-teori lain yang lebih formal yang menitikberatkan hubungan antara
struktur industri dengan pertumbuhan regional, dan memisahkan unsur-
unsur pertumbuhan yang bersifat intern dan ekstern. Dengan mengadakan
madifikasi dan menggunakan asumsi tertentu, metede ini masih tetap dapat
digunakan sebagai metode penganalisaan yang lebih bermanfaat terutama
dalam menganalisis pertumbuhan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk
nasicnal bruto riil atau pendapatan nasional riil.  Jadi perekonomian
dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil,
Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan
ekonomi terjadi bila ada kenalkan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi
menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang

(Sukirno, Sadono, 1999).
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Houston (dalam Soepono, 1893:65) menyebutkan bahwa analisis
Shi-Share memiliki keterbatasan, baik secara teoritis maupun secara
empink. Keterbatasan-keterbatasan teoritk dari metode analisis Shift-Share
antara: a) Analisis Shiff-Share tidak lebih daripada suatu teknik pergukuran
atau prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah
menjadi komponen-komponen. Persamaan Shifi-Share hanyalah suatu
Identity Equation, yakni hanya merupakan suatu definisi. Jadi tidak
mempunyai implikasi-implikasi keprilakuan. Metode Shif~Share merupakan
teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem akunting dan teknik
analistik; b) Komponen pertumbuhan nasional secara implisit mengemuka-
kan bahwa tiap industri di suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju
pertumbuhan ekonomi nasional atau dibebani laju pertumbuhan yang
ekuivalen dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain terialu
sederhana, gagasan demikian dapat membuat kabur sebab-sebab
pertumbuhan wilayah; c) Ari ekonomi dari dua komponen Shift-Share tidak
dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip
ekonomi yang sama. Perilaku ekonomi yang melandasi kedua macam Shift
tidak mudah dipisahkan dan dibedakan. Kedua komponen tersebut berkaitan
dengan hal-hal yang sama, seperti penawaran dan permintaan, perubahan
teknologi, dan perubahan lokasi, dan d) Teknik analisis ini secara implisit
mengambil asumsi bahwa semua barang dijual secara nasional. Padahal
tidak semua demikian. Bila pasar suatu barang bersifat lokal, maka barang

iy tidak bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang



yang sama atau tidak dapat berharap untuk memperoleh bagian darl

kenaikan permintaan agregat.

Keterbatasan-keterbatasan secara empirik dari teknik analisis Shift-
Share adalah sebagai berikut : a) Jumiah dari salah satu komponen Shift
dengan data yang tidak agregat belum tentu sama dengan jumlah komponen
Shift, yang sama menurut data agregat. Jadi hasil analisis ini tergantung
pada tingkat rincian seklor-sektor: b) Hanya salah satu dari tiga komponen
tergantung pada hal yang sebenarnya terjadi di suatu wilayah selama kurun
waktu tertentu; ¢} Kritik lain terhadap analisis Shift = Share adalah masalah
pembobotan. Kritik ini mengatakan bahwa tidak adanya penjelasan tentang
perubahan dalam struktur ekonomi regional selama periode analisis. Untuk
mengatasi masalah ini, ada yang menyarankan menghitung angka rata-rata
antara tahun dasar dan tahun akhir analisis. Ada pula yang menggunakan
kombinasi konveks dari angka-angka awal dan akhir sebagai analisis, dan d)
Masalah lain adalah masalah pengaruh-pengaruh yang saling terkait. Selain
fu, pengaruh keunggulan kompetitif bukanlah ukuran keunggulan yang
sejati,

Todaro (1998) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat
menjadi pekerjaan utama dan tumpuan perhatian utama para pakar
ekonomi, perencana, para pembuat keputusan dan politikus di negara-
negara berkembang selama tiga dasawarsa ini. Hal ini terjadi karena
pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai prasyarat utama dalam mencapai

taraf kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh anggota masyarakat di negara
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yang bersangkutan. Itu pula sebabnya pertumbuhan ekonomi menjadi inti
usaha pembangunan yang dilaksanakan.

Amir (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan
salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu
perekonomian, terutama untuk melakukan  analisis tentang  hasil
pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu
daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi
barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian
hubungan antara pertumbuhan ekonemi dengan investasi swasta. Hal
tersebut dapat ditunjukkan oleh sejauh mana akfivitas perekonomian dapat
menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah
yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa
perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor investasi swasta, Pendapatan

Asli daerah, dan Dana Perimbangan.

B. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk
mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat
memacu peningkatan akfivitas perekonomian di daerah yang pada akhimya
rmeningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang

telsh digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu
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perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem
pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup
pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seria
pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratie dan

transparan.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak dikuti dengan
kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh
karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya akan dapat
menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang
digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004
dalam peleksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil
(DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam UU. No 33/2004 memberikan kewsnangan bagi daerah untuk
meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan
jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan
pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan
penerimaanya untuk membiayai kegiatan pembangunan, namun di era
desentralisasi fiskal harapan itu belum optmal yang tercermin dalam
pertumbubhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan PDRE
riil menunjukkan variasi antar daerah di Jawa Tengah setelah pelaksanaan
deseniralisasi fiskal. Dari tahun 2003 - 2007 di mana era pelaksanaan

desantralisasi fiskal yang sudah dimulai dari tahun 2001, ternyata hanya
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kabupaten-kabupaten tertentu yang memiliki kontribusi PDRB tinggi yaitu:

Kutai Kertanegara, Bontang, Balik Papan dan Samarinda.

Hal ini menunjukkan bahwa era desentralisasi fiskal di mana daerah
diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya ternyata banyak
kabupaten/kota yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam
PDRB-nya. Meskipun PDRB bukan satu-satunya indikator dalam
pembangunan.

Dari sisi otoritas moneter, terjadinya mekanisme transfer keuangan
pusat-daerah berpotensi menimbulkan permasalahan dalam operasi
pengendalian moneter. Teradinya desentralisasi fiskal berpotensi
menimbulkan resiko perubahan perilaku pengendalian fiskal di daerah-
daerah. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk
memperkuat fondasi perekonomian daerah maka akan berdampak positip
terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jlka dana transfer tersebut
dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif dan
konsumtif yang dapat menimbulkan iddle money maka akan berdampak
terhadap pengendalian moneter (terutama tentang jumiah uang beredar)
(lsmal; 2002). Hasil ini mendukung temuan sebelumnya di China bahwa
desentralisasi ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi
bersifat inflationary (Brandt dan Zhu, 2000).

Abdullah dan Halim (2003) telah melakukan penelitian tentang
pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap belanja pemerintah daerah. Studi kasus yang dilakukan di

Kabupsten/Mota di Jawa dan Bali. Hasil temuannya adalah sebagai berikut




DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Penelitian
L. Jay Helms (1985) dengan menggunakan data panel lintas negara
menunjukkan bahwa kenaikan pajak pusat dan pajak daerah berdampak
memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, jika penerimaan pajak
digunakan sebagai dana perimbangan pusat-daerah. Hasil penelitian ini juga
mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana peﬁmb;ngan untuk penyediaan
barang publik akan berdampak terhadap kualitas barang publik lokal.
Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pemberian insentif dana
perimbangan berdasarkan pengeluaran lebih baik daripada berdasarkan
penerimaan pajak.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama
dalam pertumbuhan ekonomi dar setiap bangsa, ketiganya adalah:
Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang
ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya
manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan
memperbanyak jumiah akumulasi kapital, kemajuan teknologi Model
pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-
an.

Model pertumbuhan ini telah diterapkan dalam berbagai studi empiris
di banyak negara, Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain,
keluaran dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan
tenaga kerja, perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja
penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna. Amin

Fujiati (2007), membahas ada dua hal utama yang dalam model
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penelitiannya, yaitu peranan modal dan perubahan teknologi dalam
pertumbuhan ekonomi. Namun untuk sementara perubahan teknologi
dianggap konstan sehingga akan diketahui bagaimana peran modal dalam
proses pertumbuhan. Akumulasi modal dan kedalaman modal terjadi pada
saat pertumbuhan persediaan (stock) modal lebih cepat daripada
pertumbuhan tenaga kerja. Dalam kondisi tanpa perubahan teknologi,
akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan keluaran per tenaga kerja,
meningkatkan marginal product tenaga kerja serta meningkatkan upah.
Namun akumulasi modal juga akan mendorong berkurangnya pengembalian
madal (refum of capital) dan menurunkan tingkat suku i:ur'rga riil,

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang
berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. la adalah strategi
untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi
menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan
menjadi sebuah "makhluk organik” yang bergerak efisien mengatasi
tantangan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat
tumpang tindih. MNamun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan.
Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkelebihan dengan
sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka
desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.

Rondinelli dan Cheema (dikutip Sarundajang, 1999). Desentralisasi
adalah “the transfer of planning, decission making, or adminisirative
authority from the ceniral govemment to ils field organizations, local

adrmristralive  units,  semi-autonomous and parastatal organizations”.

-
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Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian
tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk
pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax
assignment) maupun aspek pengeluaran {gxpanﬂn‘:um assignment),

Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah
daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods/public
servica). Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri
karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa
dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-
sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam
penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif,
Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada
daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat
dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan
yang terdesentralisai (Simanjuntak, 2001): (1) Representasi demokrasi
umtuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara
langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah (2)
Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi,
adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat
keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama
pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan

lokal (lucal knowledge), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai




pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi,
dil (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya
dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan
pembuat kebijakan pada tingkat lokal. Menurut Dilliger, dalam Sidik, (2002),
pada dasarmnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi
politik (political demutraﬁzﬂtlnr}}. yaitu pemberian hak kepada warga Negara
melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil
keputusan publik, desentralisasi administratif {administrative
decentralization), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan
wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk
menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan,
pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah
pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas terfentu atau perusahaan
tertentu,

Desentralisasi fiskal (fiskal dezentralization) yaitu pelimpahan
wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup: a)
Self-financing atau cost recorvery dalam pelayanan publik terutama melalui
pengenaan retribusi daerah b) Cofinancing atau coproduction, di mana
pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi
tenaga kerja c) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat,
serta pinjaman daerah (sumber daya alam) dan Desentralisasi ekonomi
(econamic or market decentralization), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan

derequiasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-
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fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan

dengan kebijakan liberalisasi.

"

C. Investasi

Samuelson dan Nordhaus (1993), menyebutkan investasi adalah
pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut
penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi
dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan
memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Sementara Sukirno
(1996:107), menyebutkan investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan
penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang
modal dan perlengkapan-perengkapan produksi  untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasajasa dalam
perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan
perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa
yang akan datang. Adakalanya penanaman modal yang dilakukan untuk
menggantikan barang-barang modal yang lama dan terdepresiasi.

Adam Smith (1778) menyatakan bahwa investasi dilakukan karena
para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan
keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada
keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan
atdanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat,
persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan

sebaliknya menurunkan keuntungan.
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Investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa
investasi, maka tambahan stok modal tidak akan terjadi, malah
berkurang (penyusutan) sehingga dengan sendirinya tidak akan ada
perfumbuhan untuk tahun berikutnya,

Permintaan aggregat suatu negara dapat adalah pengeluaran
konsumsi masyarakat ditambah dengan pengeluaran investasi ditambah
dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan selisih antara ekspor
dengan inpor.

Teori makro Keynes (1938) menyebutkan keputusan apakah suatu
Imestasifahan di laksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan
antara besarnya keuntungan yang di harapkan (yang menyatakan dalam
persentase satuan waktu) di suatu pihak dan biaya penggunaan dana atau
tingkat bunga di pihak lain. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar
uang sebesar 2% setiap bulan (atau 24% setahun), sedangkan keuntungan
yang di harapkan sebesar 50% maka investasi tersebut masih
menguntungkan karena keuntungan (kotor) yang di harapkan 50% jadi
melebihi ongkos pendanaan dapat di katakana 50%-24% = 26% pertahun
untuk 10 tahun. Maka jika pengusaha tersebut “rasional” investasi tersebut
akan dilaksanakan. Secara ringkas dapat dikatakan : 1) Jika keuntungan
yang diharapkan (MEC) lebih besar dari pada tingkat bunga, maka investasi
di laksanakan, 2) jika MEC lebih kecil dari pada tingkat bunga maka
investasi tidak dilaksanakan, dan 3) Jika MEC = tingkat bunga maka

investasi bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak.
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Berdasarkan uraian di atas, di ketahui bahwa berapa tingkat

pengeluaran investasi yang di harapkan oleh para investor di tentuakan oleh
dua hal yaitu tingkat suku bunga yang berlaku dan marginal efficiency of
capital. Perilaku makro para investor ini biasanya di ringkas dalam satu
bentuk fungsi marginal efficiency of capital atau fungsi investasi,
Investasi di Indonesia, sementara itu terdiri dari investasi domestik (PMDN)
dan investasi asing (PMA). Berdasarkan keterangan sebelumnya, ada
banyak faktor yang berpengaruh terhadap investasi, tentu yang terpenting
adalah tingkat bunga, sebagaimana ditunjukkan cleh Keyness. Faktor lain
yang tidak kalah pentingnya dengan tingkat bunga adalah pendapatan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Selain tingkat bunga, ada
beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap investasi, yaitu jenis
investasi (asing dan domestik), kebijakan investasi, dan sebagainya.

Sukirno (1994:107), lebih lanjut menjelaskan penggolongan investasi
dari aspek pembelanjaan: a) pembelian berbagai jenis barang modal. b)
pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor,
bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. ¢) pertambahan nilai stok
barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih
dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah: a)
tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan dipercleh. b) tingkat
bunga. c} ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan terkait
dengan tingkat inflasi. d) kemajuan teknologi. ) tingkat pendapatan nasional

dan perubahan-perubahannya. f) keuntungan yang dipercleh perusahaan-




perusahaan. Selanjutnya, terkait dengan penanaman modal, maka terdapat
dua jenis atau kelompok penanam modal, yaitu penanaman modal asing
(PMA}, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Sefidaknya ada empat evolusi perusahaan dalam era globalisasi,
yaitu : 1) perusahaan domestik, 2) perusahaan internasional, 3) perusahaan
multinasional, 4) perusahaan global (Kuncoro, 2003:293). Perusahaan
domestik ditandai dengan ciri orientasi pasar dalam negeri. Sekelompok
perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis disebut industri (Awh,
1876:264). Berdasarkan tingkat proteksinya, menurut Holland (1987: 170-
171) dalam Kuncoro (2003:293), industri domestik bisa dibedakan menjadi
industri bayi (infanf), remaja (adolescent), dan dewasa (mature). Dimana
pada tahap |, agar industri bayi dapat hidup, ia harus diberi tarif yang cukup
tinggi agar impor dari negara maju tidak mudah masuk. Pada tahap I,
karena industri domestik sudah tumbuh menjadi remaja, pemerintah sedikit
demi sedikit mengurangi tingkat proteksi dan selektif, baik menurut sektor
maupun perusahaan, dan tidak lagi mengurangi proteksi secara makro atau
sektoral seperti tahap Il. Dengan berjalannya waktu, perusahaan domestik
yang telah "dewasa” biasanya akan melakukan internalisasi bisnis. Dalam
praktek, perusahaan tersebut dapat tumbuh menjadi perusahaan
internasional, perusahaan multinasional, atau perusahaan global. Lebih
lanjut, Kuncoro (2003:297) menjelaskan latar belakang yang menysbabkan
perusahaan melakukan ekspansi produk ke luar negeri adalah: 1) hasrat

untuk mengejar keuntungan global. 2) keinginan mencari dan memperoleh

suplal bahan mentah (raw-matenal seekers). 3) melayani pasar secara

P__mm



langsung (marke! seekers), dan 4) meminimumkan biaya. Pendekatan
evolusioner dalam melakukan ekspansi ke luar negeri adalah tanggapan
untuk meminimumkan risiko untuk beroperasi dalam lingkungan asing yang
diliputi ketidakpastian.

Salah satu sumber yang dapat menopang pembangunan saat ini
adalah dengan menggalakkan bantuan usaha sektor swasta khususnya
menyangkut penanaman modal dalam negeri sehingga mampu
menjembatani  kebutuhan investasi di masa mendatang di tengah
ketidakpastian perekonomian nasional maupun internasional.

FPemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal terutama
diarahkan kepada rehabilitasi pembaharuan, perluasan dan pembangunan
baru dalam bidang produksi barang dan jasa namun adakalanya terjadi
penurunan fingkat investasi dalam negeri. Penurunan PMDN dapat
disebabkan beberapa faktor, pertama, tingginya suku bunga pinjaman yang
menyebabkan banyak pengusaha tidak mampu melakukan pengembangan
usahanya; kedua, sektor-sektor yang sebelumnya mengalami boom investasi
mengalami penurunan investasi yang cukup besar. PMDN akan terus di
dorong dan ditingkatkan peranannya sedangkan PMA dimungkinkan di
sektor-sektor industri tertentu yang menghasilkan barang-barang yang
diperlukan  untuk  keperluan ekspor sebagai upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.




D. Pendapatan Asli Daerah

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru
seirnng dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang
tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam
perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004
dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini
memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan
meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian
daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan
pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan
publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk
membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila
ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas
pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu  untuk
memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi
fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam
pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru,
dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian
yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan

ekanomi yang cukup tinggi antar daerah ((kabupaten dan kota) dalam
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pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya
ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat
pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus
beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan
perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan
menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi
semakin kuat, khususnya pada daerah — daerah yang mengalami kapasitas
fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah
pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan
yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang
lebih besar untuk pembagunan pada sektor — sektor yang produktif di
daerah,

Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur
industry mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.
Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan
dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada
akhirnya akan meningkatkan partisipasi public dalam pembangunan.
Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan
kualitas layanan publik dan pada gllirannya mampu meningkatkan tingkat
parisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya
peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan

pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana




perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi
terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun
berjalan, proporsi DAU  terhadap peneriman daerah masih yang tertinggl
dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2008).
Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan

pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini.
Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus
menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah
diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004)
menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan

daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan
Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004)
belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD
dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika
daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.
Pertumbuhan ekonomi sering di ukur dengan mengunakan pertumbuhan
produk domestik bruto (FDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap
tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan

yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan perkapita dapat
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digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro,2004;
Gaspersz dan Feonay, 2003). Indikator ini lebih komprehensif dalam
mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada
kemampuan negara'daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat
melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan
menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu
meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju
pertambahan penduduk

Pemerintah, dalam perekonomian modern merupakan salah satu
pelaku ekonomi yang semakin penting. Aktivitas ekonomi sektor pemerintah
ditunjukkan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran
penenimaan dan belanja negara. Fungsi pemeriniah berbeda dengan fungsi
rumah tangga atau perusahaan swasta. Rumah tangga memiliki faktor-
faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kera, kapital, entrepreneurship)
yang dijual di pasar faklor produksi, dengan imbalan berupa : sewa/harga
lahan, upah/gaji, bunga, laba yang kesemuanya merupakan penghasilan
untuk dibelikan barang dan jasa di pasar barang.

Kelompok pengusaha berfungsi sebagai produsen, menghasilkan
barang dan jasa yang dijual di pasar barang dan jasa sehingga memperoleh
pendapatan yang digunakan untuk membeli faktor produksi dan seterusnya.
Proses tersebut berjalan berdasarkan konsep efisiensi, vaitu baik produsen
maupun konsumen berupaya mendapatkan hasil tertentu dengan
faktor/biaya seminimum mungkin. Di dalam perkembangannya terjadi

kegagalan pasar karena berbagai hal seperti timbulnya monopoli, dan

M



informasi yang tidak sempurna. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme

pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-
sumber ekonomi secara efisien. Terjadinya chaos dan depresi sehingga
masyarakat memandang perlu adanya aturan (regufation) dan dibentuklah
pemerintah  yang mewakili masyarakat untuk mengambil keputusan
membenahi masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah mengatur
masyarakat dan kegiatan perekonomian disamping pembeli faktor dan
penjual barang dan jasa kepada masyarakat (Reksohadiprodjo, 1999:3-7).
Nurdjaman, (1992:45), agar dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut
diatas dengan baik, pemerintah memerlukan dukungan anggaran (pajak dan
pungutan lain) yang memadai guna melaksanakan kegiatan-kegiatan negara
paik dalam bidang pemerintahan umum maupun dalam bidang
pembangunan serta memelihara kehidupan dan kegiatan negara lainnya. Di
sektor pemerintahan, anggaran (budgel) adalah sebuah rencana atau
proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa mendatang. Sebuah
anggaran pemerintah adalah suatu pemyataan tentang perkiraan
pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan teradi dalam suatu
periode di masa depan, didasarkan pada data dari pengeluaran dan
penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Sehingga
secara fterinci dapat dinyatakan bahwa : a) Anggaran negara adalah
gambaran atau pilihan alternatif dari kebijaksanaan pemerintah yang
dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan
pengeluaran pemerintah untuk suatu pericde di masa depan maupun

kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut;
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b) Dari anggaran negara dapat pula diketahui realisasi pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah di masa yang laly, dan ¢) Melalui anggaran
negara pada akhirnya dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan
yang ditelapkan pemerintah di masa yang lalu, serta maju atau mundurnya
kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

Anggaran bagi negara atau daerah pada hakekatnya merupakan
rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun (anggaran)
yang dituangkan dalam angka-angka rupiah yang mencakup sisi penerimaan
dan pengeluaran. Anggaran daerah yang merupakan realisasi kebijakan
fiskal termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan pembangunan sehingga kebijaksanaan penganggaran
daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pendapatan daerah diusahakan
selalu meningkat sedangkan pengeluaran dilakukan seefisien mungkin.
Fungsi anggaran harus dapat membiayai pembangunan disamping dapat
membiayai kebutuhan rutin. Melalui anggaran, daerah dapat melakukan
supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana
sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik
(Mardiasmo, 2004:25),

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 secara tegas menyebutkan
bahwa anggaran baik di tingkat pusat (negara) maupun daerah merupakan
suatu rencana keuangan fahunan yang ditefapkan berdasarkan undang-
undang (untuk APBN) dan peraturan daerah (untuk APBD). Musgrave and
Musgrave, (1988:6) menyatakan bahwa meskipun setiap tindakan

pemerintah (perpajakan dan pengeluaran) mempengaruhi perekonomian




T

dalam banyak cara dan dapat dirancang untuk berbagai maksud, fungsi

anggaran belanja negara adalah sebagai berikut 1) Penyediaan barang
sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan
sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana bauran/komposisi
barang sosial ditentukan. Penyediaan ini dapat disebut sebagai fungsi
alokasi dari kebijakan anggaran; 2) Penyesuaian terhadap distribusi
pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap
oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang “merata” dan “adil”
disebut sebagai fungsi distribusi, dan 3) Penggunaan kebijakan anggaran
sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang
tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi
yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap
perdagangan dan neraca pembayaran, sebagai fungsi stabilisasi,
Pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD
mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah, apabila pemerintah telah
menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.  Menurut Rostow, Musgrave dan
Mangkoesoebroto (1997:171), model pengeluaran pemerintah adalah
sebagai berikut : a) Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase
inventasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini
pemearintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan
dan transportasi; b) Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi

pemerintah tetap diperiukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar
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dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah
semakin besar, dan ¢) Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam
pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralh dari penyediaan
prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti :
program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat
dan sebagainya.

Wagner dalam Mangkoesoebroto (1997:172) menyebutkan bahwa
dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara
relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Tumbuhnya
perekonomian berpengaruh pada hubungan antar industri, hubungan industri
dengan masyarakat semakin kompleks. Sehingga peranan pemerintah
menjadi sangat penting, karena pemerintah harus mengatur hubungan yang
timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan
sebagainya.

Peacock dan Wiseman dalam Mangkoescebroto (1997:173),

mendasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa

berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak
suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran
tersebut. Masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat
dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang
dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Menurut Peacock dan Wiseman perkembangan ekonomi menyebabkan
menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif

pajak fidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan
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pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam

keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah
semakin besar, bagitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar.

Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ;
jumiah pajak yang diterima, tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan
jangka panjang, serta pertimbangan polittk dan keamanan. Sumber
penerimaan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah meliputi pajak,
pungutan, dan pinjaman (Musgrave and Musgrave, 1989:226). Pajak dan
pungutan yang ditarik dari seklor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya
kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman merupakan
suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk
membayar kembali pada suatu hari di masa mendatang, serta untuk
membayar bunga selama periode pinjaman. Diantara ketiga sumber
penerimaan tersebut pajak merupakan bagian penerimaan yang paling
besar.

Mangkoesoebroto (1897:181) menyebutkan sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran ada dua, yaitu dari penerimaan
pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya
pinjaman, penerimaan dari badan usaha milik negara, penerimaan dari
lelang. Pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif
pemerintah, berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat
dipaksakan kepada subyek pajak, dengan tidak ada balas jasa langsung

yang dapat ditunjukkan penggunaannya.




Pajak di samping berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary

function) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (regulatory
function). Sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi sistem pajak
yang progresif, sistem pajak proporsional, dan sistem pajak regresif. Sistem
pajak progresif adalah sistem pengenaan pajak dimana dengan semakin
tingginya dasar pajak (fax base) akan dikenai pungutan yang semakin tinggi
persentasenya. Sistem pajak proporsional adalah tarif pajak yang dikenakan
tetap sama besamya walaupun nilai obyek pajaknya berbeda-beda. Sistem
pajak regresif yaitu walaupun nilai atau harga obyek pajak meningkat namun

persentase jumiah pajak yang dibayar semakin kecil,

E. Inflasi

Inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya sosial yang harus
ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak negatif
pada distribusi pendapatan. Masyarakat golongan bawah dan
berpendapatan tetap akan menanggung beban infasi dengan turunnya daya
beli mereka. Sebaliknya, masyarakal menengah dan atas yang memiliki
aset-aset finansial seperti tabungan atau deposito dapat melindungi
kekayaannya dari inflasi, sehingga daya beli mereka relatif tetap. Kedua,
inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuban ekonomi.
Tingkat inflasi yang tinggi sering diikuti oleh tingkat inflasi yang berfluktuasi,
yang dalam jangka panjang memberikan dampak negatif terhadap laju
pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena ketidakpastian tingkat inflasi

menyehabkan investor cenderung untuk melakukan investasi finansial




jangka pendek yang bersifat spekulatif daripada melakukan investasi proyek

riil yang bersifat produktif. Disamping itu, inflasi yang tinggi yang juga cermin
dari ketidakpastian nilai uang menyebabkan tingginya premi resiko (risk
premium) di pasar keuangan yang menyebabkan pasar keuangan tidak
efisien dan tingginya biaya pendanaan investasi yang kemudian berdampak
negatif pada pertumbuhan, Apalagi dalam perekonomian Indonesia yang
bersifat terbuka (small open economy) dengan mobilitas modal luar negeri
yang bebas, mengharuskan kita menjaga tingkat inflasi yang rendah dan
stabil. Dalam kondisi demikian, inflasi yang tinggi dan berfluktuatif
merupakan faktor yang secara significan menyebabkan ketidakstabilan
perekonomian seperti yang tercermin dari tingginya volatilitas nilai tukar,
tidak stabilnya pasar keuangan, serta tingginya sensitivitas aliran modal.

Pertanyaannya kemudian, berapa tingkat inflasi yang mencerminkan
kestabilan harga?.

Bank Sentral Amerika, memberikan terminologi ‘kestabilan harga
sebagal tingkat inflasi yang cukup rendah sehingga masyarakat ftidak lagi
secara material merasakan kehadiran inflasi dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Para pengusaha tidak lagi memperhitungkan berapa persen
harga jual barang harus mereka naikkan untuk menyesuaikan dengan inflasi.
Para buruh tidak lagi menuntut kenaikan gaji untuk disesuaikan dengan
kenaikan indeks harga, Para pensiunan tidak merasakan daya beli mereka
semakin menurun. Dengan kriteria ini, banyak yang secara operasional
menterjemahkannya sebagai 0-3%. Angka ini seringkali disebut sebagai

tingkat inflasi yang optimal. Pertama, menjaga inflasi pada kisaran tersebut
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tidak akan mendorong ekspektasi inflasi atau menurunkan kredibilitas bank
sentral. Kedua, inflasi nol rnel:lrinmng suku bunga nominal mendekati nol
sehingaa menjadikan kebijakan -rnmetar menjadi tidak efektif seperti yang
terjadi di Jepang. Lebih penting lagi, karena proses perhitungan inflasi tidak
sempurna, yaitu adanya bias pengukuran, target inflasi di banyak negara
sedikit lebih tinggi dari nol. Dengan asumsi bias pengukuran sekitar 2%
maka target inflasi umumnya di atas 2%.

Berdasarkan data historis dari inflasi, beberapa studi yang dilakukan
oleh Bank Indonesia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi sekitar 4%-6%
merupakan tingkat inflasi yang ‘optimal. Sementara di sejumlah negara
berkembang, perekonomiannya sempat tumbuh tinggi namun pada akhimya
tidak berhasil dan diakhiri dengan gejolak  di pasar keuangan yang
terkadang disertai dengan krisis moneter. Adanya fakta ini dan ditunjang
oleh berkembangnya teori-teori ekonomi moneter telah mengubah
paradigma kebijakan moneter yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi
menjadi kebijakan moneter yang lebih diorientasikan pada pencapaian
kestabilan harga (Burhanuddin Abdullah, 2003).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, paling tidak ada tiga landasan
intelektual yang mendasari perubahan paradigma tersebut, yaitu. Pertama,
secara leoritis maupun empiris, dalam jangka panjang kebijakan moneter
hanya berpengaruh pada inflasi. Kedua, kebijakan moneter yang secara
aklif digunakan untuk mendorong pertumbuhan seringkali justru berdampak
pada kelidakstabilan. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa

dampak kebijakan moneter kepada perekonomian rill memerlukan waktu
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yang cukup lama (adanya time lag) dan fime lag ini selalu berubah dari
wakiu ke waktu dengan ketidakpastian yang tinggi (long and variable lag).
Ketidakstabilan ini semakin meningkat terutama ketika bank sentral tidak
independen dari pengaruh politisi yang seringkali kurang sabar melihat hasil
dari suatu kebijakan.

Bank sentral yang tidak independen seringkali diintervensi untuk
melakukan kebijakan yang lebih populer melalui penurunan suku bunga
untuk mengatasi pengangguran. Ketiga, kebijakan moneter tanpa tujuan
yang [elas pada kestabilan harga seringkali menjadi tidak kredibel. Tanpa
tujuan yang jelas, bank sentral yang semula mempunyai komitmen untuk
mengendalikan inflasi pada tingkat tertentu, seringkali tergoda untuk
melakukan kebijakan moneter yang populer di mata masyarakat dengan
mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berdampak
inflasi di atas level yang sudah dijanjikan oleh bank sentral dan ekspektasi
masyarakat,

Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat
harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut
maka apabila terjadi kenalkan harga hanya bersifat sementara, maka
kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan
inflasi, Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini.
Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan
salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang
dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat

inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat




inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang

rendah. Selanjut tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen
dikatakan inflasi yang tinggi. Mamun demikian ada negara yang
menghadapai tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya
Indonesia pada tahun 1968 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang
sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (hyper inflation),

Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis
inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan 2) inflasi
desakan biaya (cosf-push inflation) 3) inflasi karena pengaruh impor
(imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau
inflasi dari sisi permintaan (demand side infation) adalah inflasi yang
disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar
dibandingkan dengan jumiah barang dan jasa yang ditawarkan, Karena
jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan
maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku
pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh
dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full
capacity).

Dengan tingkat pertumbuhan yang pesatfinggi mendorong
peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena
kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga
yang terus menerus. Inflasi desakan biaya (Cost-push Inflation) atau inflasi
dari sisi penawaran (supply side inflation) adalah inflasi yang terjadi sebagai

akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan
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tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply
barang dan jasa. Pening-katan biaya produksi akan mendorong perusahaan
menaikan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko
akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang
mereka produksi. Sedangkan inflasi karena pengaruh impor adalah inflasi
yang terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu,
sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri (Amir, 2008),

Hatta (2008), menyatakan bahwa keberadaan permasalahan inflasi
dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi
perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas monater,
Lebih dari itu, ada kecendrungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan
yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas
moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya oforitas moneter
senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan

menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Dengan paradigma berpikir seperti itu, otoritas moneter dalam
upayanya menyelesaikan permasalahan inflasi cenderung “"berkutat” pada
bagaimana menurunkan tingkat inflasi yang tinggi, bukan berpikir bagaimana
agar inflasi tidak terjadi. Upaya otoritas moneter mengendalikan iflasi
memang sangatiah beralasan. Terutama disebabkan dampak inflasi
terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi biaya, biaya yang harus
ditanggung pemerintah dengan adanya inflasi sangatlah besar. Terjadinya
inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil,

pendapatan masyarakat akan terganggu. mendorong investasi yang keliru,
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dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi rﬁempahan sasaran
utama kebijakan moneter,

Secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi
dapat dilihat dari krisis tahun 1997-1998 yang mengakibatkan ferganggunya
sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar
rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa
terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60 % yang diikuti
pertumbuhan ekonomi minus 13,20 %. Adapun terganggunya sektor il
tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian.
Tahun 1998, seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas,
dan air bersih) mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami kontraksi
terbesar yaitu 36,4 %. Disusul kemudian sektor keuangan sebesar 26,6 %.

Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata
uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang
kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan
ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan
distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan
stabilitas ekonomi. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk dijaga
yang merupakan cerminan dari inflasi. Dalam rangka mengendalikan inflasi
dan menjaga stabilnya nilai mata uang, maka dari segi moneter maka bank
sentral akan menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbank-kan,
mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan

moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi




variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan

respon kebijakan moneter,

F. Tingkat Suku Bunga

Tantangan utama bagi kebijakan moneter pasca krisis adalah kurang
efektifnya kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitaz perekonomian.
Permasalahan ini terutama berakar dari kondisi neraca perbankan yang
masih belum sepenuhnya normal dan belum pulihnya intermediasi
perbankan, Permasalahan ini menimbulkan dua penyakit kronis dalam
sistem moneter yaitu : 1) perbankan tergantung pada sumber pendapatan
dari surat-surat berharga seperti SBI dan obligasi pemerintah, 2) perbankan
dalam kondisi kelebihan likuditas yang dapat mengancam stabilitas nilai
tukar, 3) dan sebagai dampaknya, biaya pengendalian moneter oleh Bank
Indonesia menjadi mahal,

Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter untuk  mengurangi
tekanan inflasi dan nilai tukar seringkali tidak direspon ocleh kenaikan suku
bunga deposito perbankan dengan seimbang karena perbankan cenderung
memanfaatkan momentum kenaikan suku bunga SBl tersebut untuk
mendapatkan margin keuntungan dari selisih antara suku bunga SBI dan
obligasi variable rate sebagai instrumen penempatan dan deposito sebagai
instrumen dana.  Kondisi ini menyebabkan kebijakan moneter untuk
menyerap kelebihan likuditas di masyarakat dan dalam rangka menjaga

interest parily menjadi tidak efektif. Hal ini serngkali menimbulkan dilema.




Di satu sisi, kebijakan perlu diterapkan secara hati-hati dan terukur untuk
mencapal sasaran moneter dalam rangka menyerap kelebihan likuiditas agar
tidak menambah tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar.
Namun di sisi lain, upaya penyerapan ekses likuiditas tersebut agar efektif
memerlukan perubahan stance kebjjakan yang drastis yang dapat
mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang sedang berjalan
(Abdullah, 2008).

Sedyadi (2007) menyatakan bahwa penurunan suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBl) terus menerus hingga ke titik 8,25 persen, diyakini
mempercepat pertumbuhan ekonomi selama 2007. Itu tedihat dari indikasi
naiknya angka kredit hingga 4,43 persen, yang sebagian besar didominasi
kredit sekior usaha Kecil menengah (UKM). Lonjakan kredit diharapkan bisa
menggerakkan perekonomian sektor rill. Jika sektor ini bergerak, maka
banyak peluang kerja yang diciptakan sehingga penggangguran bisa
dikurangi. Dengan berkurangnya pengangguran, daya beli masyarakat pun
membaik dan aktivitas konsumsi pun meningkat. Lebih jauh dikatakan
bahwa, semakin membaiknya perekonomian, mempercepat pertumbuhan di
semua sektor seperti pertanian, perdagangan dan jasa, bangunan, angkutan,

dan komunikasi.
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G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Amin Pujiati (2008), dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di
Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Ada dua pendekatan
mendasar yang digunakan dalam menganalisa panel data. Pertama,
pendekatan Fixed Effects dengan persamaan regresi, Metode analisis
estimasi GLS (Generalized Leasf Square) dengan uji Multikolinearitas, Uji
Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Variabel yang digunakan
dalam penelitian Amin Pujiati ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah
(PAD), 2) Pertumbuhan Ekonomi diproksi dengan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) menurut Harga Konstan tahun 2003, 3) Dana

Bagi Hasil atau dana perimbangan antara Daerah dengan Pusat, dan 4)
Dana Alokasi Umum.  Hasil estimasi regresi pengaruh pelaksanaan

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan

Semarang adalah sebagai berikut. Pendapatan Asli daerah (PAD)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan
lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan

ekanomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik !
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yang beranggapan bahwa modal akan miempercepat pertumbuhan.

Persamaan penelitian Amin Pujiati ini dengan penelitian yang sedang
diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel Pendapatan Asli
daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi tingkat regional (propinsi), di
mana PAD sama-sama dihipotesiskan berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Perbedaan peneliian ini adalah alat analisis yang
dipergunakan, dan metode estimasi. Pada penelitian Amin Pujiati
menggunakan metode estimasi GLS, sedangkan pada penelitian ini
menggunakan metode MaksimumLikelihood data, lokasi penelitian Amin
Pujiati di Karesidenan Semarang sedangkan penelitian ini di Kalimantan
Timur. dan periode penelitian juga berbeda. Di samping itu, Amin Pujiati,
2008 menitik beratkan penelitiannya pada PAD, DAU, DBH yang

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

. Daslan Simanjuntak (2006). Menelititi tentang Analisis Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten
Labuhan Batu Sumatra Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui
tingkat otonomi fiskal dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu pada pasca
otonomi daerah periode 2001 - 2005. Hasil empiris menunjukkan sumber
penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Labuhan

Batu terus mengalami peningkatan.
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Untuk tingkat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR),
efeklivitas serta efisiensi. kinerja pengelolaan anggaran keuangan
Kabupaten Labuhan Batu berada pada skala interval sangat kurang.
Berdasarkan statistik pertumbuhan ekonomi pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun sebelumnya
menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan nilai elastisitas
(nilai koefisien regresi) peranan Dana Alekasi Umum (DAU) menjadi

sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu pada periode

2001-2005. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya
mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan menggali
potensi sumber-sumber Pendapatan AsH Daerah secara optimal dengan
pengawasan dan pelaksanaan yang optimal sehingga terwujud ekonomi

daerah yang lebih komprehensif.

c. Darwanto, dan Yulia Yustikasari (2007), Variabel penelitian ini adalah: 1)
Pertumbuhan Ekonomi, 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3) Dana
Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel bebas, sedangkan variabel
Belanja Modal, merupakan variabel terikat Pengujian hipotesis yang
digunakan adalah menggunakan analisis pemodelan ekonometrika
multiple regression dengan metode estimasi OLS (ordinary least squara).
Uji analisis data panel melalui uji parsial dan uji secara simultan. Model
penelitian ini juga diuji Goodness of Fit Test. Pada Pengujian asumsi
klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian

ternadap  hipotesis-hipotesis  menunjukkan bahwa secara simultan
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vanabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana
alokasi umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
vanabel belanja modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis
menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai
signifikansi 0.01 yang berarti secara simultan seluruh variabel
independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja
modal.

Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam

model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi
umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.
Persamaan penelitian Darwanto Yulia Yustikasari, ini dengan penelitian
yang sedang diadakan ini adalah, sama-sama memiliki wvarabel
Pendapatan Asli daerah (PAD) dan perfumbuhan ekonomi ftingkat

regional (propinsi), di mana PAD sama-sama dihipotesiskan berpengaruh

terhadap Belanja Publik. Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah;
Bila penelitian Darwanto Yulia Yustikasari menghipotesiskan
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Publik, sedangkan
pada peneliian ini justru Belanja Publik berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi. alat analisis yang dipergunakan, dan metode
estimasi.

Pada penelitian Darwanfo Yulia Yustikasari menggunakan metode
estimasi OLS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode
MaksimumLikelihood.data, dan periode penelitian juga berbeda. Di

samping itu, Darwanto Yulia Yustikasari, 2007 menitik beratkan
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penelitiannya pada PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh

terhadap Belanja Pubilik.

- David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007),. Hubungan Antara Dana
Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan
Perkapita. Variabel penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Perkapita, 2)
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4)
Belanja Modal. Model yang dibuat dengan mengemukakan hipotesis: 1)
Dana Alokasi Umum bempengaruh positif terhadap Belanja Modal, 2)
Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD), 3) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan
perkapita, 4) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap
pendapatan perkapita. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah
menggunakan analisis pemodelan ekonometrika multiple regression
dengan metode estimasi ML (Maksimum Likelihood).

Uji analisis data panel melalui uji parsial dan uji secara simultan dengan
pemodelan Path Analysis dengan menggunakan Structural Equation
Modeling. Model penelitian ini juga diuji Goodness of Fit Test.

Pada Pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi
secara normal, bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan
bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja
Modal. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negative

terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, tetapi juga
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mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung

melalui Fendapatan Asli daerah.

Pendapatan Asli daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan
perkapita, tetapi pertumbuhan yang teradi masih kurang merata
sehingga banyak ketimpangan/fjarak ekonomi antar dasrah. Dana Alokasi
Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah melalui Belanja Modal. Persamaan penelitian David Haranfo dan
Friyo Har Adli, ini dengan penelitian yang sedang diadakan ini adalah,
sama-sama memiliki variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Belanja
Publik atau belanja modal. Penelitian ini sama-sama menggunakan
pemodelan structural equation model (SEM) dengan persamaan
simultan.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah: Bila penelitian Dawvid
Haranfo dan Pnyo Harn Adi menghipotesiskan Belanja Modal
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada
penelitian ini justru Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap
Belanja Modal. Periode penelitian juga berbeda. Di samping itu, Dawid
Harianto dan Priyo Hari Adi menitik beratkan penelitiannya pada PAD,

DAU, Belanaj Publik yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

Joko Waluyo (2007), Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar daerah di
Indonesia Tahun 2001-2005. Asumsi utama yang digunakan dalam

model penelitian Joko Waluyo ini adalah tidak ada keterkaitan antar
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daerah (tak ada migrasi penduduk antar daerah, pergerakan modal dan

barang antar daerah). Teknik estimasi yang digunakan adalah Two Stage
Least Square (TSLS). Evaluasi terhadap kualitas model dilakukan
dengan menggunakan RMSE, MAE, MAP, dan TIC.

Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data atas dasar harga
konstan tahun 2003 dan berupa data level pada tingkat propinsi. Sumber
data utama berasal dari pulikasi Biro Pusat Statistik (BPS), Bank
indonesia (Bl), dan Departemen Keuangan. Hasil yang didapat
menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan
pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan
daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis
dan miskin sumber daya alam. Mekanisme transfer dana PKPD selama
ini (UU No. 33 tahun 2000) lebih menguntungkan bagi daerah yang kaya
sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil SDA. Alokasi dana bagi
hasil SDA untuk investasi sekior kunci dalam perekonomian akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme DBHF lebih
menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri,
karena basis pajak daesrahnya lebih tinggi.

Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan
industry mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU, dan DAK. Di
samping itu desenfralisasi fiskal akan berdampak mengurangi
ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di
Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan Antara Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini
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disebabkan oleh mekanisme equalizing transfer melalui dana PKPD akan
mengurangi pembangunan yang bersifat jawa sentris. Tidak banyaknya
SDA (Minyak, gas, dan kehutanan) ‘yang terdapat di Pulau Jawa
berdampak terhadap penerimaan dana bagi hasil SDA Pulau Jawa relatif
lebih kecil daripada daerah kaya SDA di luar Pulau Jawa.

Walaupun diimbangi dengan lebih baiknya penerimaan dana bagi hasil
pajak dan adanya DAU, dan DAK.

Hadi Sasana, Achma Hendra S. (2002). Melakukan studi tentang
Pengaruh Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten . Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh hubungan fiskal pemerintah pusat-daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten, Variabel fiskal
meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan
(FBB), sumbangan dan bantuan, dan tenaga kera. Data yang
digunakan adalah data runtun waktu (time series) dari tahun 1979 sampai
dengan tahun 2001. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi berganda dengan diagnosis test.

Analisis ekonometrika berupa uji asumsi klasik, serta analisa ekonomi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan,
dan tenaga kerja berpengaruh positip dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDRB). Variabel PAD, dan variabel sumbangan
banfuan, tidak berpengaruh terhadap pertumbuban ekonomi  di

Kabupaten Klaten. Hubungan fiskal pemerintah pusat-daerah Kabupaten




Klaten menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap bantuan

pemerintah pusat.

g. Saragih (2003) Analisis Strategi Peningkatan PAD kota Bau-bau.
Hasilnya adalah bahwa peran PAD sebagai sumber pembiayaan
pembangunan masih rendah meskipun perolehannya setiap tahun

mengalami peningkatan.

h. Radianto (1987) Peranan FAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Daerah. penelitian yang dilakukan di Daerah Tingkat I Maluku
mengatakan bahwa peranan PAD dalam membiayai pembangunan
Daerah Tingkat || Maluku masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah Tingkat Il Maluku yang masih

berada jauh di bawah rata-rata IKR Daerah Tingkat || secara nasional,
Misalnya selama kurun waktu Pelita V (1991/1992-1993/1994) IKR
Daerah Tingkat || Maluku berturut-turut adalah sebesar 8,1 persen, 7,3

persen, dan 6,5 persen,

. Kuncoro (2003) memfokuskan pengamatannya pada kenyataan

rendahnya PAD, sehingga ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah
sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat. Untuk mengurangi beban subsidi
Pemerintah Pusat, Kuncoro menganjurkan diberikannya otonomi
keuangan daerah yang relatif luas, sehingga daerah mampu menggali
sumber-sumber keuangan sendiri dan memanfaatkannya secara optimal,
Lebih lanjut diungkapkan bahwa PAD menunjukkan kontribusi yang

sangal rendah terhadap total penenmaan daerah di propinsi di Indonesia
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rata-rata hanya 154 % selama tahun 1984/1985- 1990/1991. Arinya

dibanding dengan PAD, subsidi dari Pemerintah Pusat lebih banyak
dalam membiayai pengeluaran daerah. PAD hanya 30 % mampu
membiayai pengeluaran rutin. Untuk Daerah Tingkat |l, PAD hanya
mampu membiayai pengeluaran rutinnya sebesar kurang dari 22 %.
Sebagian besar Daerah Tingkat |l di Indonesia prosentase PAD terhadap
total belanja daerah kurang dar 15 %.

Mardiasmo dan Akhmad Muklifatih, (2000) yang melakukan penelitian
di Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah
terhadap sumber penerimaan dari sumbangan dan bantuan Pemerintah
Pusat dan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah masih sangat
tinggi. Dalam era otonomi daerah akan semakin sulit mendapatkan
sumbangan dan bantuan sehingga perlu biaya unfuk meningkatkan
pendapatan daerah sendir, terutama dari pajak daerah dan retribusi
daerah.

. Miller dan Russek (1997) meneliti semua negara bagian di Amerika
Serikat mengenai struktur pajak dan pertumbuban ekonomi, dan
menemukan bahwa pajak dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak
dan menggunakannya secara tepat untuk memblayai pengeluaran yang

bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,




2. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Otonomi Daerah

a. Waluyo, Joko (2007). Melakukan studi tentang pertumbuhan ekonomi

dan ketimpangan pendapuatan antar propinsi, dan kawasan sejak
diberlakunya otonomi daerah di Indonesia (tahun 2001 -2005). Hasil
yang didapat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak
meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat
bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan
pusat bisnis dan miskin sumber daya alam,

Mekanisme transfer dana PKPD selama ini (UU No. 33 tahun 2000) lebih
menguntungkan bagi daerah yang kaya sumber daya alam melalui
mekanisme bagi hasil SDA. Alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi
sektor kunci dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah. Mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota
yang merupakan pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya
lebih tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan
pusat bisnis dan industi mengandalkan penerimaan daerahnya dari
DAU, dan DAK. Di samping itu desentralisasi fiskal akan berdampak
mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara
daerah-daerah di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan Antara

Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

. M. Govinda Rao (2000). Desentralisi Fiskal di Federasi India.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rao (2000), disimpulkan

hahwa pada dasarnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di India maupun
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di Indonesia tidak berbeda jauh. Ada banyak potensi yang seharusnya

masih bisa digali. Tetapi yang terjadi adalah benyaknya penyimpangan
dalam pelaksanaan tersebut. Baik pada tingkat daerah maupun tingkat
pusat.

Seharusnya dengan desentralisasi fiskal, akan lebih menguntungkan
pemerintah daerah dalam usahanya untuk menaikkan pendapatan
daerahnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan warganya. Tetapi
yang terjadi adalah adanya defisit fiskal. Agregat defisit fiskal jauh lebih
tinggi dibanding yang dapat terukur. Hal ini tidak terlepas dari adanya

moral hazard pada unsur aparat pemerintahan.

- Martines-Vasquez dan Robert M. Mc Nab (2001). Fiscal
decentralization, macrostability and growth, Penelitian Martinez dan
Robert M. McNab mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan bahwa hubungan antara
desetralisasi fiskal dengan perumbuhan ekonomi belum tentu
mempunyai dampak secara langsung. Ada potensi bermacam-macam
efek dari desentralisasi tidak langsung pada pertumbubhan ekonomi
melalui efisiensi konsumen, efisiensi produsen, distribusi sumber daya
geografis, kestabilan makro ekonomi, korupsi. Desentralisasi akan
mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang
tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran atau

pembelanjaan public,




d. Bambang Brodjonegoro (2002). Penelitian Brodjonegoro dengan tema
“The impact of decentralization process to the Indonesia regional
economies: a simultaneous economic approach, Menggunakan model
ekonometrika fwo stage least squares model. Hasil analisis menjelaskan
bahwa dana transfer dari pemerintah yang meliputi dana alokasi umum,

bagi hasil sumber daya alam dan PPh menyebabkan pertumbuhan

ekonomi secara signifikan.

=

e. Raksaka Mahi (2001). Mahi meneliti tentang dampak desentralisasi
dengan judul (Fiskal decentralization : I's Impact on Cities Growf.
Menggunakan model ekonomatrika simultan fwo stage least square
model. Variabel desentralisasi fiskal diukur dengan dana bagi hasil, DAU,
dan DAK. HAsil penelitian disimpulkan bahwa (1) Dana Alokasi Umum i
lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang {

lainnya walaupun kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung

pemerataan ekonomi antar daerah. (2) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
menurunkan pertumbuhan ekonomi. (3) Kebutuhan Bagi Hasil Sumber
Daya Alam berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan

meningkatkan kesenjangan antar daerah.

f. Arachi (2002). Penelitian Arachi (2002) tentang “Fiskal decentralization
and the Autonomy of Local Govemment in [Maly”, bertujuan untuk
menganalisis konsistensi antara tujuan peningkatan efisiensi melalui
desentralisasi fiskal pada setiap daerah. Hasil penelitian disimpulkan

bahwa reformasi mendasar di ltalia telah menghilangkan banyak
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Inefisiensi dari sistem masa lalu tentang keuangan publik daerah,
Banyak isu yang harus dikerjakan di masa mendatang, pertama prinsip
keseragaman dalam standar kesehatan di seluruh penjuru negeri, dengan
mf.-nghapuahan jenis pungutan keuangan apapun agar dapat memaksa
tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Kedua, insentif-insentif
untuk melakukan kebijakan-kebijakan pajak otonomus pada tingkat

daerah bisa dihindari dengan mekanisme baru redistribusi antar wilayah,

. Kanokpan Lao-Araya (2002). Penelitian Kanokpan Lao-Araya (2002)
dengan tema “Effect of Decentraiization Strafegy on Macroeconomic
Stability in Thailand” mengidentiikasi dua kekurangan penting dalam
program desentralisasi di Thailand dan mengusulkan dua kemungkinan
pemecahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Thailand. Masalah
pertama adalah pendekatan wnbalanced dalam desentralisasi fiskal,
dimana pemerintah daerah dijamin memperoleh pendapatan melalui
transfer dari pemerintah pusat namun disisi lain tidak menuntut tanggung
jawab untuk mengendalikan pembelanjaan daerahnya. Hal Ini
mendorong otoritas pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan
secara kurang bertanggung jawab, dan kebijakan ini memungkinkan
pemerintah daerah untuk mencari pinjaman secara serampangan. Hal ini
akhimya dapat diprediksi akan mengakibatkan ketidakstabilan makro
ekonomi. Masalah kedua, meskipun pemerintah daerah menikmati
bagian pendapatan yang lebih besar dibanding pemerintah pusat, namun

pemerintah daerah tidak secara serta merta dapat diasumsikan memiliki




tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang

sebelumnya disediakan oleh pemerintah pusat. Sehingga walaupun
dalam  jangka menengah pemerintah meningkatkan alokasi
pendapatannya kepada pemerintah daerah namun hal tersebut akan
selalu  kurang karena pemerintah daerah memiliki  kebijakan

pembelanjaan yang berbeda-beda.

- Investasi dan Petumbuhan Ekonomi

- Purbadharmaja, |da Bagus Putu (2003). Meneliti tentang Implikasi
Variabel Pengeluaran dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan dan
menganalisis variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi PDRB
Propinsi Bali dan menginterpretasikan implikasi variabel-variabel ekonomi
yang memberikan kontribusi utama terhadap PDRE Propinsi Bali
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data
deret waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2002,

Data deret waktu diuji kestasioneritasnya dengan menggunakan
autocorrelation fuction metode comelogram. Setelah itu dilakukan wji
analisis faktor metode prncipal component analisys (PCA) untuk
membentuk satu set variabel ortogonal yang bebas autokorelasi dan
multikolinieritas. Dari variabel yang terbentuk lewat PCA kemudian dilihat
bentuk model regresi bergandanya dengan melakukan uji mckinnon-

white and davidson (MWD) apakah model berbentuk linier atau log linier.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi yang

berpotensi mempengaruhi PDRB Propinsi Bali diidentifikasikan sebagai
variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi
pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, jumlah kredit modal
kerja, ekspor netto, nilai hasil produksi pertanian, investasi swasta
domestik, investasi swasta asing, jumlah angkatan kerja, dan jumlah
wisatawan asing.

Setelah melewati metode PCA dan MWD diperoleh model berbentuk
linier dengan hasil menunjukkan bahwa variabel yang berpengarub nyata
terhadap PDRB adalah variabel pengeluaran dengan nilai t statistik
sebesar 19.79 (signifikan), sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi
PDRB secara nyata adalah variabel investasi dengan nilai t statistik
sebesar 0.75 (nonsignifikan). Variabel investasi tidak signifikan terhadap
POREB disebabkan oleh investasi yang dilakukan di Bali tidak efisien.
Interpretasi terhadap implikasi variabel ekonomi dalam maodel
menunjukkan bahwa variabel ekonomi yang memberikan kontribusi
terbesar dalam pembentukan PDRE Propinsi Bali adalah nilai tukar
rupiah terhadap US dollar. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya
pola pikir doflar minded dalam masyarakat di Bali, Pengeluaran konsumsi
pemerintah daerah yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan

keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

. Thomas G. Rawski (2002), Metode analisis penelitian ini menggunakan

Multiple Regression dan Desknptif Analysis, Data yang dipergunakan
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adalah: China Economic Qarterly dari 1999-1 s/id 2002-1 perihal The data I
for capital formation cover completed investment in fixed assefs.

Penelitian Rawski, 2002 ini mengamati investasi yang terdapat di China

dalam perspektif ekonomi makro dan ekonomi mikro. Rawski

memperoleh kesimpulan bahwa dalam dua decade reformasi di China,

mekanisme Investasi yang diterapkan mayoritas mempertahankan

keistimewaan sistem perencanaan lama.
Dalam level makro ekonomi, terdapat fiuktuasi musiman, pengembalian
yang lambat (low return), excess capacity, dan tumpukan kerja konstruksi

yang belum selesai (constructions backlogs), sedangkan pada level

ekonomi mikro ditemukan adanya faktor harga-harga yang terdistorsi,
keterlibatan pejabat pemerintah yang berlebihan mengakibatkan
kemiskinan.  Kesimpulan Rawski menyangkut sisteminvestasi
menunjukkan adanya hambatan berinvestasi untuk pertumbuhan
ekonomi China. Lokasi penelitian adalah di China, Hong kong, Taiwan
dan Korea. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang
diadakan ini adalah, sama-sama memiliki variabel Ivestasi dan
pertumbuhan ekonomi, di mana investasi sama-sama diduga memiliki
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Perbedaan
penelitian ini adalah alat analisis yang dipergunakan, data, lokasi
penelitian dan periode penelitian. DI samping itu, Thomas G. Rawski
{2002) menitik beratkan penelitiannya dalam dua perspekfif yaitu

perspektif ekonomi makro dan perspektif ekonomi mikro.
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¢. Rofikoh Rokhim (2007). Meneliti tentang Investasi bagi pertumbuhan
berkelanjutan. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan i
meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhimya berujung pada -
pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran
bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Adarya
investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi  dan

pengetahuan (knowledge) dari negara maju ke negara berkembang. J

Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi
permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi

pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif.
Total permintaan efektif sendiri terdini dan konsumsi, investasi domestik
kotor, dan net ekspor. Kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap
pertumbuhan dapat diukur dari rasio peningkatan faktor-faktor tersebut
terhadap peningkatan pengeluaran national kotor riil (real gross national
expenditure (GNE)). Dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan
merangsang periumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak
cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan
kapasitas produksi. Kontribusi tersebut akan bergantung pada proporsi
pendapatan nasional yang dinvestasikan (tingkat investasi) dan

peningkatan rasio output terhadap modal (efisiensi investasi).

d. Amiruddin AT (2005). Meneliti tentang Pengaruh Investasi di Sektor

Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kera dan Pertumbuhan Ekonomi
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Kota Batam. Permasalahan yang perlu didalami adalah: (1) Bagaimana

e ™ g i

pengaruh Investasi sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kera dl

Kota Batam (2) Bagaimana pengaruh Investasi Sektor Industri terhadap

Pembentukan Nilai Tambah Per Tenaga Karja di Kota Batam. (3)

Bagaimana pengaruh investasi sektor Industi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kota Batam (4)Bagaimana Penyerapan Tenaga Kerja
berpengaruh terhadap Pembentukan Nilai Tambah Per Tenaga Karja dan
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam (5) Bagaimana Pengaruh Inflasi,

Tingkat Bunga, Kurs Mata Uang Asing terhadap Investasi Sektor Industri E

di Kota Batam (8) Bagaimana pengaruh inflasi, Tingkat Bunga, Kurs Mata
Uang Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam (7)
Bagaimana pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga, Kurs Mata Uang Asing

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. (8) Bagaimana pengaruh

Pembentukan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,
laju pertumbuhan. ekonomi Kota Batam pada tahun 2000 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2000
pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,72 perzen, sedangkan
pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1899, pertumbuhan ekonomi Kota
Batam mencapai 6,38 persen. jika dilihat dan struktur perekonomian Kota
Batam menurut lapangan usaha Tahun 2001, sebesar 69,70% didominasi
oleh sektor Industri, diikuti sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Ferusahaan sebesar 56%%, sedangkan sektor Pertambangan dan

Pengqgalian hanya 0,81 %. Kedua, pertumbuhan Investasi di Pulau
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Batam menunjukkan angka yang tinggi, yaitu sebesar 184 % dan tahun

T

1990 s/d tahun 1999, Ketiga, nilai investasi yang ditanamkan pihak

=

swasta, sektor Industri menjadi primadona yang menyerap tak kurang

dari 50 persen. Keempat, hasil analisis dengan regresi berganda
menunjukan bahwa (a) Kenaikan nilai investasi pada sektor Industri

ternyata secara signifikan berpengaruh terhadap penyerapan lenaga

kerja. Kenaikan Investasi pada sektor Industri berpengaruh negatif
terhadap pembentukan nilai tambah dan pengaruh ini signifikan. (b)
Kenaikan investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan

Investasi belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan
oleh adanya krisis ekonomi (c) Penyerapan tenaga kerja barpengaruh
negatif terhadap pembentukan nilai tambah di Kota Batam. Hal ini
menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap pada sektor Industri
belum mampu memberikan nilai tambah Yyang positif terhadap
perekonomian di Kota Batam. (d) Pengaruh suku bunga dan inflasi
terhadap investasi tidak signifikan. (e)Pengaruh tingkat Inflasi, dan suku
bunga terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Batam termnyata tidak
signifikan, sedangkan kurs rupiah berpengaruh secara signifikan
terhadap penyerapan tenaga kerja. (f) Pengaruh tingkat inflasi dan suku
bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam temnyata tidak
signifikan, sedangkan kurs rupiah berpengaruh secara signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batam., (g) Pengaruh
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pembentukan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi temyata

=TT

signifikan.

Tl . =

e. Toni Eko Sucahyo (2003). Meneliti tentang Pengaruh PMON, PMA,
tenaga kera dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi (menggunakan

indikator PDRB) di Propinsi Jawa Tengah (1986.1-2002.1V). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan

Ekspor berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa

Tengah. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder, Data
yang digunakan adaiah data deret waktu (fime series) dari tahun 1986
kuartal | sampai tahun 2002 kuartal IV.

Alat analisis yang digunakan adalah model dinamis Partial Adjustment
Model (PAM), dimana pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator
Produk Domestik Regional Bruto {(PDRB) sebagai variabel dependen dan
PMDN, PMA, Tenaga Kera (L) dan Ekspor (X) sebagai variabel
independen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut : PMDN. PMA, Tenaga Kera (L) dan Ekspor (X) berpengaruh
positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Propinsi Jawa dalam
jangka pendek dan jeai'ugka panjang.

Berdasarkan uji Partial Adjustment Mode! (PAM) bahwa dalam jangka
pendek semua variabel, yaitu: PMDN, PMA, L dan X secara bersama-
sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB) Propinsi Jawa Tengah. Tetapi secara parsial, hanya variabel

PMA dan Tenaga Kerja yang berpengaruh signifikan terhadap




sk ——
H
103 '

pertumbuhan ekonomi (PDRB) Propinsi Jawa Tengah. Besamya

koefisien regresi konstanta model PAM jangka pendek sebesar -3,3802.

Hal ini berari dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi (PDRB)
sebesar -3,3992 juta Rupiah tanpa dipengaruhi oleh PMDN, PMA, L dan
X. Jika PMON dan PMA masing-masing naik 1%, maka pertumbuhan
ekonomi (PDRB) akan naik masing-masing sebesar 0,0032% (inelastis)
dan 0,007 1% (inelastis).

Pertumbuhan ekonomi (PORB) akan naik 1% bila L naik sebesar
0,3119% (inelastis). Demikian juga pertumbuhan ekonomi (PDRB) naik
sebesar 1% apabila X nalk sebesar 0,0265% (inelastis). Pengujian
dengan model PAM menunjukan besarmya koefisien penyesuaian adalah
sebesar = (1 — 0,864) = 0,136. Hal Ini menunjukan bahwa 13,6%
merupakan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya
dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tercapai dalam satu
periode. Dengan nilai koefisien ini menunjukan bahwa dalam jangka
panjang masing-masing koefisien lebih besar dibanding koefisien dalam
jangka pendek.

Besarnya koefisien regresi konstanta dalam jangka panjang sebesar -
25 0078. Hal ini berarii bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) dalam
jangka panjang adalah -25,0078 juta Rupiah tanpa dipengaruhi PMDN,

PMA, L dan X, Nilai koefisien elastisitas jangka panjang masing-masing

variabel adalah; PMDN = 0,0238 (inelastis), PMA = 0,0522 (inelasfis), L=
2 2048 (elastis), dan X = 0,1956 (inefastis). Saran yang diberikan dalam

penelitian ini antara lain, untuk mengalakkan investasi swasta (PMDN

:
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dan PMA). (i) Pemerintah harus tetap meningkatkan iklim investasi yang

kondusif bagi terlaksananya berbagai proyek invesiasi. Langkah yang

ditempuh antara lain dengan penyederhanan birokrasi dalam proses
penanaman modal, keterpaduan koordinasi kebijakan investasi di tingkat
pusat dan daerah, stabilitas ekonomi yang mantap, penegakan

supermasi hukum, penambahan dan perawatan infrastruktur, serta faktor

keamanan yang kondusif. (i) Mengoptimalkan sistem informasi yang
lengkap dan mudah di akses, yang berguna untuk mempromosikan
potensi suatu daerah sehingga akan membuka peluang investasi.

Sementara dalam rangka peningkatan mutu tenaga kefja, langkah yang
harus ditempuh ialah (i) Pemerintah harus dapat mengalokasikan dana
pendidikan yang lebih besar dalam AFBD. (i) Pemerintah dapat
mendorong sektor swasta untuk berinvestasi pada sumber daya manusia
(human capital investment). Terakhir dalam upaya peningkatan peranan
ekspor, (i) pemerintah harus meningkatkan jumiah komoditas ekspor
yang kandungan bahan baku impornya rendah dan prosesnya dikuasai
oleh pihak domestik. (ii) Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga
kerja dalam upaya meningkatkan kualitas komoditas ekspor yang
berdaya saing tinggi. (i) Meningkatkan pengembangan sektor UKM yang
berorientasi ekspor. Untuk itu pemerintah dapat memberikan kebijakan

berupa penyederhanaan birokrasi ekspor, peningkatan daya saing ekspor

dan memberikan kredit ekspor untuk pengembangan modal, khususnya

kemudahan persyaratan untuk memperoleh kredit dar lembaga

keuangan formal.

S ——
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4. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

a, Arif, Muhammad Yusuf (2008). Melakukan studi tentang Analisis
Pengaruh Investasi, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Penawaran Uang,
dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1581-
Z00B". Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7838 persen variasi dani
variabel pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari angka Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel Investasi (1),
variabel Inflasi (INF), variabel Pengeluaran Pemerintah (G), variabel
jumiah uang beredar (M1) dan variabel ekspor (X). Sedangkan sisanya
vaitu 21,2 persen dielaskan oleh variabel-variabel bebas lain di luar

model yang diestimasi.

b. Amiri Amir (2006). Meneliti tentang Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia.  Hasil penelitian
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat
pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan
ekonomi meningkat 1 persen maka pengganguran akan meurun sekitar
046 persen. Dengan demikian, penggambaran kurva Phillip yang
menghubungkan inflasi dengan tingkat penggangguran untuk kasus
Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan
tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengujian pengaruh inflasi
terhadap pengangguran selama periode 1980 — 2005 seperti teriihat hasil

analisis statistik di bawah ini juga membuktikan secara meyakinkan
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bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat

pengangguran,

¢. Erna Gayanti (2004). Melakukan studi tentang Pengaruh Kebijakan
Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis di Indonesia
(Januari 1999-Desember 2003). menunjukkan bahwa inflasi untuk jangka
pendek memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertlumbuhan
ekonomi dengan koefisien sebesar —0,770305, sedangkan dalam jangka
panjang mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien
sehesar 0,245843. Variabel Kurs jangka pendek mempunyal pengaruh
negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar —2,430408, sedangkan
dalam jangka panjang mempunyal pengaruh negatif dan signifikan
dengan koefisien sebesar —1,180790. Variabel JUB menunjukkan untuk
jangka pendek mempunyal pengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar
-0,052125 sedangkan untuk jangka panjang mempunyai pengaruh positif
dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,067834. Variabel SBI untuk
jangka pendek mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan
koefisien ssbesar -1,032986 dan dalam jangka panjang mempunyai
pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan koefisien sebesar -
1,190780.

5. Tingkat Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Fathurrahman Anwar (2008). Meneliti tentang Pengaruh Tingkat
Bunga SBI Terhadap Dunia Bisnis. Central Bank Rate (SBl di Indonesia)

pada dasarnya dimaksudkan untuk mengontrol inflasi (peningkatan harga




.__—________—‘

107

barang/ jasa secara umum) dan laju pertumbuhan ekonomi, dua hal yang

tidak selalu akur. Laju pertumbuhan yang tinggi bisa memacu inflasi.
Logika yang sering dibayangkan adalah saat terjadi pertumbuhan yang
tinggi, daya beli masyarakat meningkat sehingga permintaan barang dan
jasa meningkat. Kalau peningkatan jumiah barang dan jasa ini tidak
diimbangi dengan peningkatan jumlah jasa yang disediakan, dalam
jangka pendek akan terjadi inflasi. Inflasi tentu saja buruk karena bisa
mengurangi kemampuan beli setiap orang. SBI bisa digunakan uniuk
dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggl
dengan tingkat inflasi yang relatif rendah. Saat Bl melihat tingkat inflasi
yang terlalu tinggi, Bl biasanya akan mengintervensi dengan
meningkatkan suku bunga.

Peningkatan suku bunga di satu sisi akan membuat biaya utang yang
harus ditanggung pengusaha meningkat. Ini berkaitan dengan peingkatan
tingkat bunga atas dana yang bersedia disalurkan Bank. Peningkatan SBI
dengan sendirinya akan diikuti dengan peningkatan tingkat bunga atas
dana yang disediakan Bank Komersial. Ini terjadi karena peningkatan
tingkat bunga SBI .akan mendcrong pihak Bank untuk meningkat
pembelian SBIl. Pihak Bank komersial berfikir bahwa dari pada
menyalurkan uang kepada pengusaha yang punya beresiko gagal bayar,
lebih baik uang tersebut di belikan SBl yang beresiko rendah karena
dijamin pemerintah dan memilki tingkat bunga yang relatif tinggi.
Akibatnya jumiah dana yang bersedia mereka pinjamkan ke investor

menurun, Sebagaimana hukum pasar, penurunan jumiah uang yang
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bersedia disalurkan bank tersebut, yang tidak disertai dengan penurunan

jumiah permintaan pinjaman, dalam jang pendek akan berakibat pada

meningkatnya tingkat bunga pinjaman. Dengan kata lain dana pinjaman

relatif mahal buat para pengusaha.

b. Sucahyo, Indra Budi (2008). Meneliti tentang Analisis Hubungan Suku
Bunga SBI, Pertumbuhan Ekonomi, dan Finansial Deepenn di Indonesia.
Penelitian ini berusaha melihat hubungan suku bunga SBI sebagai
instrumen kebijakan moneter oleh Bank Indonesia terhadap kedalaman
sektor keuangan financial despening) serta pertumbuhan ekonomi di
Indonesia dengan periode tahun 1997-2008. Arah dan strategi kebijakan
Bank Indonesia pada tahun 2007 akan mendorong proses pendalaman
sektor keuangan nasional (financial deepening) melalui penciptaan
instrurnen baru dan penggunaan kebijakan moneter yang telah ada yaitu
suku bunga SBI. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan financial
deepening memiliki hubungan dua arah dan saling mempengaruhi satu
sama lain, sehingga secara tidak langsung suku bunga SBI memiliki
hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan ini seseuai dengan sasaran
kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia.

Hasil penelitian dari impulse response dan variance decomposition
menunjukkan suku bunga SBI memiliki hubungan positif dengan financial
deepening, sedangkan hubungan financial deepening dan pertumbuhan
ekonomi bersifat supply-leading relationship. Salain itu, suku bunga SBI

merniliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
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¢. Sunny Naury (2005). Meneliti tentang Analisis Uang Beredar, Suku
Bunga dan Perumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 19897-2002.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini OLS yang dikembangkan
oleh Granger {1996), hasil estimasi dari aka-akar unit, variabel jumiah
uang berdar, suku bunga dan petumbuhan ekonomi stasioner pada
derajat turunan pertama. Variabel-variabel dalam penelitian ini dilakukan
uji derajat integrasi pada tingkat kepercayaan tertetu.  Nilai yang
dihasilkan dari estimasi OLS kemudian digunakan dalam uji Granger
Causality. Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara jumiah uang
beredar dan suku bunga dan hubungan kausalitas antara jumlah uang
ber edar dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data Mg,
suku bunga deposito dan PDB di Indonesia selama periode 32 tahun.
Selanjutnya penelitian ini menggunakan tes diagnosis sebagai pelengkap
dari akhir penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan dari uji akar-akar unit dan derajat integrasi
dari variabel penelian adalah stasioner dalam tingkat kepercayaan |
Pada uji kausalitas Granger menemukan bahwa jumlah uang beredar
memiliki hubungan dengan tingkat bunga (i) dan pertumbuhan ekonomi
(PDB) memiliki hubungan dngan jumlah uang beredar (M;) secara
signifikan. Dimana, peningkatan M; akan menyebabkan peningkatan nilai
dari suku bunga dan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi akan
menyebabkan peningkatan dari jumlah uang beredar M. Hasil dari

penelitian ini tidak sesuai dengan teori Keynes yang menjadi dasar dalam

analisis penelitian.
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Tabel 2.1. Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
No. Nama Aspek Yang Diteliti Lokasl | Tahun
1. | Daslan Simanjuntak Pengaruh  PAD  lerhadap | Labuhan | 20068 |
= | . Partumbutian Ekanoml Batu
2 Waluyo, Joko Pertumbushan  Ekonomi  dan | Indonesia | 2007
SV ey _Kelipangan Pendapatan
3 Hadi Sasana Pengaruh Hubungan Keuangan | Klaten 2007
Pemerintah Pusat-daerah
Terhadap Perumbuhan Ekonormd
Kabupaten Klaten
4 Saragih Desentralisasi  Fiskal  dan | Indonesia | 2003
Keuangan daerah dalam Otonom|
5 Radianto Peranan PAD dalam Mernblayal | Maluku 1997
Pembangunan Daerah
B Kuncaorg Peranan PAD dan Tingkal | Indonesia | 2003
Ketergantungan Keuangan
Pemerintah Dasrah
T Mardiasmo dan Akhmad | Ketergantungan Pemeriniah | Magetang | 2000
kukhlifatih daerah terhadap sumibar
penerimaan  dari  Sumbangan
Pemerintah Puat
8 Miller dan Russak Struktur Pajak dan Pertmbuhban | Amerka 1997
Ekonomi Serikat
8 Govinda Rao Desentralisasi Fiskal di Cina dan | india & | 2004
India China
10 | Martines-Vasquez  dan | Pengaruh Desentralisasi. iskal Indonesia | 2001
Robert M. McNab Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
11 | Bambang Brodjonegoro The Inpact of deceniralization | Indonesia | 2002
process to the Indonsian regional
gCOnoMICS. a4  Stimuansuous
BCONOMIC apProach
12 Raksaka mahi Fiskai decentralization I's | Indonesia 2001
Impact on Cities Growth
13 Arachi Fiskal decenfralization and the | ltaly 2002
Autonomy of Local Govemmen! i
ffaly
14 Effect of Decentralization Strategy | Thailand 2002
Kanokpan Lao-Araya on Macroeconomic  Stabilily in
Thailand
5 | Purbadharmaja, ida | Impliasi Variabel Pengeluaran | Ball 2003
Bagus Putu dan Investasi terhadap
Pertiumbuhan Ekonomi
16 | Rofikoh Rokhim Investasi bagi pertumbuhan | Indonesia | 2007
=t Sek Bata 2005
17 | Ami in AT Pengaruh Investasi di tor m
. Industi  terhadap Penyerapan
Tenaga Ketrja dan Pertumbuhan
Ekonomi
1 Pen h PMON, PMA, tenaga | Jawa 2003
- TonlEka-Susais kerja dan ekspor terhadap Tengah
pertumbuhan ekonomi
(menggunakan indikator PDRE)
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2008

Amin A

Pengaruh Inflasi dan
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Indonesia

2006

Ema Gayanti

Pengaruh Kebijakan Maneter
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Fathumahman Anwar

Indonesia

2004
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2008
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SBI, Pertumbuhan Ekonomi, dan
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Indonesk

2008

24

Sunny Maury

Analisis Uang Beredar, Suku
Bunga dan Pertumbuhan
Ekonomi

Indanesia

2005
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KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

r
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan
hubungan dan arah hubungan antar konsep sebagai landasan utama
|
penelitian yang akan dilaksanakan. Konsep dan hubungan antar konsep Ii

diperoleh dari teori dan hasil penelitian sebelumnya. Sebelum menyusun i

kerangka konseptual, studi ini menjelaskan terlebih dahulu kerangka proses

berpikir. Kerangka proses berpikir dimaksudkan untuk memben tuntunan
berpikir deduktif melalui teori dan konsep yang telah ada, serta memberikan
tuntunan induktif untuk memperluas wawasan dalam melakukan analisis

melalui studi empiris. Berdasarkan kerangka berfikir dan kerangka

konseptual, maka akan dibuat hipotesis penelitian sebagai usaha agar
penelitian ini dapat mencapai tujuannya.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui peningkatan peranan
sekior — sekior ekonomi dan dari segi permintaan yaitu sektor Konsumsi
yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang. Dari pertumbuhan
melalui segi permintaan diperankan oleh sektor perbankan dalam bentuk
pemberian  kredit konsumsi sedangkan pertumbuhan ekonomi melalui
pendekatan pengeluaran lewat investasi swasta (sektor riil).

Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan kebijakan
desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,

Dana Aloksi Khusus (DAK), dan sumber pendapatan yang sah. Dana-dana

P—-——



I——“____——‘

113

tersebut diberikan kepada daerah untuk meningkatkan pembangunan
disegala bidang pada akhimya tercermin pada pertumbuhan ekonomi pada r
pihak yang bersangkutan.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah berpeluang meningkatkan P

pembangunan ekonomi melalui peranan Pendapatan Asli  Daerah.

Diharapkan Dana dari PAD akan menjadi sumber pengeluaran pemerintah

untuk investasi sehingga memperbesar peranan PAD, sedangkan Investasi

Swasta diharapkan memperbesar laju pertumbuhan ekonomi Provinsi

Kalimantan Timur. Dana Perimbangan Keuangan Daerah terutama DAU
terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan harus dibelanjakan
secara efisien dan efekiif. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari
penerimaan pajak dan retribusi, diharapkan dapat mendorong peningkatan
pembangunan daerah yang selanjutnya bersama pihak swasta mampu
memperbesar perannya terhadap sektor-sektor ekonomi yang secara nyata
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi melalui segi permintaan yang diperankan oleh
sektor perbankan dalam bentuk pemberian kredit konsumsi, sedangkan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penawaran lewat investasi
swasta (sektor riil). Di Indonesia pertumbuhan ekonomi lebih banyak
bersumber dari segi permintaan.

Dalam otonomi daerah pemerintah pusat melaksanakan kebijakan
diseniralistis fiskal dalam bentuk DAU, dana bagi hasil, dana alokasi khusus

dan sumber lainnya. Dana tersebut diberikan kepada daerah untuk

r_—_———————_—'——'—-‘
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meningkatkan pembangunan disegala bidang pada akhimya hal tersebut
tercermin pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tingkat Daerah dimana Pemerintah Daerah berpeluang untuk
meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peranan PAD sehingga
diharapkan dana PAD akan menjadi sumber Pengeluaran Pemerintah untuk
investasi. Jadi membesarnya peranan PAD, dana perimbangan keuangan
dan investasi swasta secara bersama-sama diharapkan dapat memperbesar
laju pertumbuhan ekonomi. DAU terdiri dari belanja rutin dan belanja
pembangunan dibelanjakan secara efisien dan efektif. Dilain pihak
pertumbuhan ekonomi meningkatkan PAD dan bersumber pada pajak dan
retribusi, selanjutnya pihak swasta mampu untuk memperbesar berharap
sektor-sekior ekonomi secara nyata dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi, Darl konsep yang diajukan ini apabila Dana Perimbangan
digunakan secara efisien dan terarah PAD diperbesar peranannya melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penambahan retribusi secara
bersama-sama akan mendorong pertumbuhan ekonomi mengikat sefiap
tahun.

Pemikiran tersebut di atas dipadukan dengan penelusuran
kepustakaan pada BAB |l Tinjauan Pustaka, sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya, dijadikan bahan rujukan untuk menyusun model
konseptual penelitian ini. Pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini dipaparkan
secara singkat struktur hubungan dan pengaruh antar berbagai variabel
dengan posisi sebagai bagian variabel yang mendahului (anfecedence

variable), variabel yang antara (mediating vanrable), dan variabel akibat

e P SRR T

—_—f
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(consequent variable), dengan sumber tunjangan teorl yang mendasari

pemilihan varibel relevan yang dipertimbangkan.

Tabel 3.1 Struktur Hubungan Antar Variabel Relevan

(Rujukan Teori Anticedent Variable)

Teori

Mama Variabel

Variabal
Pandahulu

Variabel Antara

Variabel
Akibatl

F 1

4

on Pendapatan Asli Daerah (PAD)
rkait Investasi, Belanja Publik,
lanja Rutin, dan Pertumbuhan
onomi:
Suparmoko (2003), Ekonomi
Publik. Rivas, L. A (2003)., Ding L.U
{2002), Jonsson M. dan Klein P.
[2003)., Syafrizal (2008) Ekonomi
Regicnal,
iU Kl No 32 7 2004 Tentang
Pemerintah Daerah,
UU RI No, 33/ 2004 Tentang
Permbangan Keuangan atar
Pamesintah Pusat dan Pemerintah
Daarah.

Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

{1} Belanja Publik
(2) Belanja Rutin

Perumbuhan
£ :

wori Inflasi Terkait Investasi, Belanja

iblik, Belanja Rutin, dan

sfumbuban Ekonomi:
Mankiew (2005), Samuelson
{1998), Donsbuch (2003),
Manurung (2003), Orphanides A
dan Wialand V. (2000), Gali, J.,
Gertler M., dan Lopez-Salido D.L.
{2001), Amato J. D, dan Gerlach
5.{2002), Svenson L.E.O (2002).
Cai M (2004).

Inflasi

(1} Invesiasi
{2) Belanja Pubdik
{3) Belanja Rutin

Perumbuhan
Ekonomi

wori Suku Bunga Terkait Investasl,,
in Pertumbuhan Ekonomi:

Mankiew {2005),

Samuelson (1998),

Donsbuch (2003)

Manurung (2003)

Suku Bunga
Kredit

(1) Investasi

Pertumbuhan
Ekonami

Uraian mengenai pendapatan ashi daerah (PAD) terdapal pada

paragraph ke dua pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia yang

menyebutkan sumber pendapatan asli daerah, selain itu Undang-Undang

nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan atar Pemerintah
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Pusat dan Pemerintah Daerah. Suparmoko (2003) mengemukakan peranan
PAD sebagai sumber pendapatan daerah dalam mengatur Rencana
Anggaran FPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta kaitannya dengan
belanja pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Syafrizal (2008)
mengemukakan PAD sebagai sumber pendapatan daerah dan dipergunakan
untuk pembangunan daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi

daerah.

Tabel 3.2 Struktur Hubungan Antar Variabel Relevan
(Rujukan Teori Mediating Variable dan Consequent Variable)

Nama Variabel L
Caatmracd Variabel Pendahulu Variabel Antara gt
at

1 2 3 4

Investasi Terkait Pertumbuhan

Ekonomi. {1) Pendapatan Asli
Samuelson dan Mordhaus, (1993). Daerah (PALD) liieabes Pertumbuhan
Smith, (1776). Keyeness, (1936). (2} Inflasi ' Ekonomi
Sukirno, (1994). Kuncora, (2003). (3) Suku Bunga Kredi

| Holland, {1987). Dicken, {1992},

Belanja Publik Terkait Pertumbuhan

Ekonomi

+ Suparmoko (2003) Peacock dan
Wizemen, dalam Mangkoesobroto )
(1997), Bahl, (1999). Kaho, (1987). (1) Eﬂdﬁﬂn ;;51. 5
Barzelay, (1991). Oates, (1993). ra ; Pertumbuhan
nangh;auf ;-:hui (1998). Bird, (2) Inflasi il B Ekanomi
(1994). Syafrizal (2008) Ekonomi
Regional.

¥ UL RI Ne 32 7 2004 Tentang
Pemerintah Daerah.

! _UURINo, 3372004

* Belanja RutinTerkait
Pertumbuhan Ekonomi.
Suparmoke (2003 Peacock dan
Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1) Pendapatan Asli
{1947), Bahl, (1999). Kaho, (1997). Dizerah (PAD) Belanja Rutin Pertumbuhan
Barzelay, (1991). Oates, (1993). (2) Inflasi Upah, Ekoncmi
£Zhang dan Zhou, {1998). Bird,
(1984) Syafrizal (2008) UU RI No
421 2004 Tentang Pemerintah
FETTETY

*_UU P Mo, 33 12004

e e

e ———— T —
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Gambar 3. Kerangka Proses Berfikir
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Kerangka proses berpikir dalam peneiiian ini dimulai dari stud

tearitik, yakni teori Ekonomi Regional sebagai Grand Theory, berserta teori-

teori pendukung, yaitu: Teori Pertumbuhan Ekonomi, Teori Investasi, dan
Teorl Keuangan Daerah. Lalu Teori-teori ini dijadikan sebagai pedoman
dalam menyusun konsep disertasi dengan proses berpikir dedukatif, karena
teori mempunyai kajian yang besifat umum yang dapat diterapkan pada
kasus-kasus khusus.

Konseptual penslitian ini berawal dari penelaahan kajian teori yang
tersusun pada Bab |l Kajian Pustaka tulisan ini mengenai teori-leori, issue-
issue, ataupun catatan-catatan tentang (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
(2) Inflasi, (3) Suku Bunga Kredit, yang selanjutnya di dalam konseptual
penelitian diposisikan sebagai antecedence variable. Ketiga variabel yang
mendahului tersebut diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di
Kalimantan Timur melalui vanabel-variabel antara seperti halnya; (1)
Investasi, (2) Belanja Publik dan (3) Belanja Rutin. Variabel-variabel yang
mendahului tersebut, selain berpengaruh tidak langsung terhadap durasi
kerfja (yaitu melalui mediating vanable), antecedence vanables tersebut
berpengaruh  langsung secara bersama-sama terhadap  variabel
pertumbuhan ekonomi, sehingga akan muncul pengaruh total dani
antecedence varables tersebut, yang mana di dalam penelitian ini yang
dimaksudkan dengan pertumbuhan akonomi adalah pertumbuhan ekonomi

regional di Kalimantan Timur. Berikut dikemukakan model konseptual

{Gambar 3.1)

P__________—-———-—-—d
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Gambar 3.1 Model Konseptual Penelitian
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Pengaruh dari dan antar variabel tersebut dengan dengan hubungan

total yang diestimasi, dapat digambarkan diagram alumya sebagai model

operasional di dalam penelitian ini sebagai Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Model Operasional Penelitian
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Sesuai dengan kerangka konseptual pada Gambar 3.1, maka model yang
dibangun adalah:

Y1 =1 (X Xa) (1)
Y2 =F(X, X3) ()
Ya =X, Xa) (3)
Ya =F (X, X2, X3.Y1, Yz, Ya) (4)

Sehingga persamaan (4) dapat ditulis ulang menjadi:

Yo = (X, Xz, X3, Y5 (Xa, X3) Yz (K, Xa2), Ya (%, Xa) (4a)
dimana:
X, =PAD
Xz = Inflasl
Xa = Suku Bunga Kredit
Y, = Investasi
¥; = Belanja Publik
Y3 = Belanja Rutin
Y. = Pertumbuhan Ekonomi
Persamaan (4a)_ merupakan fungsi difungsi (sistem persamaan

simultan), dimana model yang dikembangkan adalah;
1. Pengaruh faktor infiasi dan suku bunga kredit terhadap Investasi:

Yy =ap+ay Xp+ 0z X3 + €1 (5)

Dimana: ap aq, dan ag adalah parameter yang akan ditaksir dan g, adalah

error lerm Investasi,

P —————— T —————————
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2. Pengaruh PAD, Inflasi terhadap keputusan belanja publik

Ye=Bo+ B Xa+ B2 Xo+e, (6)

Dimana: Bo, By, dan B, adalah parameter yang akan ditaksir dan &, adalah

error term belanja publik,

3. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin:
Yo =Bo+8: X1+ 82 X2+ €3 (7}

Dimana: &y, 8y, dan &; adalah parameter yang akan ditaksir dan &3 adalah

error term belanja rutin.

4. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan

Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi ;
Yo sWotr Wi KXo+ Wado+Wadog+ WY+ Wy Yo+ W Ya+ ey (B)

Dimana: W, Wy, Ws Wi, W Ws dan YW adalah parameter yang akan
ditaksir dan &4 adalah emor term Pertumbuhan Ekonomi. Persamaan (8)

dapat disederhanakan menjadi.

Yo =W+ Wi Xy F WXy + Wy Xa+ Walao+ay Xa+ 0z Xa+€q) + Ws (Bo+
By Xy + B Xo+e) +We(Bo+ Br Xy + B2 Xat&y) ¥ 65
Yo = (Wo+ Waap + WsPo + WeBo) + (W1 + Wby + Weli) Xy + (W + Waay +

Yoy + Weba) Xp # (Wa + Woap)Xa + (WaEy + WaEz + Weea + £4)

Ya =nu+ﬂ1}(1+ﬂzﬁa+ﬂ:-“ﬁa+u1 ()

S ——— T ———————
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Keterangan:

1. Konstanta

@ = konstanta untuk Y,
' fo = konstanta untuk Y,
8y = konstanta untuk Y,
(o = Wo+ Waag + WsBy + W55y = konstanta untuk Y,

2. Pengaruh langsung (direct effecf)
a; = Pengaruh langsung X; terhadap Y,
a; = Pengaruh langsung X, terhadap Y,
| By
' B2
&, = Pengaruh langsung X, terhadap ¥

Pengaruh langsung X, terhadap Y-

Pengaruh langsung X terhadap Y5

8; = Pengaruh langsung X; terhadap Y3
i Y, = Pengaruh langsung X terhadap Yy

Pengaruh langsung X: terhadap Y,

>
L]

! W, = Pengaruh langsung X; terhadap Y,

Pengaruh langsung Y4 terhadap Ys

£
]

Pengaruh langsung Y3 terhadap Ya

&
]

W, = Pengaruh langsung Y terhadap Ya

3. Pengaruh tak langsung (indirect effec)

YW.a, = Pengaruh tak langsung X, terhadap Y. melalui Yy

Wa, = Pengaruh tak langsung Xs terhadap Ys melalul Yy

)\______’—_—_—/



—r =r o v oop 1

T ———————————————

124

L|_.I =

5P Pengaruh tak lang sung X; terhadap Y, melalui ¥
Ve = Pengaruh tak langsung X, terhadap Y, melalui Y;
Wi = Pengaruh tak langsung X, terhadap Y. melalui Yy
wﬁﬁi -

Pengaruh tak langsung X; terhadap Y. melalui Y
4. Pengaruh tolal (fofal effect)

Qy = (W1 + Wby + Webiy) = Pengaruh total X, terhadap Y,
Q2 = (W + Waay + WsB; + Web;) = Pengaruh total X, terhadap Y.

;3 = (W3 + W) = Pengaruh total X; terhadap Y.

§. Error ferm

Error term dari Y

Eq
gz = Erorterm dan Y:

Es = Ermor tenm dari Y3

Hs (Wyey + Wees + Weea + £4) = Error term dari Y.

Melalui kerangka konseptual penelitian dan persamaan fungsi tersebut maka
dapat dirinci untuk prediksi sifat pola hubungan atau pengaruh antar variabel
penelitian, dengan membandingkan dengan teori dan hasil kajian penelitian

sebelumnya. Hal ini dengan jelas ditampilkan pada Tabel 3.3



s ————————

125

rabel 3.3 : Kedudukan Variabel Penelitian, Sifat Penelitian, Sifat Pengaruh

1 Vanabal yang
R mempangandi

antar Variabel dan teori/ Penelitian yang mendukung:

Variabal yang dipengarubi

Silat predacg
PeEngansh

Teorfpenalifan pendukung sebehsmnya

i PAD

Belanja Pullik

Poglsif

Danwanto & Yuia (2007), David Harianlo
dan Priyo Harl (2007), Saragin (2003),
Redianto (1997}, Kuncom (2003)

: PAD

Belanja Fulin

Posaif

Darwanto & Yulia [2007), David Hananto

3 PAD

dan Prin'o Hark (2007

Pédumbuhan Ekonami

Posail

Amin Pujlet (2008), Daslan Siman|emsk
{2008), Moo Kiasik, Samualson dan
Mordhaws, [1883). Smith, {1776}
Kapenass, (1936). Sukimo, (1654),
Kuncore, (2003), Holland, {1987}, Dicken,
{1580,

Eukimo, (1994). Kimcorg, (2003). Holland,
{1967} Dicken, [1992)

Befanja Publik

Hegatil

Sugarmoko (2000, Peacoch dan
Whsemen, dalam Mangkoesobata {1897T),
Biahd, {1999). Keha, (1857). Barzalay,
{1551} Qates, (1593). Zhang dan Zhou,
(1898). Bird, (1984). Syatrizal (2008)
Ekonomi Regional

Belanja Rutin

Suparnokn (2003 Peacock dan Wisemen,
boalam Mangsoesoboto (1597 ). Bahl,
{15:#9). Kaho, (1957}, Barealay, (13591),
Crades, (1983). fhang dan Zheu, (1998),
Brird, {1504} Syafrizal (2008) Ekonomi

Perumbuban Ekonomi

Rlegionad,

[Aril M Yusuf {2008), Ema G (2004),
Supammoko (2003). Peacock dan
Wisemen, dalam Mangkoesabreto [1297),
Bahi, {1999). Kaho, {1997). Barzelay,
(18451} Qates, (1663 Znang dan Zhou,
(1650}, Bird, {1984}, Syalrizal (2008)

Ekgnomi Reaional
Fabksrahman Anwar (2008)

of

| Suku Bunga Kredit

InnngsLass

Negaiil

L]

Suku Bunga Kredit

Pedumbuhan Ekonomi

Ema & (2004), Sucahyo (2008), Sunmy
(2005}, Semualson dan Nordhaus, (1883)
Smith, [1776), Keyeness, (1336). Sukimo,
(1954). Kunoono, (2003). Holland, (1987),
Dicken, {1932}

0 Investasi

Perurbuhan Ekonomi

Pasitil

Thomas 3. Rawski (2002}, Rofikoh Rokiim
(2007}, Toni Eka (2003), Arf M Yusuf
(2008), Samustson dan Nomhaus, {1993),
Smith, (1776). Keyeness, {1836). Sukimao,
(1854). Kuncoro, (2003} Holland, (1987),
Digken, {1953)

|n Balanja Publik

Parumbuhan Ekonomi

Pasitif

Kaho, {1997). Barzelay, (1981), Qales,
{1933). fnang dan Fhou, (1988) Bind,
(1994} Syafrizal (2008)

|12 Bisdania Rutin

Pesumbuhan Ekonomi

Pasitif

Kaha, (1897). Barzelay, (18891} Qales
{1993). fhang dan Lhou, (1988 Bind,
(1934} Syafrizal {2006

e

N—————_——_’
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B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka,

dan kerangka konseptual penelitian, maka dapat diremuskan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

1. Inflasi dan suku bunga kredit berpengaruh langsung terhadap investasi di

Daerah Propinsi Kalimantan Timur

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh langsung
terhadap Belanja Publik di Daerah Propinsi Kalimantan Timur

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Inflasi berpengaruh langsung
terhadap Belanja Rutin di Daerah Propinsi Kalimantan Timur .

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku bunga kredit, Investasi,
Belanja Publik dan Belanja Rutin berpengaruh langsung maupun tidak

langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi



r —\__—_*\

BAB Iv

METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan metode

penelitian yang digunakan dalam Penelitian yang digunakan dalam pengujian

hipotesis, antara lain rancangan penelitian, instrumen penelitian, metode
pengumpulan data, cara pengolahan data, analsis data dan pengujian
hipotesis.

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Berdasarkan tipe, maka penelitian ini merupakan penelitian yang
menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian

eksplanatori (explanafory research) yaitu penelitian untuk me:ngelahlji dan

menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan
pengujian hipotesis.  Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian
deskriptif, karena memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai

variabel-variabel yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini akan dianalisis

pengaruh  Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Investasi
Swasta terhadap Ferturnrbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur,
Penelitian ini menggunakan data sekunder secara time series dan

data cross section atau pooled dala. Data time series akan menggambarkan

data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku Bunga Kredit dan

,fny,esfasf {Pmﬂﬂamn Mﬂdﬂ! Dalam NEQEl'i [PMDH] dan Penanaman Modal

Asing (PMA)), besar Belanja Publik dan besar Belanja Rutin, terhadap
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Pertumbuhan Ekonomi selama kurun wakiu dari tahun 2000 sampai dengan
tahun 2007, sedangkan data cross section berupa data penunjang latar

belakang penelitian dan penunjang hasil analisis data.
B. Instrumen Penelitian

Tahapan awal penyusunan instrumen pengumpulan data pada
penelitian ini dimulai dari penetapan variabel-variabel yang ditetapkan untuk
diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan
selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini
kemudian dijabarkan menjadi daftar / tabel isian data, Sugiyono (2002).
Daftar / tabel isian data tersebut menjadi instrumen penslitian sebagal media
pengambilan data primer dari responden.

Selain instrumen pengumpulan data berupa daftar / tabel izsian data,
pengambilan data juga dilakukan dengan men-download data skunder
berupa data sosial ekonomi Propinsi Kalimantan Timur, data keuangan
daerah Propinsi Kalimantan Timur, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur

beserta seluruh kota dan kabupatennya, data Inflasi, data suku bunga kredit,

dan lain-lainnya.

-

Instrumen penelitian ini dilengkapi dengan rekaman data berupa
cakram / compact disk penyimpan data yang bertujuan untuk pengamanan

data selama proses penelitian berlangsung.
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C. Populasi dan Sampel Penelitian

Fopulasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kata Di Provinsi Kalimantan
Timur yang terdiii dar 12 Kabupaten/Kota dengan rincian empat kota
(Samannda, Balikpapan, Tarakan, dan Bontang) serta delapan kabupaten
(Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Pasir,
Nunukan,dan Malinau ). Mengingat variabel dalam penelitian ini adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi , Suku Bunga Kredit dan Investasi
(Fenanaman Modal Dalam Megeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA)), besar Belanja Publik dan besar Belanja Rutin, serta Perfumbuhan
Ekonomi, maka penelitian ini menggunakan data-data time seres dari

seluruh populasi.

Data yang dikumpulkan dari 12 kabupaten/kota yang menjadi lokasi
penelitian untuk mengisi model kuantitatif yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari jenis :

1. Pendapatan Asli Daerah (FAD)
2. Inflasi

3. Suku Bunga Kredit

4. Investasi

5. Belanja Publik

6. Belanja Rutin

7. Pertumbuhan Ekonomi
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Beberapa alasan tidak digunakannya sampel atau diambilnya data
seluruh pepulasi dalam penelitian ini, adalah karena:

1. Daia yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder.

2. Data yang digunakan adalah data panel dari 12 kabupaten/kota (crossing
data), dan selama tujuh tahun (2001 s.d 2007) atau time seres dala.
Dengan demikian data merupakan gabungan antara data time series dan
data cross secfion atau data panel atau pooling data. Pooling data/panel
data adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki chservasi
temporal biasa pada suatu unit analisis, dengan data silang tempat, yang
memiliki observasi-observasi pada pada suatu unit analisis pada suatu
titik waktu tertentu (Kuncoro, 2007)

3. Data berasal atau bersumber dar data sekunder yang wakiu
pengumpulannya tidak tergantung waklu seperti data yang bersumber

dari data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dari persiapan instrument penelitian dan

pencarian data dan daia terpublikasi baik lewat dokumen yang diterbitkan

instansi berkompeten, berwenang dan dapat dipercaya seperti halnya data-
data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan
Timur, atau data-data keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Pemerintah
limantan Timur, maupun data-data yang terpublikasikan

daerah Propinsi Ka

uleh lembaga keuangan Negara seperti Bank Indonesia.

P—_—-————-—__——‘



-\_—

13

Data yang terpublikasikan berupa hard copy dipilah sesuai
kepentingan penelitian dan diolah kembali. Disamping data berupa hard -
copy, data juga diperoleh melalui pencarian di situs internet seperti halnya
www.bi.go.id dan situs pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Timur,
Kelengkapan data yang juga dipakai sebagai verifikasi data adalah
pencarian data langsung ke lokasi kantor pemerintah daerah atau ke kantor
BPS Kalimantan Timur ataupun kantor Bank Indonesia setempat, dan
perolehan data tersebut setelah dilengkapi, di bandingkan, dan diverivikasi,
dibuat data panel yang siap untuk diolah dan dianalisis sesuai kepentingan
penelitian ini. .
Adapun data yang dikumpulkan baik untuk dituangkan kedalam model
kuantitatif, maupun data lainnya, yang paling diutamakan dalam penelitian ini
terdiri dari tujuh ragam data yaitu: -

1. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Anggaran Belanja Publik Provinsi Kalimantan Timur

Anggaran Belanja Rutin Provinsi Kalimantan Timur

-

5. Investasi Swasta Proyinsi Kalimantan Timur
6. Suku Bunga Kredit Daerah

7. Inflasi Daerah
Ketujuh ragam data tersebut diperoleh pada tiap-tiap kabupaten/kota

yang berjumlah 12 Kabupaten/Kota yang terdiri dari yaitu : ]

1. Kota Balikpapan

2. Kota Samarinda

___—_._—*/
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3. Kota Bontang
4. Kota Tarakan
5. Kabupaten Kutaj Kertanegara

6. Kabupaten Kutai Timur

7. Kabupaten Bulungan.
8. Kabupaten Berau
9. Kabupaten Nunukan
10. Kabupaten Malinau
11. Kabupaten Kutai Barat
12. Kabupaten Pasir
Periode dari ragam data yang diperlukan adalah dalam rentang mulai
berlakunya era otonomi daerah, yaitu mulal darl tahun anggaran 2000

sampai dengan tahun anggaran 2007.

E. Metode dan Alat Analisis

s e

Mengingat model yang disusun dalam penelitian ini merupakan model |
jalur dengan persamaan simultan, dan data yang diperoleh berupa data
ratio, maka metode analisis data yang dirasa paling tepat untuk menganalisa
data tersebut adalah pEﬂ; analysis.

Analisis jalur yang dikenal dengan path analysis dikembangkan
pertama tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Sewal Wright
(joreskog & Sorbom,1996; Johnson & Wichem,1992). Path analysis diartikan
oleh Bohrmstedt (1974 dalam kusnendi, 2005:1) sebagai teknik untuk

mengestimasi pengaruh darl sekumpulan variabel-variabel bebas terhadap

.______—————_———/‘
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variabel terikat dar sekumpulan  korelasi yang teramali (observed
correlations), yang dihipotesiskan karena adanya hubungan asimetris antar
vanabel. Sedangkan tujuan utama path analysis adalah sebagai metode
untuk dapat mengukur pengaruh langsung maupun tidak langsung dan
pengaruh total dari suatu hub ungan simultan (Maruyama, 1998:16).

Jadi, model path amalysis digunakan untuk menganalisis pola
hubungan antar wvariable dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh -
langsung maupun tidak langsung seperangkat variable bebas (eksogen)
terhadap variable terikat (endogen). Model path analysis yang dibicarakan .
adalah pola hubungan sebab akibat atau “a sef of hypothesized causal |
asymmelric relation among the variables”™. Oleh sebab itu, rumusan masalah
penelitian dalam kerangka path analysis berkisar pada: (1) Apakah variable
eksogen (X, X5, ... ... ... .. X)) berpengaruh terhadap variable endogen Y7 dan
(2) berapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung , kausal
total maupun simultan seperangkat variable eksogen (X, X ..o Xy)
terhadap variable endogen Y7

Pertimbangan manfaat lain model path analysis digunakan dalam
penelitian ini adalah untuk: (1) penjelasan (explanation) terhadap fenomena
yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti, (2) prediksi nilai variable
terikat (¥) berdasarkan nilai variable bebas (X), dan prediksi dengan nilai
path analysis ini bersifat kualitatif: (3) faktor determinan yaitu penentuan
variable bebas (X) mana yang berpengaruh dominan terhadap variable
ferikat (Y), juga dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme (jalur-jalur)

pengaruh variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y); {4) pengujian

|
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madel, mengaunakan theory triming, baik untuk uji reliabilitas (uji keajegan)
konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru,

Asumsi yang mendasari path analysis yang sejalan dengan peneliian
ini adalah sebagai berikut: (1) Pada model path analysis, hubungan anatar
variable adalah bersifat linear, adaptif dan bersifat normal; (2) Hanya sistem
aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik; (3)
Variable terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan ratio; (4) '
Menggunakan sampel probability sampling yaitu tehnik pengambilan sampel |
untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk
dipilih menjadi anggota sampel, (5) Observed varable diukur tanpa
kesalahan (instrumen pengukuran valid dan refiable) artinya variable yang :
diteliti dapat diobservasi secara langsung ; (6) Model yang dianalisis
dispesifikasikan diindentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan
konsep-konsep yang relevan artinga medel teori yang dikaji atau diuji
dibangun berdasarkan kerangka teoritas tertentu yang mampu menjelaskan

hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti.

TN,

Di dalan Penelitian ini juga dipergunakan persamaan struktural atau
juga disebut made| struktural yaitu apabila setiap variabel terikat/endogen ()
secara  unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat varabel
bebasfeksogen (X). selanjutkan gambar yang meragakan struktur hubungan
kausal antar variabel disebut diagram jalur (path diagram). Jadi, persamaan
nllal Y=F(Xy Xz e oK) dan Z = F(X3X3 o Xy)  merupakan

persamaan struktural karena setiap persamaaan menjelaskan hubungan

.._____—_—’—_—_—)
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kausal yaitu variabel eksogen X, ¥, .........X,. terhadap variabel endogen
G i

Jadi, secara sistematik path analysis mengikuti pola model struktural,
sehingga langkah awal untuk mengerjakan atau penerapan model path
analysis yaitu dengan merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur
yang berdasarkan kajian teori tertentu yang telah diuraikan di atas. Menurut
Lomax (2005) ‘“informasi diberikan apabila tujuan penelitian  ingin
mendapatkan model untuk kepentingan prediksi, maka yang tepat digunakan
adalah model struktural. Model ini mirip dengan path analysis , yang
membedakan adalah kalau di dalam path analysis data yang dianalisis
adalah data baku (standardize), sedangkan di dalam model struktural
menggunakan data mentah (raw dafa).

Path analysis walupun cukup lama dikembangkan, tetapi baru dikenal

e e e S

secara luas oleh para ahli ilmu-ilmu sosial setelah sosiolog Otis D, Duncan
pada tahun 19668 memperkenalkannya dalam Iteratur sosiologi lewat
tulisannya “Path Analysis: Sociological Example” yang dimuat dalam AJS
(American Joumnal of sosiology). Sejsk itulah, path analysis banyak
dibicarakan, khususnya .oleh para ahli sosiologi, bahkan diantaranya ada
yang menganggap path analysis sebagai “the modus opsrandi of sociological
research” (Miller & Stokes, 1975:193). Sekarang path analysis bukanlah
monopoli para sosiolog lagi. Path analysis telah menjadi model analisis para
imuan sosial lainnya. Bahkan pada tahun 1970-an, Karl G. Joreskog dan

Dag Sorbom dari departemen statistika Universitas Uppsala Swedia, telah

dikembangkan model path analysis menjadi model yang sekarang dikenal

._____——————_:"
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sebagai LISREL (Ll-near S-rtuctural REL-ationship) atau sering disebut SEM

(Structural Equation M{}ﬂgﬁngjl

Teknik analisis jalur di dalam peneliian ini akan digunakan dalam
menguji besarnya sumbangan (kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien
jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel
X1 X3 oo X terhadap Y.V, ..........Y; serta dampakya terhadap Y.
Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan
koefisien jalur. Kemudian, dalam perhitungan digunakan jasa computer
berupa software dengan program SPSS ver 17, Excel 2007, ataupun LISREL
Ver 7.8,
Riduwan dan Kuncoro (2007) mengatakan bahwa dalam penelitian sosial
tidak semata-mata hanya mengungkapkan hubungan variabel sebagai
terjemahan statistic dari hubungan antara variabel alami, tetapi terfokus pada
upaya untuk mengungkapkan hubungan kausal antar variabel.

Pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah yaitu: (a) anak

panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel
eksogen [variabel penyebab (X)] terhadap sebuah variabel endogen [variabel
akibat ()], misalnya: X, . berpengaruh terhadap Y dan (b) anak panah dua
arah yang menyatakan hubungan korelasional antara variabel eksogen,
misalnya; X, berkorelasi dengan X;.

Langkah-langkah menguji path analysis menurut Ridwan dan Kuncoro
(2007} adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan structural

2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi

._____—-———_—_/
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a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub struktumya dan

FUMUSkan persamaan strukturnya yang sesuai dengan hipotesis yang
diajukan. Hipotesis: Naik turunnya variabel endogen (Y) dipengaruhi
secara signifikan oleh variabel eksogen (X)

b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan,
yaitu persamaan regresi ganda misalnya: ¥, = @ + prape¥a +
PrayzXa + PrgyaXe + sy

Pada dasarnya koefizien jalur (path) adalah koefisien regresi yang
distandarkan yaitu koefisian regresi yang dihitung dari basis data yang
telah diset dalam angka baku Z-score (data yang diset dengan nilai rata-
rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan ini
digunakan unfuk menjelaskan besamya pengaruh variabel bebas
(eksogen) terhadap variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel |
terikat (endogen).

Khusus untuk program SPSS menu analisis regresi, koefisien path
ditunjukkan oleh outpuf yang dinamakan koefisisen yang dinyatakan
sebagai standardized coefisient atau dikenal dengan nilai beta (f). Jika
variabel eksogen dengan variabel endogen, maka koefisien palh-nya
adalah sama dengan koefisien korelasi r sederhana.

3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut;

Ha: pyy nx1.i # 0

_—___'__*/
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Kaidah pengujian signifikansi menggunakan program SPSS maupun

LISREL B.7 adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai
probabilitas sig atau [0.05< Sig], maka HO diterima dan Ha ditolak,
artinya tidak signifikan.

2. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai
probabilitas sig atau [0.05= Sig], maka HO diterima dan Ha diterima,
artinya signifikan.

Perhitungan menggunakan analisis jalur dengan model dekomposisi

pengaruh kausal antar variabel dapat dibedakan menjadi tiga sebagai

berikut:

1. Direct causal effects {Pengaruﬁ Kausal Langsung =PKL) adalah
pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi
tanpa melalui variabel endogen lainnya. !

2 Indirect causal effects (Pengaruh Kausal Tidak Langsung = PKTL) adalah ,
pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi |
melalui variabel endogen lain yang terdapat dalam satu model kausalitas
yang sedang dianah’s;s_

1 Total causal effects (Pengaruh Kausal Total = PKT) adalah dan pengaruh

kausal langsung (PKL) dan Pengaruh Kausal Tidak Langsung (PKTL}

atau PKT = PKL + PKTL.

Sesuai dengan mode penelitian yang telah dikemukakan pada Bab 1l

penelitian ini, telah disusun model penelitian berupa diagram alur (path

.__ﬁ"
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diagram) yang digambarkan kembali dengan dilengkapi notasi matematis
dari persamaan struktural agar lebih mudah menterjemahkannya kedalam
persamaan ekonometrika dalam bentuk persamaan reduced form.
Adapun reduced form yang digunakan berdasarkan kerangka konseptual
sebagai berikut
1. Pengaruh faktor inflasi daerah dan suku bunga kredit terhadap Investasi:
Yi=m+matamXate (5)
2. Pengaruh PAD, Inflasi daerah terhadap keputusan belanja publik
Yo=Po+ P Xa+ B2 Xorer  (B)
3. Pengaruh PAD dan Inflasi daerah terhadap Belanja Rutin:
Yy=8p+ 0 Xy +BaXo+ &2 (7)
4. Pengaruh PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan
Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi :
Yo = Qp+ QO Xy + 2 Xo+ D3 X+ (9)
5. Konstanta
Qg = konstanta untuk '
Bo =  konstanta untuk Yz
8p = konstanta untuk Y3
g = Wy + Waap + Wsbo + Ws By = konstanta untuk Y4
6. Pengaruh langsung (direct effect)
al = Pengaruh langsung Xz terhadap 4
a? = Pengaruh langsung Xaterhadap Y,
B1 = Pengaruh langsung X terhadap Y3

[z = Pengaruh langsung X terhadap Y

________________/
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01 = Pengaruh langsung X, terhadap Y,
bz = Pengaruh langsung X, terhadap Ya
¥=  Pengaruh langsung X, terhadap Y,
. Pengaruh langsung X: terhadap .
Wy = Pengaruh langsung Xaterhadap Y.
Wy = Pengaruh langsung Y terhadap Y.
Yg = Pengaruh langsung Y; terhadap Y,
W = Pengaruh langsung Y;terhadap Y.
7. Pengaruh tak langsung (indirect effect)
Waa, = Pengaruh tak langsung X; terhadap Y, melalui
W = Pengaruh tak langsung X, terhadap ¥, melalui Y,y
WeB; = Pengaruh tak langsung X, terhadap Y4 melalui Yz
Was = Pengaruh tak langsung X; terhadap Y4 melalui Y2
Y8, = Pengaruh tak langsung X terhadap Y, melalui Yy '
Weh, = Pengaruh tak langsung X: terhadap Y4 melalui Yz |
8. Pengaruh total (total effect) |
n1= (W + WsBy + Weby) = Pengaruh total X, terhadap Y,
Q2= (Y5 + Waay+ Wsp2 + WE62) = Pengaruh total X terhadap .
03 = (W3 + Waaz) = Pengaruh total X; terhadap Y4
9. Error term
g, =  Error termdari Yy
£y = Error term dari Yz
£y = Error term dari Y3

by = (Wae1 + W5e2 + WBe3 + g4) = Error term dari Y4
y =

.____——____—_-—/‘
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Pemetaan hubungan kausalitas yang dirinci dalam bentuk tabel pengaruh

langsung dapat dilihat pada Tabel 4.1, pengaruh tidak langsung dapat dilihat

pada tabel 4.2, dan pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 4.3,

Tabel 4.1 : Pengaruh Langsung antar Variabel

KOEFISIEN
NO PENG
ARUH LANGSUNG REGRESI
1 [Pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah /FAD (X1) teshadap Belanjs Publik [Y2) B,
1 [Fensamh langsung Pendapatan Asll Daerah /PAD [X1) terhadap Belania Rutin (Y3) &,
; |Fer-i:imh langsung Pendapatan Asli Dagrah /PAD [X1)] terhadap Pertumbuhan Ckonomi (Y4} W
1
4 IFeru:an.lh langsung Inflasi (K2) terhadap Irvestasi (Y1} a,
(1 IFengaruh langsung Inflasi (2] verbadap Belanja Pullik () B
§ lFerhgaruh langsung Inflasi (K2] terhadap Belanja Rutin [¥3) &z
7  |Pengarub langsung inflasl (X2] terhadap PertumBuhan Ekonami [Y4) [
8 [Pengarvh langsung Suku Bunga Krod|t (X3} techadap investasi (Y1) Qg
g [Pengaruh lngsung Suku Bunga Kredit (X3} terhadap Periumbuhan Ekonomi [¥4) Wy
15 |Pengarsh Bangsung Investasilyl) terhadap Pertismbaban Ekonomi (¥3) Wy
11 qung;rul‘t Belanja Pubdik i¥2] verhadap Pertumbuhan Ekondmi {Y4] '+'5
13 ]F.npruh Belanja Rutin (¥3] terhadap Pertumbuban Ekonomi (Y4} W
Tabel 4.2 : Pengaruh Tak Langsung antar Variabel
NO PENGARUM TIDAK LANGSUNG KOEFISIEN REGRES|
Pengarub tidak langsung Pendapatan Asli Daerah JPAD (X1] terhadap Pertumbuhan Ekonomi {v4) W g,
melalui Belanja Publik (Y2 : :
Fengaruh tidak langsung Pendapatan Aslk Daerah fPAD (X1] terfiadap Pertumbihan Ekanomi [Y4] W5,
rrelabui Belanja Rutin (¥3]
. ’ W.a
3 leengaruh tidak langsung Inflasi (x2) terhadap Pertumbihan Ekangmi [¥4) ME:H: :T!m;-i:l il
: Ekia i{¥4
— [Pengaruh tidak langsung hasi (x2) terhadap Pertumbuhan Ekonom (Y4) mefsia Belanis Wb,
L] . . -
g [PEnearuh tidak fangsung infias (%2) terhadap Pertumbuhan Ekanomi [Ya] melalui Belanga Rutin Wt
el —r_'mfﬁ'_'ﬂl_ Farlembuhan Ekonomi (78) melabhl
: Farmarah Gdak langeung Suki Bunga Kre terhadap n mi {¥4) W.a,
investasl (¥1)

._____.——_—___/
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Tabel 4.3 : Pengaruh Total antar Variabel
& PENGARUH TOTAL KOEFISIEN REGRES!
T Fengansh Lot Pendapatan Asli Daerak Jran (X1} terhadap Pertumbuhan Ekancmi (Y4) |g1 = (W W + Wiliy)
3 |pengaruh total inflash (X2} terhadap Pertumbuhan Ekonams (v4) Jop =, + ¥
= [ 3 * "'I"Eﬂl; * ll"p‘ﬁ?]
= |Peagarvh latal Siku Bunga Kredi (%3] terhadan Perumbnae Ekanoms (Y] {13 = {43 + Ydad)

Uji kesesuaian model (goodness-of fitt fesf) dimaksudkan untuk
menguji apakah model yang diusulkan memiliki kessesuaian (fif) denagn
data atau tidak. Shumacker & Lomaks, (1995:43) dan Kusnendi, (2005:19)
mengatakan bahwa analisis jalur untuk suatu model yang diusulkan
dikatakan fif dengan data apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda
dengan matriks korelasi estimasi (reproduced comelalion maitnks) atau
korelasi yang diharapkan (expected comelafion malnks). Oleh kKarena il;.l.
menurut Bachrudin & Harapan Tobing, (2003:37) rumusan hipotesis statistic
kesesuaian model analisis jalur dirumuskan seperti berikut.

Ha:R=R (0) : Matriks korelasi estimasi berbeda denagan matriks
korelasi sampel.
Ho:R=R(3J) - Matriks korelasi estimasi tidak berbeda (sama)
d;ngan matriks korelasi sampel.
Shumacker & Lomaks (1996:64-45) memberikan petunjuk bagaimana

menguji kesesuaian model analisis jalur? Hal ini dapat digunakan uji statistik

g _ 1-RE
Kesesuaian model koefisien Q dengan rumus : @ = ——&

Dimana € = Koefisien Q

.._____,__——_—-_——/
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Rin = 1=(1-RDLO-RH)......01 - RZ)
M= R} Setelah dilakukar trimming

Apabila Q = 1 mengindikasikan maodel fif sempuma. Jika G < 1, unfuk
menentukan fif tidaknya model maka statistic koefisien Q perlu diuji dengan

statistic W yang dihitung dengan rumus:
wﬁ..[-!‘l.lllg == "'{H — d)in {Q}
Keterangan :

N = Menunjukkan ukuran sampel,

D= Banyaknya koefisien jalur yang tidak signifikan sama dengan degree
of freedom=derajat bebas)

RZ = koefisien determinasi multiple untuk model yang diusulkan.

M = Menunjukkan koefisien determinan multipel ( R7, ) setelah koefisien
determinan jalur yang tidak signifikan yang dihilangkan.

Dasar Pengambilan Keputusan :

Jika W hitung = X2 (df a), tolak Ho (berarti matriks korelasi sampel berbeda
danéan matriks korelasi estimasai), maksudnya kedua

model tersebut signifikan.

Jika W hitung £ X? (df: a), terima Ho (berarti matriks korelasi sampel tidak

berbeda (sama) dengan matriks korelasi estimasi),

maksudnya kedua model tersebut tidak signifikan.

._________-—-——_—_/
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F. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan atas
kiteria-kriteria, hal yang didefinisikan dapat diamati (diobservasi) dan diuji
secara khusus. lIstilah-istilah harus mempunyai rujukan-rujukan empiris,
rincian-rincian dan prosedur-prosedurnya harus demikian jelas sehingga
seliap orang yang kompeten akan memakainya akan mengkalisifikasikan
obyeknya dengan cara yang sama (Coper dan Emory, 1996:37).

Definisi operasional dari variabel-variabel yang akan dianalisis dalam
penelitian ini adalah;

1. Vanabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimaksudkan sebagai
PAD adalah alokasi sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah
kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.
33 Tahun 2004 Tentang Perinbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 5, terdin dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan adalah meliputi:
a. hasil penjualan kekayaan Daarah yang tidak dipisahkan

b. jasa giro

c. pendapatan bunga

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

._____-———-_—_"
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e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
PAD yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah PAD selama
periode sejak mulainya era otonomi daerah diaplikasikan, yaitu sejak
tahun 2000 sampai tahun 2000. Pengukuran PAD diperoleh berupa data
ratio.

2. Variabel Inflasi, Yang dimaksudkan dengan Inflasi adalah besaran inflasi
dalam periode bulan dan tahun pada setiap daerah kotakabubaten pada
Propinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun sejak mulai dilaksanakannya
otonomi daerah, yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.
Hasil pengukuran nilai inflasi daerah adalah dalam bentuk prosentase,
atau data ratio.

3. Variabel Suku bunga kredit, Yang dimaksudkan dengan suku bunga
kredit daerah adalah besaran bunga kredit dalam periode bulan dan
tahun pada setiap daerah kota/kabubaten pada Propinsi Kalimantan
Timur sepanjang tahun sejak mulai dilaksanakannya otonomi daerah,
yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Hasil pengukuran
nilai suku bunga kredit daerah adalah dalam bentuk prosentase, atau
data rafio.

4. Variabel Investasi, yaitu investasi swasta yang berupa pengeluaran atau
perbelanjaan baik oleh penanam-penanam modal domestic (dalam
negeri) atau penanam modal asing untuk membeli barang-barang modal

Ao perlengkapan-ﬂﬂ’fﬁﬂﬁhapan produksi dalam usaha menambah

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam

...____-———_——_——“
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parekonomian  di  Propinsi  Kalimantan Timur termasuk  duabelas
kota/kabupaten yang ada di dalamnya. Investasi Swasta diukur dengan
satuan rupiah, dalam bentuk data ratio. Investasi Swasta terdiri dari :

a. Investasi Asing (PMA)

b. Investasi Dalam Negeri / Domestik {(PMDN)

5. Variabel Belanja Publik, yang dimaksudkan dengan belanja public
adalah belanja yang manfaatnya cenderung lebih besar atau secara
langsung dinikmati oleh masyarakat, yang didalam penelitian ini
dioperasionalkan sebagai anggaran pembangunan di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [(APBD) di setiap kotafkabupaten di
Propinsi Kalimantan Timur, selama pericde waktu sejak dimulainya era
otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007,
Jenis data yang dipercleh adalah data ratio.

6. Variabel Belanja Rutin, yang dimaksudkan dengan belanja rutin adalah
belanja aparatur yang manfaatnya cenderung lebih besar dinikmati oleh
aparatur pemerintah  daerah, yang didalam penelitian ini
dioperasionalkan sebagai anggaran belanja rulin daerah yang terdapat
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap
kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, selama periode waktu
sejak dimulainya era otonomi daerah, yaitu pada tahun 2000 sampai
dengan tahun 2007. Jenis data yang diperoleh adalah data ratio.

7 Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi adalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap

perubahan

kotafkabupaten di Propinsi Kalimantan Timur per tahun menurut harga

H——“’
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konstan, Jenis data yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi ini adalah
data ratio dalam bentuk persentase, periode pengambilan datanya
dimulai sejak periode waktu sejak dimulainya era otonomi daerah, yaitu
pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, Pertumbuhan Ekonomi ini

dinyatakan dalam rumus pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:,

PDRB, = PDRB ,.,)

PE tahun ket = X 100%
PDRB ﬂ-r,.’
Keterangan FDRE , adalah PDRB tahun ke-t
PDRBy.1 adalah PDRE tahun ke (t-1)
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HASILPENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi

Menurut data BPS Kalimantan timur (2007), Geografi Propinsi
Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: Kalimantan Timur dengan luas
wilayah daratan 198.441,17 km? dan luas pengelolaan laut 10.216,57 km®
terletak antara 113°4° Bujur Timur dan 119%00" Bujur Timur serta diantara
4°24' Lintang Wara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya
perkembangan dan pemekaran wilayah, provinsi teriuas kedua setelah
Papua ini dibagi menjadi 9 (sembilan) kabupaten, 4 (empat) kota, 135
kecamatan dan 1.404 desa/kelurahan. Kesembilan kabupaten tersebut
adalah Pasir dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota
Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur
dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau
dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor,
Nunukan dengan ibukota Nunukan, dan Penajam Paser Utara dengan
ibukota Penajam. Sedangkan keempat kota adalah  Balikpapan,
Samarinda, Tarakan dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah
satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.
Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil per-tambangan

ini mempunyal ratusan sungal yang tersebar pada hampir semua

H—_—-‘“"
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angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam,

Provinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah paling timur Pulau
Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara
Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya provinsi ini
berbatasan langsung dengan Megara Malaysia di sebelah utara, Laut
Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di
sebelah selatan, dan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta
Malaysia di sebelah barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dar pegunungan dan
bukit yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Sedang untuk danau
yang berjumiah sekitar 18 buah, sebagian besar berada di Kabupaten
Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang
dan Danau Melintang dengan luas masing-masing 13.000 hektar, dan

11.000 hektar.

2. Pemerintahan
Dari sebanyak, 1.404 desa definitif terdapat 118 desa yang masih

berstatus swadaya, 607 desa swakarsa dan 679 desa swasembada.
Sedangkan dari sejumlah desa definitif tersebut, 384 desa mempunyai L

LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) kategori |, 338 Desa

kategori Il dan B82 desa kategori lll.
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Pada tahun 2008, jumiah Hansip di Kalimantan Timur adalah
21.964 yang k&ﬁeluruhannya adalah dari satuan Linmas. Jumlah ini lebih
rendah dibandingkan tahun sebelum nya yang berjumlah 24.836 jiwa

Banyaknya kecamatan, desa / kelurahan dan luas wilayah menurut
kabupaten kota pada tshun 2008 menurut Badan Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dapat di lihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Banyaknya Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Luas
Wilayah Menurut Kabupaten Kota th. 2008

Haniaknga Banyaknya | Luas Wilayah Daratan |
Kabupaten/Kota Kecamatan Ha?;?l'{an Land Area
Regency/City Number of Number of ke o,
’ Districts
Villages
(1) (2) (3) (4} (3]

1. Pasir 10 121 1D-935,3E1 551

2. Kutai Barat 21 223 30.9437 15,59

3.  Kutai Kartanegara 1 221 26.326, 13,27

4. Kutai Timur 1 136 31.884.5 16,07

5. Berau 1 107  22.521,71 11,35

5. Malinau 1 108  38.799, 20,06

7. Bulungan 1 1 17.249 61 8,69

R Num:lkg:n Egg' 13.875, 6,00

9. Penajam Paser U 46 3.209, 1,62

10. Balikpapan 27 560,7 0,28

11. Samarinda 53 7182 0,36

12. Tarakan 4 20 251,81 0,13
13. Bontang :‘1 15 163,3 0,08 '

Jumlah 135 1404 19844117 100,00

— Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Sumber dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Timur.
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3. Penduduk

Penduduk Kalimantan Timur dar tahun ke tahun mencatat
kenaikan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar
2.436.545 jiwa, meningkat menjadi 2.936.388 jiwa pada tahun 2006,
Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah
bertambah lebih dari 83 ribu orang setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur sebenamya tidak
merata sepanjang tahun. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk pada
peniode 2002-2003 sebesar 5,72 persen, periode 2003-2004 sebesar
1,68 persen, pada periode 2004-2005 sebesar 3,29 persen, sedangkan
periode 2005-2006 sebesar 3,36 persen.

Pada tahun ' 2005-2008 pertlumbuhan penduduk di setiap
kabupatenfkota menunjukkan peningkatan. Secara  persentase,
peningkatan tertinggi terjadi di Kota Tarakan sebesar 675 persen,
sedangkan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 1,35-6,18

persen.

Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di
Kalimantan Timur }I.rg;a tidak merata. Tetapi penduduk yang semula lebih
banyak tinggal di pedesaan sajak tahun 1985 sudah lebih dari 50 persen
menetap di daerah perkotaan. Pada tahun 2006 sebagian besar

penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (20,02%), yang

merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur, Selebihnya berada di

Kabupaten Kutai Kartanegara (17,21%), Kota Balikpapan (16,55%) dan
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tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 1.7 persen. Pola persebaran
penduduk seperti ini sejak tahun 1990 tidak banyak berubah,

Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas
wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan tefjadinya perbedaan
tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang mencolok, terutama antar
daerah kabupaten dengan daerah Kota. Wilayah kabupaten dengan luas
98,87 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 53,51
persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya,
yaitu sekitar 46,49 persen menetap di daerah kota dengan luas 1,13
persen dari luas wilayah Kalimantan Timur seluruhnya. Akibatnya
kepadatan penduduk di daerah kabupaten hanya berkisar 133 jiwa/km?®
dibanding kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 62854
jiwa/km?, Kota Samarinda 818,32 jiwa/km?, Kota Tarakan 247,50 jiwa/km®
dan Kota Bontang 284,09 jiwa/km® Sedangkan kepadatan penduduk
Kalimantan Timur adalah 12,77 jiwa/km?,

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin
menunjukkan bahwa jumiah penduduk laki-laki di Kalimantan Timur
masih lebih banyak, dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis

kelamin laki-laki yang lebih besar dibandingkan wanita.

4. Parindustrian, Pertambangan, Energi

a. Perindustrian

Penggolongan sektor industri berdasarkan jumlah tenaga

kerjanya dibedakan menjadi industri besar, industri sedang, industri
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kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Data mengenai Industri

besar, sedang dan industri kecil tersedia setiap tahun, sedangkan
data mengenai industri rumah tangga tidak tersedia pada publikasi ini.

Banyaknya perusahaan Industi Besar dan Sedang  di
Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat 117 perusahaan dengan
menyerap 54.897 tenaga kerja, dengan total pengeluaran untuk
tenaga kerja berkisar Rp. 1,23 trilyun. Dilihat dari jumiah perusahaan
dan penyerapan tenaga kera, tahun 2005 menurun dibanding tahun
2004, akan tetapi pengeluaran untuk tenaga kerja meningkat sebesar

Rp. 4 milyar,

b. Pertambangan

Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup
pertambangan migas dan non-migas. Dari kegiatan tersebut, minyak
bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar
pengaruhnya daiam perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan
Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasii tambang
tersebut merupakan komoditi ekspor utama.

Perkembangan produksi batu bara misalnya, sejak tahun 2001
terus meningkat setiap fahunnya dan pada tahun 2006 produksi
batubara mencapai 86.699.226,64 ton.

Sementara itu, selama periode 2002-2006 produksi emas
cenderung menurun, produksi tertinggi terjadi pada tahun 2002

sehesar 16,78 fon, tahun 2003 turun menjadi 14,40 ton, tahun 2004

..—___-——_—""""—"__"
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twrun kembali menjadi 10,02 ton dan terendah 0,088 ton terdadi pada
tahun 2008.

Sedang untuk produksi perak, perkembangannya terlihat
menurun, dari 10,92 ton pada tahun 2001 menjadi 10,84 ton pada
2002 dan turun lagi pada tahun 2003 sebesar 10,66 ton, 2004
sebesar 9,03 ton dan tahun 2005 produksinya hanya 1,26 ton, dan
tahun 2006 turun lagi menjadi 0,022 ton.

Produksi pengilangan minyak untuk bahan bakar minyak
premium pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya dar 1685 juta bamel menjadi 1538 juta bamel
Sedangkan produksi minyak tanah juga mengalami penurunan dari
16,48 juta barrel menjadi 14,93 juta barrel.

Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi pada tahun 20086
mengalami penurunan masing-masing dan 4557376 MMSTB

menjadi 41.137,58 MMSTB dan Gas Bumi dari 810.067,15 MMSCF

menjadi 869.757,9 MMSCF.

c. Energi Listrik
Listrik adalah komoditas penting bagi keberlangsungan sendi-
sendi kehidupan manusia saat ini. Tanpa pasokan energi listrik,
hampir dipas-tikan banyak dunia usaha, rumah tangga maupun sektor
yang lain iumpuh karenanya. Sebagian besar sumber energi listrik di

Provinsi Kalimantan Timur hingga saal ini masih dipasok oleh

Perusahaan Umum Listrik Negara.
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Selama tahun 2006, tenaga listrik yang diproduksi sebesar

1.536.817.78 MWH, terjual 1.35557477 MWH, dipakai sendiri

32.514 18 MWH dan mengalami penyusutan sebesar 148.329 MWH.

5. Keuangan

Realisasi penerimaan untuk daerah otonom menurut kabupaten/
kota pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 8.6 trilyun, jumiah tersebut
belum termasuk Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam dan Tarakan.
Penerimaan terbesar adalah kabupaten Kutal Kartanegara sebesar 3,1
trilyun. Pada tahun anggaran 2006, porsi pengeluaran pembangunan lebih
besar dari pengeluaran rutin yaitu sebesar 69,54 persen dar seluruh
realisasi pengeluaran pada tahun 2008,

Pada tahun anggaran 2006 bagian terbesar pendapatan asli
daerah tingkat | bersumber dari pajak daerah (focal fax) sebesar Rp. 788
milyar atau mencapai 63,51 persen dari total PAD yang berjumlah sekitar
Rp. 1.2 trilyun. Nilai PAD tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang mencapai Rp. 897 milyar, Sumbangan retribusi daerah
terhadap PAD hanya, sebesar 8,76 persen dan sisanya merupakan PAD
yang bersumber dari bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain.

Pada tahun 2006, teradi kenakan jumlah proyek pada
penanaman modal dari dalam negeri yaitu 26 proyek dibanding tahun
2005 yang hanya 13 proyek. Dari 26 proyek tersebut menyerap modal

sebesar Rp. 51,55 frilyun atau naik signifikan sebesar Rp. 49,77 trilyun

..._____.._———-'——"-—-—_——"
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dibanding penyerapan modal pada tahun sebelumnya yang mempunyai
13 proyek.

Sementara penanaman modal asing mengalami penurunan dari 59
proyek pada tahun 2005 menjadi 54 proyek pada tahun 2006. Modal
yang ditanamkan juga mengalami penurunan yang cukup berarti dari
US$ 548,07 juta menjadi sebesar US$ 536,26 juta.

Lembaga keuangan di Kalimantan Timur yang berbentuk kantor
bank 2006 berjumlah 295 unit. Meningkat jika dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebanyak 254 unit. Dari 295 unit kantor bank tersebut
109 unit berada di Kota Balikpapan, 20 unit di Kota Samarinda, 25 unit di
Kota Bontang, 18 unit di Kota Tarakan dan lainnya tersebar di 9
kabupaten lain. Posisi kredit bank yang telah disalurkan pada tahun 2006
berjumlah Rp. 21,89 trilyun, dengan jumiah kredit terbesar pada sektor
lainnya sebesar Rp. 6,28 trilyun, diikuti oleh sektor angkutan sebesar Rp.
3,38 trilyun, sektor pertambangan Rp, 3,12 trilyun dan selebihnya adalah
untuk sektor Listrik, Gas dan Air, konstruksi, perdagangan, perindustrian
dan Pertanian. Posisi fersebut diatas hampir semua sektor ekonomi
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, kecuali sektor
perdagangan.

Sedangkan posisi deposito  bank dirinci menurut Dati |l, sampai \

dengan Desember 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya, dari 846 trilyun menjadi 10,98 trilyun. Untuk tabungan pada

tahun 2006 (periode Januari-Desember) tercatat sekitar 1,5 juta penabung

,.-_—_————-__'_—_/
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dengan nilai tabungan sebesar Rp. 10,09 trilyun, berarti setiap penabung

mempunyai nilai tabungan rata-rata sebesar Rp. 6,69 juta.

Dengan melihat perkembangan nilai tabungan di Kalimantan Timur
yang mempunyal kecenderungan meningkat diharapkan pada tahun-
tahun yang akan datang baik jumiah penabung maupun nilai tabungan
akan semakin meningkat, mengingat begitu pentingnya tabungan dalam

membantu pembiayaan pembangunan nasional.

6. Konsumsi

Sebagian besar pengeluaran penduduk di Kaltim digunakan untuk
memenuhi kebutuhan makanan, sedang selebihnya konsumsi bukan
makanan seperti perumahan, sadang, aneka barang dan jasa, dan lain-_
lain. Hal ini dapat dilihat dan persentase pengeluaran penduduk untuk
makanan pada tahun 2006 sebesar 50,97 persen, masih lebih tinggi
dibandingkan pengeluaran untuk non makanan, sedangkan pada tahun
2005 pengeluaran untuk makanan juga lebih tinggi dar pada
pengeluaran non makanan sebesar 50,92 persen.

Berdasarkan fipe daerah, secara umum fingkat pengeluaran
penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibanding penduduk pedesaan. Di
perkotaan ratarata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 526.021
sedangkan di pedesaan hanya sekitar Rp. 335.974. Sementara ratarata
pengeluaran per kapita sebulan untuk daerah perkotaan dan pedesaan

Rp. 439.546 dengan nncian Rp. 224,016 untuk konsumsi

mencapai
v oo dur Rn 215.530 untuk konsumsi bukan makanan.

L —————



r.:-L\____\

158

o
Dari total pengeluaran untuk konsumsi makanan 16.63 persen

digunakan untuk konsumsi padipadian, 16,35 persen untuk konsumsi
lainnya. Sedangkan pengeluaran konsumsi bukan makanan terutama
digunakan untuk perumahan (57,35 persen) dan aneka barang dan jasa
sebesar 26,33 persen.

Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak
negatif pada seluruh tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pada
tahun 1996 jumilah penduduk miskin sebanyak 224 561 jiwa melonjak
menjadi 392 137 jiwa pada tahun 2001. Bahkan pada tahun 1999 dan
2000 jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibanding tahun 2001 yaitu 401
760 jiwa dan 532 751 jiwa. Sedangkan pada tahun 2002 turun menjadi
313,040 jiwa, tahun 2003 sebanyak 328.597 jiwa dan tahun 2004 turun
lagi menjadi 318.200 jiwa, Sedangkan untuk tahun 2006 naik kembali
menjadi 607538 jiwa.

Pada tahun 2006 sebagian besar di kabupatenkota mengalami
kenaikan penduduk miskin, hal ini sebagal akibat dan adanya program
pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai kepada
masyarakat miskin, .sehingga mengakibatkan masyarakat berlomba-
lomba untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan menganggap dirinya
sebagai penduduk miskin. \

Pada tahun 2006, persentase penduduk miskin Kalimantan Timur
dibandingkan keseluruhan penduduk adalah 18,79 persen. Angka ini jauh

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, vyaitu tahun 2005

persentasenya sebesar 16,34 persen.

UW
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ambaran menegenai pengeluaran rata-rata perkapita sebulan
menurut kabupaien’kota selama tahun 2005 dan 2008 di Propinsi

Kalimantan Timur dapat di lihat padaTabel 5.2.

TABEL 5.2 : Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut
Kabupaten/Kota (Rp) 2005 — 2006

Kabupaten/Kota
HEQEHC}F-*MUHEF;JHH!}' 2005 2006
(1) (2) (3)

1. Pasir 286.299 337.294
2. Kutai Barat 314.635 345,335

3. Kutai Kartanegara 296.652 360,727
4. Kutai Timur 319523 469623

5. Berau 368.664 377.284
6. Malinau 130.723 409.131
7. Bulungan 243.793 293.076
8. Nunukan 283.851 288,056 _
9. Penajam Paser U 283.136 314.844 -
10. Balikpapan 498 440 617.377

11. Samarinda 436.269 473.219 i
12. Tarakan 5473 438 487 161 |
13. Bontang 500.549 540.128
KALIMANTAN TIMUR | 382,398 430 546

Sumber - Badan Pusat Statistik Jakarta.

11.Produk Domestik Regional Bruto
Sejak perténgahan tahun 1897 mata uang rupiah mengalami
depresiasi terhadap dollar Amerika. Tetapi pada tahun 2006 ini, nilai
rupiah terhadap dollar Amerika semakin stabil. Dampak dar turunnya
nilai rupiah ini tidak hanya dirasakan dalam skala nasional tetapi juga
dalam skala regional. Walaupun demikian, sepanjang tahun 2006

sudsh mulai nampak adanya tahap pemulihan dar pertumbuhan

e
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ekonomi  Kalimantan Timur, Produk Domestik Regional Bruto (FDRB)
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur pada tahun
2006 laju pertumbuhan sebesar 2,82 persen dengan migas dan tanpa
migas sebesar 10,79 persen. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar 317 persen dengan migas dan tanpa migas
8,07 persen maka pada tahun 2006 teradi penurunan laju
pertumbuhan pada PDRE dengan migas.
Sebagian sektor ekonomi di Kalimantan Timur telah mengalami
laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan sebagian lag|
juga mengalami penurunan. Diantaranya yang paling tinggi adalah
seklor Perdagangan, hotel dan restaurant yang pada tahun
sebelumnya sebesar 7,51 persen menjadi 12,60 persen. Sektor
Pertambangan tanpa migas juga mengalami peningkatan yang .
signifikan dari 12,70 persen menjadi 17,70 persen. Sektor bangunan f
tahun 2005 sebesar 549 persen dan pada tahun 2006 menjadi 7,92 |
persen.
Struktur ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2008 baik dengan
migas maupun tanpa migas tidak jauh berbeda dar tahun-ahun
sebelumnya, hanya mengalami flukiuasi yang sangat kecil. PDRB
dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang sangat
berperan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur adalah sektor
pertambangan (41,65 persen), industri pengolahan (36,16 persen),
sektor pertanian (5,32 persen), serla sektor perdagangan, Hotel &
Restoran (6,48 persen). Untuk PDRB tanpa migas didominasi oleh
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lima sekior yang Masing-masing mem-punyal peranan berkisar

antara 8 - 34 persen, lima sektor tersebut adalah sektor
pertambangan (33,43 persen), sektor Perdagangan, hotel dan
restoran (15,89 persen), sektor Pertanian (13,05 persen), sektor
industri pengolahan (12,13 persen), serta seklor pengangkutan dan
komunikasi (8,56 persen). Dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun sebesar 2.936.388 jiwa, pendapatan perkapita netto atau
pendapatan yang diterima penduduk Kalimantan Timur pada tabun
2006 sebesar Rp.10.222.212.- (dengan migas) yang berar
mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.
B.795.118,-, sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas dari Rp
5.444 032,- menjadi Rp 5.849.928 - di tahun 2006. Dengan melihat
besarnya pendapatan perkapita penduduk Kalimantan Timur di tahun
2005 dan 2008, maka pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk I
Kalimantan Timur di tahun 2006 adalah 1623 persen dengan migas

dan minus 7,46 persen tanpa migas. |
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B. Gambaran Umum PAD, Inflasi, Suku Bunga, Investasi, Belanja

Publik, Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi

Variabel penelitian ini terdii dari Pendapatan Asii Daerah (PAD)
Propinsi, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi baik Penanaman Modal Asing
(PMA) maupun Penanaman Modal dalam Megeri (PMDN), Belanja Publik,
Belanja Rutin, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur yang terdiri

dari PAD empat Kota dan delapan kabupaten,

Tabel 5.3 Descriptive Statistics Variabel Penelitian

Variabel N Range Mean mflt:“ i Variance
Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Statistic
PAD 21 21.89 9.0490 57041 564674 31.886 _
SUKLBUNG 98 2148 6.7918 432299 3.19749 10.224 ’
INFLASI a8 3.77 1.3085 07798 Jgr189 506 |
B.PUB g8 30.12 12.9356 JB9399 6.87011 47.198
B. RUTIN o8 28.10 12.1467 87718 6. 70389 44,942
INVEST a8 28.08 14.9395 58859 5.8B2676 33.951
GROWTH ag ) 4.51 1.3581 09751 86531 83z
KQH&; oo

Sumber : BPS Kaltim, data diolah 2009
Nilai deskriptif pada Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa jumiah seri data
yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 series data.
Data yang memiliki standar deviasi terbesar adalah variabel B.PUB (belanja

publik) yaitu sebesar £.87011 hal ini berarti bahwa deviasi data belanja
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publik adalah terbesar dar rata-rata data yang dipergunakan di dalam

penelitian ini, kemudian disusul oleh belanja rutin sebesar 6.70389, dan
seterusnya hingga deviasi terkecil dimiliki oleh data variabel inflasi. Seiring
dengan simpangan baku data variance data juga memiliki perlaku yang
sama. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif ini kita bisa mendapatkan
gambaran bahwa variabel belanja publik memiliki sebaran variansi data yang
paling besar yaitu dengan variance data sebesar 47.198, kemudian disusul '
oleh sebaran data pada variabel belanja rutin dengan variance sebesar
44.942, berikutnya adalah variance data variabel Investasi yaitu sebesar
33.951 dan seterusnya hingga variance data terkecil dimiliki oleh sebaran
data variabel inflasi. Dari gambaran tersebut di atas maka dapat kita lihat

. struktur data yang dianalisa.

C. Hubungan Fungsional PAD, Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi,
Belanja Publik, Belanja Rutin dan ,

Pertumbuhan Ekenomi

Berdasarkan hasil analisis structural equation modelling yang sudah |
memenuhi kriteria gnm‘.;mss of i, kemudian dilakukan uji signifikansi
hubungan fungsional antar variable sebagaimana pada lampiran. Untuk
memudahkan dalam menganalisis hubungan fungsional antar variable

kemudian nilai koefisien disusun dalam bentuk tabel sebagaimana di

tampilkan pada Tabel 5.4 di bawah ini :
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Tabel 5.4: Hubungan Fungsional Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Variabel Bebas Variabel terikat Simbol | Estimate | Tvalue
1 Belanfa Publik {¥3) By 0.66 B.35
PAD (X1} 2 Belanja Rutin 3] & 0.73 10.29
3 Perturnbuhan Ekanomi [Y4) Wy 0.1 B.7E
1 Ewweseasi (v1) a, (L& -7.56
inflasi (X2) 2 Bekan|a Publs [Y2) B, £.37 637
3 Befanjs Rutin [Y3) &, 40,39 765
4 Pertumbuhan Ekonomi (4] ¥ -0.03 .2.62
1 Investasi{¥l] oy -1.48 -3.17
Suku Bunga Kredit (X3) Z  Pertumbuhan Ekomomi iva) W, -i1,14 241
Investasi [¥1) 1 Pertumbuhan Ekonomi (74] Wy 0132 51.58
Balanfa Publk (Y2} 1 Pertursbuban Ekanami {Yd] Wy 0,135 33.81
Belanja Rutin |¥3) 1 Perturnbuhan Ekanomi [¥4) W 0.139] 34,74

wmber : Lampiran, data diclah 2009

1. Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Kredit terhadap Investasi
Pertama, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Investasi adalah
sebesar -0.60. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif terhadap
Investasi. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat ditekan sebesar
1 % akan diikuti peningkatan Investasi sebesar 0.60 %.

Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah
sebesar -7.56 atau J;bih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa
Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Investasi. Dengan demikian
hipotesis 1 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap

Investasi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.

Kedua Koefisien elastisitas variabel Suku Bunga Kredit terhadap

investasi adalah sebesar -1.48. Hal ini berarti bahwa Suku Bunga Kredit
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berhubungan negatif terhadap Investasi. Ini mengindikasikan bahwa jika
Suku Bunga Kredit diturunkan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan
Investasi sebesar 1.48 9,

Berdasarkan nilai T value Suku Bunga Kredit terhadap Investasi adalah
sebesar -1.48 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa
Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap Investasi. Dengan
demikian hipotesis 1 yang menyatakan Suku Bunga Kredit

berpengaruh langsung terhadap Investasi di Propinsi Kalimantan

Timur dapat diterima

2. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik
Pertama, erﬁsian elastisitas variabel PAD terhadap Belanja Publik
adalah sebesar 0.66. Hal ini berarti bahwa PAD berhubungan positif
terhadap Belanja Publik. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD meningkat
1 % akan diikuti peningkatan Belanja Publik sebesar 0.66 %.
Berdasarkan nilai T value PAD terhadap Belanja Publik adalah sebesar
8 35 atau lebih besar dari T tabel 1.896. Hal ini berari bahwa PAD
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Publik. Dengan demikian
hipotesis 2 yang menyatakan PAD berpengaruh langsung terhadap

Belanja Publik di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima. [

Kedua, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Belanja Publik
adalah sebesar -0.37. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif

terhadap Belanja Publik. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat
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ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Publik sebesar

0.37 %.

Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Belanja Publik adalah sebesar

-6.37 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Inflasi '
berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Publik. Dengan demikian

hipotesis 2 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap

Belanja Publik di daerah Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima,

3. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin
Pertama, Koefisien elastisitas varabel PAD terhadap Belanja Rutin
adalah sebesar 0.73, Hal ini berarti bahwa PAD berhubungan positif l
terhadap Belanja Rutin. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD meningkat 1 i
% akan diikuti peningkatan Belanja Rutin sebesar 0.73 %.
Berdasarkan nilai T value PAD terhadap Belanja Rutin adalah sebesar |
10.29 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti bahwa PAD '
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Rutin. Dengan demikian
hipotesis 3 yang menyatakan PAD berpengaruh langsung terhadap

Belanja Rutin di dasiah Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.

Kedua, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Belanja Rutin
adalah sebesar -0.38, Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan negatif
terhadap Belanja Rutin. Ini mengindikasikan bahwa jika Inflasi dapat

ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Belanja Rutin sebesar

0.38 %.
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Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Belanja Rutin adalah sebesar -
7.65 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa Inflas
berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Rutin. Dengan demikian
hipotesis 3 yang menyatakan Inflasi berpengaruh langsung terhadap

Belanja Rutin di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.

4. Pengaruh PAD, inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Fublik,
dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pertama, Koefisien elastisitas variabel PAD terhadap Pertumbuhan
Ekonomi adalah sebesar 0.10. Hal ini berart] bahwa PAD berhubungan
positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika '
PAD meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
sebesar 0.10 %.
Berdasarkan nilai T value PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah
sebesar B.78 atau lebih besar dari T tabel 1.86. Hal ini berarti bahwa
PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan
demikian hipotesis 4 yang menyatakan PAD berpengaruh langsung
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur dapat
diterima.
Kedua, Koefisien elastisitas variabel Inflasi terhadap Pertumbuhan \
Ekonomi adalah sebesar -0.03. Hal ini berarti bahwa Inflasi berhubungan
negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ini mengindikasikan bahwa jika

inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi sebesar 0.03 %,
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Berdasarkan nilai T value Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah

sebesar -2,62 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini berarti bahwa

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan

demikian hipotesis 4 yang menyatakan Inflasi berpengaruh |
langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kaiimantan |
Timur dapat diterima. |
Ketiga, Koefisien elastisitas variabel Suku Bunga Kredit terhadap
Fertumbuhan Ekenomi adalah sebesar -0.14. Hal ini berarti bahwa Suku
Bunga Kredit berhubungan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini
rmengindikasikan bahwa jika suku bunga kredit dapat diturunkan sebesar
1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,14 %.
Berdasarkan nilai T value Svku Bunga Kredit terhadap Pertumbuhan
Ekonomi adalah sebesar -2.41 atau lebih besar dari T tabel -1.96. Hal ini
berarti bahwa Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian hipotesis 4 yang ;
menyatakan Suku Bunga Kredit berpengaruh langsung terhadap !
Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur dapat diterima.
Keempat, Koefisien glastisitas variabel Investasi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi adalah sebesar 0.132. Hal ini berarti bahwa Investasi
berhubungan  positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini |

mengindikasikan bahwa jika Investasi meningkat 1 % akan difkuti

peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.132 %.
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Berdasarkan nilai T valye Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

adalah sebesar 54.56 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarii
bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Kelima, Koefisien elastisitas variabel Belanja Publik terhadap
Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.135. Hal ini berarti bahwa
Belanja Publik berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini
mengindikasikan bahwa jika Belanja Publik meningkat 1 % akan diikuti
peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.135 %.

Berdasarkan nilai T value Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
adalah sebesar 33.81 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti
bahwa Belanja Publik berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonormni.

Keenam, Koefisien elastisitas variabel Belanja Rutin terhadap
Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.1389. Hal ini berarti bahwa
Belanja Rutin berhubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekocnomi. Ini
mengindikasikan bahwa jika Belanja Publik meningkat 1 % akan diikuti
peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.139 %,

Berdasarkan nilai T. value Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi g
adalah sebesar 34.74 atau lebih besar dari T tabel 1.96. Hal ini berarti

bahwa Belanja Rutin berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ,

Ekonomi.
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Hubungan fungsional PAD, Inflasi Suku Bunga Kredit, Investasi,

Belanja Publik , Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi lebih jelas

ditampilkan pada gambar berikut -

Gambar 5.3 : Koefisien Estimasi Menurut Jalur
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D. Pengaruh Langsung. Tidak Langsung dan Total Pengaruh PAD,
Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik dan Belanja

Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengaruh langsung (Direct Effect)

Jalur langsung ( direct effect) merupakan pengaruh langsung dari
satu variabel bebas ke saru variabel tidak bebas, atau dalam modsl path
digambarkan dengan satu anak panah. Sedangkan jalur tidak langsung
melalui satu variabel interveming atau variabel antara. Variabal
interverning atau dalam terminology keuangan disebut variabel control
yaitu variabel yang memiliki kemampuan untuk merubah arah, koefisien
maupun tingkat signifikan dari suatu pengaruh atau hubungan ketika ada
satu atau lebih variabel yang dimasukkan dalam model. |

Untuk mengetahui suatu hubungan secara langsung adalah
berpengaruh signifikan, dapat dilihat pada nilai t value dibandingkan
dengan t tabel.

Pengaruh langsung hubungan kausal dar data yang telah di
analisis menggunakan path analysis tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.4
di atas. Dari hasil pémitungan statistik pada Tabel 5.4 memiliki makna
sebagai berikut:

a Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh langsung
positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Publik
b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh langsung

positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Rutin

W
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positif dan sigifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi

d. Variabel Inflasi memilikj pengaruh langsung negatif dan signifikan

terhadap variabel Investasi

e. Variabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan
terhadap variabel Belanja Publik,

f. Varabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan
terhadap variabel Belanja Rutin.

g. Variabel Inflasi memiliki pengaruh langsung negatif terhadap variabel
FPertumbuhan Ekonomi.

h. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh langsung negatif dan
signifikan terhadap variabel Investasi.

i. Wariabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh langsung negatif dan
signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi

j. Variabel Investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan
terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

k. Variabel Belanja Publik memiliki pengaruh langsung positif dan
signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

l. Variabel Belanja Rutin memiliki pengaruh langsung positif dan

signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.
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2. Pengaruh Tidak Langsung

Penyaruh tidak langsung hubungan kausal dari data yang telah di

analisis menggunakan path analysis tersebut dapat di tuliskan

sebagaimana Tabel 5.5 di bawah ini:

Tabel 5.5: Pengaruh Tidak Langsung

o PENGARUH TIDAK LANGSUNG Simbaol Hilal
Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asl Daersh /PAD (X1) terhadap Pertumbiian i

' lexonomi (v4) melalui Belanja Publlk {¥2) i
Pengaruh tidak langsung Pendapatan Ash Daerah fPAD [X1] terhadap Perturmsiutan 10147
Ekanomi (Y4} rmelalui Belznja Rastin [¥3) ot
Pengarul tidak langsung tnflasi (X2) terhadap Perumbuban Ekonomi (Y4} melalui
Investasi [¥1) Waay I
Pengaruh tidak langsung Inflasi (X2 terhadap Perurnbuhan Ekonami (4] melalui

' Belanja Publik [¥2) B =
Fengaruh tidak langsung Inflas! {X2) terhadap Perumbuban Ekenomi (Y4) mealalui

YL =0.05421

Beianja Rutin (3] :
Pengaruh tidak langsung Suku Bunga Kredit (X3} terhadap Pertumbuban Ekenomi (4] W,a e
melalui Investasi (Y1) :

mber : Lampiran, Data diolah 2008
a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh tidak ,

langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja
publik dengan nilai sebesar 0.0891. Ini berarti bahwa saat PAD
meningkat 1 % akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar
0.0891 % yang merupakan dampak peningkatan belanja publik.

b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh tidak
langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja
rutin dengan nilai sebesar 0.101, Ini berarti bahwa saat PAD

meningkﬂ[ 1 % akan “ﬁﬂiﬁghﬁtkﬂl‘l Pertumbuhan ekonomi sebesar

0.101 % yang merupakan dampak peningkatan belanja rutin.
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c. Variabel Inflasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel

Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi dengan nilai sebesar -0.0749.
ini berarti bahwa saat Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan
meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.079 % yang
merupakan dampak dari peningkatan investasi .

d. Variabel Inflasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel
Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja rutin dengan nilai sebesar -
0.0542. Ini berarti bahwa saat Inflasi dapat ditekan sebesar 1 % akan
menaikkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.542 % yang merupakan
dampak peningkatan belanja rutin .

e. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh tidak langsung
terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi dengan
nilai sebesar -0.05148. Ini berarti bahwa saat Suku Bunga Kredit
dapat diturunkan sebesar 1 % akan menaikkan Pertumbuhan ekonomi

sebesar 0.05148% yang merupakan dampak peningkatan Investasi.
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3. Pengaruh Total

Pengaruh total hubungan kausal dari data yang telah di analisis

menggunakan path analysis tersebut dapat di tuliskan sebagaimana
Tabel 5.6 di bawah ini:

Tabel 5.6: Pengaruh Total

PENGARLIH TOTAL KOEFISIEN REGRESI Milal
ngaru total Per an Al Thadap
Partmbuhan Ekonomi {Y4) 0, = (W, « WR, = ¥.0h,) 0.1
Pengaruh total Inflasi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y4} Qg = (W + W, + W, + Wb, .03
Fengaruh total Seky Bunga Kredit 1):?] terhadap Partumbuhan
Ekonorml {Y4) 03 = (¥3 + Wdal) -0,14

iber : Lampiran, data diolah 2009

a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh total terhadap
variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.10. Dengan demikian maka
variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh total yang
positif dan signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi .

b. Variabel Inflasi memiliki pengaruh total terhadap variabel Pertumbuhan
Ekonomi sebesar -0.03. Dengan demikian maka wvariabel Inflasi
memiliki pengaruh total negatif dan signifikan terhadap variabel
Pertumbuhan Ekonomi .

. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh total terhadap variabel
Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0.14. Dengan demikian maka variabel
Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh total negatif dan signifikan

tarhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi .
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BAB VI
PEMBAHASAN HAS!L PENELITIAN

A. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik
1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Publik

FAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002: 64), seperti pajak, retribusi
daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Besarnya PAD
menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan
yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang
akan datang (Mamesah, 1895) (dalam Abdullah dan Halim, 2003).

Halim (2002:72) mengatakan bahwa belanja modal merupakan
pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya
operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya belanja modal dibagi menjadi:
1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati
secara Eangsungrnl-eh masyarakat umum. Contoh belanja publik:
pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi
pembelian mobil ambulans; 2. Belanja aparatur, yaitu

massa, dan

belanja yang manfaatnya tidek secara langsung dinikmati oleh

masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh
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velanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung
pemenntahan, dan pembangunan rumah dinas.

Hasil dari peneiitian ini bahwa PAD berhubungan positif dan
signifikan terhadap Belanja Publik. Ini mengindikasikan bahwa jika
PAD meningkat 1 % akan dikuti peningkatan Belanja Publik sebesar
0.66 %.

Hasil penelifian ini sejalan dengan Aziz et al, 2000; Blackley,
1886, Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrensi & milas, 2001; Von
Furstenberg et al, 1986 dengan risetnya tentang studi tentang
pengaruh pendapatan daerah (local own source revenue) terhadap
pengeluaran daerah. Juga dengan temuan dari Darwanto & Yulia
(2007), David Harianto dan Priyo Hari (2007), Saragih (2003),
Radianto (1997), Kuncoro (2003) yang menyatakan terdapat .
pengaruh positif PAD terhadap Belanja Publik.

Hasil ini juga sejalan dengan teori dasar perekonomian, dimana
pada saat Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka akan meningkat
pula alokasi anggaran yang dapat dipergunakan pada rencana
anggaran dan pendapatan belanja daerah di tahun berikutnya.
Khusus untuk belanja daerah maka pada pos belanja publik akan
meningkat. Itulah sebabnya kenapa pendapatan asli daerah akan

mampu mendorong belanja publik daerah menjadi meningkat pula.
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2. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Publik

Inflasi adalah hﬂf.endgrunggn kenalkan harga secara umum
dan terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di
dalam neger terus mengalami kenaikan, Naiknya inflasi
menyebabkan biaya produksi barang akan semakin tinggi, begitupula
sebaliknya dengan turunnya inflasi akan menyebabkan biaya produksi
menurun. Dengan turunnya harga barang mengakibatkan belanja
publik akan meningkat, begitupula sebaliknya dengan kata lain Inflasi
berpengaruh negatif terhadap belanja publik.

Hasi penelitian ini ditemukan bahwa tingkat inflasi memiliki
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Belanja Publik sebesar
- 0.37 tersebut mengindikasikan bahwa saat inflasi dapat ditekan ,
sebesar 1 % akan dikuti peningkatan Belanja Publik 0.37%, i
begitupula sebaliknya.

Hasil ini sejalan dengan teori terdahulu  yang
mempertimbangkan harga-harga akan mulai menanjak naik dengan
adanya peningkatan nilai infiasi. Dengan meningkatnya harga-harga
di suatu daerah tentunya akan menurunkan daya beli dengan nominal
yang sama. Sehingga anggaran belanja publik akan mengalami
penurunan daya beli dengan jumiah atau nilai yang sama dengan
terjadinya peningkatan nilai inflasi.

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan adalah Suparmoko

(2003),Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997).
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Bahl, (19989). Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang
dan Zhou, (1998). Bird, (1 894). Syafrizal (2008) Ekonomi Regional.
3. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap

Belanja Publik

a. PAD sangat mempengaruhi belanja publik dimana saat PAD
meningkat akan meningkatkan belanja publik  begitupula
sebaliknya disaat PAD menurun akan menurunkan belanja publik.
Menurut Ratih dan lchsan (1990) (dalam Hetty, 2003 12)
pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk
ke kas daerah, yang diatur dengan peraturan yang berlaku, yang
digunakan untuk menutupi pangeluaran daerah.

: PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah dasrah dalam !
mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja
daerah, selain itu merupakan usaha daerah guna memperkecil
ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari
pemerintah pusat,

Sumber PAD merupakan penerimaan mumi daerah dan
peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan
otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah: (a) Hasil pajak
daerah; (b) Hasi retribusi daerah; (c) Hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dipisahkan; (d) | ain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Dalam meningkatkan belanja publix demi kepentingan masyarakat
maka PAD Kalimantan Timur perlu lebih  diefektitkan yaitu
diperoleh dari pajak daerah, retribusi serta perusahaan daerah
yang ada di Kalimantan Timur,

Berdasarkan data dari dinas pendapatan daerah provinsi Kaltim,
upaya keras Pemprov Kaltim menarik sumber penerimaan daerah
berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Mama
Kendaraan Bermotor (PKE/BEBNKB) alat-alat berat dan besar pada
tahun ini dan mendatang.

Sampai tahun 2008 ini, potensi PAD Kaltim sekitar Rp 1,3 triliun
dan bakal meningkat menjadi Rp 2 trliun tahun 2009.
Penambahan PAD itu bakal didapat dari asumsi perhitungan dari
sumber PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar.

Potensi PAD dari PKB/BBNKE alat-alat berat dan besar semua
sektor di Kaltim seperti perkebunan, pertanian, kehutanan,
pertambangan batu bara dan lain-lain setiap tahunnya mencapai
Rp 55-60 miliar lebih. Jika potensi PKB/BBNKE alat-alat berat dan
besar itu dihitung dari formulasi akomulasi tunggakan-tunggakan
5.6 tahun terakhir ini, maka angkanya sekitar Rp 500 miliar ke
atas. Asumsi perkiraan sementara dengan dibayarnya
PKB/BENKB alat-alat berat dan besar beserta tunggakannya 5-6
tahun ini, maka PAD Kaltim bakal naik menjadi Rp 2 triliun per

tahun. PAD Kaltim dari PKB/BBNKE alat berat ini memberi
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kontribusi bertambah pap mencapai 45 persen.(Dispenda Pemrov

Kaltim, 2009)

Pencapaian penerimaan PAD kemudian disusun sebuah anggaran
belanja daerah yang terdii atas belanja rutin (operasional),
belanja pembangunan (belanja modal) dan pengeluaran fidak
terduga.

Salah satu bentuk pembangunan adalah belanja publik  yaitu
belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh
masyarakat.

Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi
fizsik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis
lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan
aset daerah.

Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan postur
APBD terbesar di kawasan timur Indonesia. Total belanja fahun
2009 ini Rp5.39 triliun atau defisit Rp332 miliar.Pendapatan
daarah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (FAD) sebesar
Rpi,58 ftriliun, dana transfer Rp3,14 trliun, serta lain-lain
pendapatan daerah yang sah sekitar Rp281.2 miliar.

Pemerintah memproyeksikan anggaran belanja dipakai untuk
belanja modal operasi Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,72 friliun,
belanja tak terduga RpS miliar, dan transfer bagi hasil ke
ten/kota/desa Rp533,35 miliar. Selain itu, belanja jalan dan

kabupa

irigasi, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, tanah,

gt
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bantuan keuangan, dan bantuan sosial. Ada pula belanja hibah,

barang, dan bela nja pegawai.
Pada umumnya pengertian inflasi adalah kenaikan tingkat harga
barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu
tahun terentu di suatu negara. Ada beberapa pengedian
mengenai inflasi menurut beberapa tokoh
1) Menurut Mc Nabb dan McKenna (1990:2) :

a) Merupakan suatu kenaikan harga barang secara umum.

b) Berlangsung secara terus-menerus di dalam jangka wakiu

tertentu.

2) Menurut Weston dan Copeland (1988:250) :

“Suatu keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan tingkat

harga tertinggi dan tidak bisa dicegah atau dikendalikan lagi”.

Inflasi yang terjadi dapat disebabkan dari dua sektor, yaitu : sektor
pemerintah dan sektor swasta.

RBerdasarkan data dari pemprov Kaltim bahwa sepanjang Cktober
2009 terjadi inflasi di Kaltim yang mencapai 0,04 persen, sehingga
secara keseliruhan sejak Januar - Oktober inflasi mencapai
angka 3,69 persen. Inflasi ini terjiadi menyusul kenaikan Indeks
Harga Konsumen (IHK) dari angka 120,88 di September 2008
menjadi 120,93 pada Oktober 2009.

Beberapa kota di Kaltim secara keseluruhan mengalami inflasi,

kecuall Tarakan. Di Tarakan terjadi deflasi sebesar 0,74 persen.

h—_—-—-—_-‘-—_____—.‘
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Sedangkan Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami
Inflasi sebesar 0,12 persen dan 0,20 persen,

Kelompok pengeluaran dalam IHK hanya kelompok bahan
makanan yang prosentasenya dibawah nol, yakni -0,80 persen.
Sementara untuk kelompok pengeluaran seperti makanan jadi,
minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan,
pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport dan komunikasi,
terjadi inflasi.

Berdasarkan data dari Biro pusat statistik, secara umum semua
kabupaten/kota mengalami inflasi, kecuali Tarakan. Deflasi di
Tarakan, bukan karena faktor tertentu yang bergerak signifikan,
tetapi lebih karena inflasi bulan-bulan sebelumnya yang cukup
tinggi. Selebihnya kondisi cenderung stabil, hingga terjadi deflasi di
Tarakan

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai fugas dan fungsi
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konkrit berupa penggunaan
barang-barang dan jasa atau sumber daya ekonomi. Dalam
penggunaan sumber daya tersebut pada umumnya dinyatakan
dalam bentuk belanja publik yang mana saat terjadi kenaikan
harga atau inflasi anggaran belanja publik menjadi defisit dari
sebealumnya.

Untuk lebih jelas dampak dan implikasi pengaruh PAD dan Inflasi

terhadap belanja publik dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:
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: Intisari pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

Diamapak

Saran bnpakas Kebijsian

kecenderungan terjadi penurungn PAD
K#ltim seiing dengan masih banyakvgs
funggakan darl FEB/BENER alat-alat
bentgﬂnbuar

Pemserintah memgroyeksikan anggaran
Belanja dipakal unfuk jalan dan irigasi,
Bangunan dan gedung, peralatan den
masin, Enaby, bantuan kevangan, dan
baniuan soaial

Agar tidak perjadi peaurunan pada
badareja danraban maka disarardan
PFikak Permprof ek mergefektilkan
sumbar FAD Potansl PaD danl
FEBEENER abi-alat berat dan hedss
PG Seknoe o Kaltim seppall
perkebunan, partanian, kehotanan,
pEambangan batu bars

Tabel 6.1
Tl"l'l_.'n“'l Alaman
ruih PAD (H1}

Bolanja Publie | S=54al tearl/mendukung
penelitisn sebebummys
17l s
hmn:mhﬂal{:niik Sesuai teor/mendukung
- penelitan sebrumiygs

Eecendetungan tesjadi inflasi mempai
keradicn indeks harga konsumsen

Femasintah memproyeksikan anggaran
be=tamja dipaicat untuk jalan dan ifgasi,
Eangunsn dan ged ung, peralatan dan
mesin, enah, bentuan k=uangan, den
bantuan sosai

Seiring terjadingg infladi disarankan agar
pemerintah melakukan pempesuaian ataw
revifl anggaran atas belangs pubfik yang
telah dianggarkan, karena dengan
kenaikan hasgs akan dikudi penururan
befania danrah

iber : diolah dari hasil penelitian 2009
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B. Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Rutin

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus,
yang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan
memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya
kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja rutin
diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat
daerah.
Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan
anggaran kinerja (berorientasi pada output). Hal tersebut bertujuan
untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan
dan hasil serta manfaat yang diperoleh
Belanja rutin terdin dan:
a. Belanja administrasi umum

1) Belanja Pegawai,

2) Belanja barang,

3) Belanja peqgalanan dinas,

4) Belanja pemeliharaan
b. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat PAD meningkat 1 % akan

diikuti peningkatan belanja rutin sebesar 0.73 %. Hasil penelitian ini

kemudian sejalan dengan temuan dari Darwanto & Yulia (2007),

David Harianto dan Priyo Hari (2007). Hasil ini juga memperkuat teori
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dasar perekonomian, dimang pada saat Pendapaan Asli Daerah
meningkat, maka akan meningkat pula alokasi anggaran yang dapat
dipergunakan pada rencana anggaran dan pendapatan belanja
daerah di tahun berikutnya. Khusus untuk belanja daerah maka pada
pos belanja rutin akan meningkat, Itulah sebabnya kenapa

pendapatan asli daerah akan mampu mendorong belanja rutin daerah

menjadi meningkat pula.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Rutin
Sebagaimana vyang telah dipaparkan bahwa Inflasi adalah
kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus,
Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam neger terus
mengalami kenaikan. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi
barang akan semakin tinggi. Dengan naiknya harga barang
mengakibatkan belanja rutin yang terdini atas belanja administrasi
umum serta belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
akan menurun, atau dengan kata lain Inflasi berpengaruh negatif
terhadap belanja rutin,
Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat inflasi dapat ditekan
sehasar 1 % akan diikuti peningkatan belanja rutin sebesar 0.39 %.
Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya, Suparmoko (2003

Peacock dan Wisemen, dalam Mangkoesobroto (1997). Bahl, (1893),

Kaho, (1997). Barzelay, (1991). Oates, (1983). Zhang dan Zhou,

(1998). Bird, (1 go4).Syafrizal (2008) .
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Juga memperkuat teori terdahuiy yang mempertimbangkan harga-
harga akan mulai menanjak naik dengan adanya peningkatan nilai
inflasi. Dengan meningkatnya harga-harga di suatu daerah tentunya
akan menurunkan daya beli dengan nominal yang sama. Sehingga
anggaran belanja rutin akan mengalami penurunan daya beli dengan
jumlah atau nilai yang sama dengan terjadinya peningkatan nilai

inflasi. Untuk itu perlu diadakan penekanan laju inflasi sehingga

anggaran belanja rutin dapat terpenuhi.

3. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD dan Inflasi terhadap
Belanja Rutin
a. Sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa PAD merupakan
salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan
dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu
merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan
dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat,
Sumber PAD merupakan penenmaan mumi daerah dan
peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan
atonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah: (a) Hasil pajak
daerah: (b) Hasil retribusi daerah; (c) Hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dipisahkan (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Dalam  meningkatkan belanja rutin yang terdiri atas belanja
administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan sarana
dan prasarana akan demi kepentingan masyarakat maka PAD
Kalimantan Timur perlu lebih  diefektifkan yartu diperoleh dari

pajak daerah, retribusi serta perusahaan daerah yang ada di

Kalimantan Timur,

Berdasarkan data Pemprov Kaltim 2008, Anggaran belanja rutin
selama periode 2009 menjadi pengeluaran terbesar dalam
pengeluaran daerah dengan rata-rata hampir 80% yang sebagian
besar diantaranya digunakan untuk menggaji pegawai negeri yang
jumlahnya memang amat banyak juga digunakan untuk anggaran
opearasional kantor pemerntah. Belanja pegawal mendapatkan
alokasi terbesar yaitu sebayak 78,2% dari total belanja nutin.
Artinya, sebagian wuang yang diperoleh dari penerimaan
pemerintah dan pajak lebih banyak terpakai untuk menggaji
pegawai dan menjalankan kegiatan kantor.

Pola alokasi dan distribusi anggaran belanja rutin selama periode
tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009
didominasi oleh tiga komponen belanja yaitu belanja pegawai yang
digunakan untuk gaji pegawai, tunjangan dan lain sebagainya.
Naik turunnya kontribusi pengeluaran rutin terhadap total
pengeluaran rutin sangat dipengaruhi

oleh fluktuasi belanja pegawal, sebab peran belanja pegawai

dalam struktur pengeluaran rutin adalah yang terbesar. Kemudian
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belanja barang ¥ang digunakan oleh instansi — instansi atau dinas-
dinas Pemerintah Kota Kalimantan Timur lalu disusul oleh belanja
lain-lain,

Pemenuhan belanja rutin sangat dipengaruhi oleh anggaran yang
telah dibuat berdasarkan alokasi PAD periode tersebut. Sehingga
saat PAD terjadi penurunan akan menyebabkan penurunan
anggaran belanja rutin daerah,

b. Beberapa kota di Kaltim secara keseluruhan mengalami inflasi,
kecuali Tarakan. Di Tarakan terjadi deflasi sebesar 0,74 persen.
Sedangkan Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami
inflasi sebesar 0,12 persen dan 0,20 persen.

Kelompok pengeluaran dalam IHK hanya kelompok bahan
makanan yang prosentasenya dibawah nol, yakni -0,80 persen.
Sementara untuk kelompok pengeluaran seperti makanan jadi,
minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan,
pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport dan komunikasi,
terjadi inflasi.

Sama seperti belanja publik, belanja rutin juga sangat dipengaruhi
oleh laju inflasi. Dengan naiknya harga-harga maka anggaran
dana belanja rutin yang digunakan untuk belanja pegawai yang
digunakan untuk gaii pegawai, tunjangan dan lain sebagainya juga

Maik turunnya kontribusi pengeluaran rutin

akan menurun.

terhadap total pengeluaran rutin sangat dipengaruhi oleh fluktuasi

belanja pegawai, sebab peran belanja pegawai dalam struktur

h_________._—-—l———_—_-_‘
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Pengeluaran rutin adalah yang terbesar. Kemudian belanja barang

Yang

digunakan oleh instansi — instansi atau dinas-dinas

Femerintah Kota Kalimantan Timur lalu disusul oleh belanja lain-

lain yang jika terjadi kenaikan harga dalam teori ekonomi akan

terjadi penurunan permintaan.

Untuk lebih jelas dampak dan impiikasi pengaruh PAD dan Infiasi

daerah terhadap belanja publik dapat dilihat pada Tabel 6.2
berikut:

Tabel 6.2

: Intizari pengaruh PAD dan Inflasi terhadap Belanja Publik

Féi. Taeirniai

Alasan Dampak Saran rogplies | Kebigakan

Pengaruh PAD (K1)
1 ap Balanja Futin
va)

keoen derurgan ter]adl perarursm
FAD Ealtim ssiring dengan masih
Emanyaknvga tunggakan darl

Agar tidak terjad] penurenan pada

| PEB MWK alat-alat berat dan besar | pelanmjs desahan maks disasnkan
Belanja rutin menjadi pengeiuaran | Pikak Femprot leblh mengefakifkan
Sesuinl Wearifmendukung |terbesar dabem penpeliaran daerah |sumber PAD Potens| PAD desd
penslitian sebelumnys  (dengan rata-rata hamplr 800 yeng PEE/BBNKA st-alat berat dan besar
sehagran betar diantaranyas s seeior of Kaltim et
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. Pengaruh i
c garuh PAD, Inflasi, Suky Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik,
dan Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merfupakan salah satu indikator yang amat

penting dalam menilaj kinerja suatu perekonomian, terutama untuk
melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah
dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan
mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat
dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi
menunjukkan  sejauh mana  aktivitas perekonomian  dapat
menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat
pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu
wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu
menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut

berkembang dengan baik.

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama
kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan

perencanaan pembangunan ekonomi  suatu negara dapat

menentukan serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam

periode tertentu. Melalul perencanaan pembangunan suatu negara

dapat memobilisasi sumber daya yang terbatas untuk memperoleh

hasil yang optimal dengan |ancar, progresif dan seimbang.

Kebijakan otonomi daerah diyakini memberikan peluang bagi daerah

tuk lebih maju, Namun demikian, oleh sebagian kalangan kebijakan
untu ;

'___________--——-___‘
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- dianggap  dimylaj terlalu cepat. Pelaksanaan desentralisasi

dian '
99ap sebagai pendekatan big bang karena pendeknya waktu

persiapan untuk negara yang cukup besar dengan kondisi geografis
Yang cukup menyulitkan (Brodjonegoro, 2003). Kebijakan otonomi
justru dimulai pada saat daerah daerah sedang melepaskan diri dari
belenggu krisis moneter berkepanjangan yang dimulai pertengahan
tahun 1897 (Adi, 2005). Hal ini bisa berarti kebijakan (otonomi) ini
dimulai justru pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan (fiskal)
daerah yang berbeda satu dengan lainnya, baik dalam hal
ketersediaan dan kemampuan sumber daya, maupun manajemen
pengelolaan daerah (terutama dalam hal keuangan).

Beberapa peneliti menunjukkan adanya disparitas pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi antar daerah sebelum memasuki era
otonomi. Akibatnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang
relatif siap (yang sebelum era otonomi mempunyai pertumbuhan
ekonomi tinggi), pada era otonomi juga mempunyai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding dengan daerah-
daerah yang relatif kurang siap. Hal ini paling tidak memberikan

gambaran awal bahwa, pemerintah daerah dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi (sebelum pelaksanaan otonomi) tinggi relatif

lebih siap untuk memasuki otonomi daerah. Tingkat kemampuan

keuangan daerah diukur dengan kinerja pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD berhubungan positif

rhadap pertumbuhan Ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa jika PAD
terhada

.-________——-——_"___‘
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meningkat 1 9 - .
akan  diikuti Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

sebesar R——
0.10 9. Penelitian in sejalan dengan Amin Pujiati (2008),

; =
Daslan Simanjuntak (2008), Neo Klasik,Samuelson dan Nordhaus,

(1983). Smith, (1778). Keyeness, (1936). Sukirmo, {1994). Kuncoro,
(2003). Holland, (1987), Dicken, {1952),

2. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia, inflasi dapat terjadi
akibat empat faktor, yakni dari sisi permintaan inflasi timbul sebab
lebih besarnya kemampuan belanja konsumen dibanding dengan
persediaan barang dan jasa yang akan dibeli {demand pull inflation).
Kemudian dari sisi penawaran, utamanya sebagal akibat tingginya
biaya produksi dunia usaha dalam menghasikan barang dan jasa
sesuai yang diminta konsumen (cost push inflation). Juga inflasi akibat
adanya persoalan struktural dalam perekonomian (structural inflation),
seperti akibat sulitnya arus distribusi barang dan jasa Kkarena
persoalan geografis, maupun karena adanya praktek bisnis yang fidak
beretka dari para pelaku utama penyedia barang dan jasa.
Sedangkan surnb;-r keempat inflasi berasal dari pengaruh hubungan
ekonomi dengan negara pariner dagang luar negeri (import inflation).

Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang

dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian,

umbuhan  ekonomi menunjukkan sejauh mana  aktivitas
pe

.-____-_____—.———‘



,—\__‘

194

arak '
perekonomian  dapat menghasiikan tambahan pendapatan atau

kesejahteraan Masyarakat pada periode tertenty.

Peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya sangat

sulit ditempuh jika harga barang selalu meningkat akibat terjadi inflasi,
karena dengan naikknya haiga barang permintaan akan produk akan
menurun.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jika Inflasi dapat ditekan
sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar
0.03 %, hasil ini sejalan dengan penelitian Arif M Yusuf (2008), Ema
G (2004), Suparmoko (2003), Peacock dan Wisemen, dalam
Mangkoesobroto (1997). Bahil, (1999). Kaho, (1997). Barzelay, (1991).

Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird, (1994). Syafrizal (2008).

3. Pengaruh Tingkat Bunga Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penurunan Bl Rate nomalnya
akan diikuti dengan penurunan suku bunga intermediasi (kredit).
Penurunan bunga intermediasi akan menurunkan biaya modal sektor
fiil sehingga akan ada dampaknya terhadap daya saing harga output
dan par‘tumbuhanrakunumi. Artinya saat tingkat bunga kredit menurun
menyebabkan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan juga

emacu konsumsi masyarakat yang menyebabkan

rendah sehingga m

terjadinya peningkatan dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa jika suku bunga kredit dapat

di kan sebesar 1 9 akan diikuti peningkatan Pertumbuhan
ituarun

._..._———'——-—_—_-——__‘
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Ek i
Qnomi sebesar 0.14 9 Begitupula sebaliknya, saat tingkat bunga

kred —
it menurun akan dikuti pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian sebelumnya Ema G {2004}, Sucahyo

(2008), Sunny (2005),Samuelson dan Mordhaus, (1993). Smith,
(1776). Keyeness, (1936). Sukirno, (1994). Kuncoro, {2003). Holland,
(1987). Dicken, (1992),

Penelitian ini juga sesuai dengan pendekatan teori 1S-LM dimana saat

tingkat bunga kredit turun akan dikuti peningkatan pendapatan

(pertumbuhan ekonomi) begitupula sebaliknya.

4. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pada dasarnya Investasi merupakan pembentukan modal yang
mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod
Domar, dalam mendukung pertumbuban ekonomi diperlukan
investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal
dalam negeri maupun penanaman modal asing. Investasi di harapkan
sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian daerah maupun
negara. Karena , terbatasnya dana yang dimiliki daerah untuk
menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi swasta
juga dari luar negeri (PMA) sangat di harapkan.

ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita

Pertumbuhan

yang akan bertumbuh apabila dalam jangka wakiu yang cukup lama

(10, 20, 50 tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output

kapita. Oleh karena itu proses pertumbuhan ekonomi harus
perkapita.

h_-—-—_-——-_-'——_‘
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bersif - i
nal self-generation yang berarti bahwa prosas periumbuhan itu

menelurkan kekuatan bagj timbuinya kelanjutan pertumbuhan tersebut
dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1999: 1). Sehingga
untuk menaikkan output perkapita diperlukan berbagai akselerator
dan salah satunya adalah investor.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jika Investasi meningkat 1 %
akan dilkuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.132 %.
Penelitian ini sejalan dengan Thomas G. Rawski (2002), Rofikeh
Rokhim {2007), Toni Eko (2003), Arif M Yusuf (2008), Samuelson dan
MNordhaus, (1993). Smith, (1776). Keyeness, (1936). Sukimo, (1994).

Kuncoro, (2003). Holland, (1987). Dicken, (1982).

5. Pengaruh Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu bentuk pembangunan adalah befanja publik yaitu belanja
yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung cleh masyarakat,
Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik
(pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih
dari satu tahun dan mengakibatzan terjadinya penambahan aset
daerah. Dengan membaiknya infrastruktur di suatu daerah akan
memberikan kelancaran aktivitas ekonomi yang berdampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
pada penelitian ini menemukan bahwa jika Belanja Publik

Hasil
meningkat 1 % akan diikuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
sehesar 0.135 o  Peneliian ini  sejalan Kaho, (1997).

.,_______——--___"_—-_'-""
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Barzel
ay. (1991). Qates, (1993). Zhang dan Zhou, (1998). Bird,

(1894). Syafrizal (2008).

Pengaruh Belanja Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan
daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan
tugas rutin perangkat daerah, Perencanaan belanja rutin sedapat
mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada
output). Kinerja membaik menghasilkan produktivitas meningkat dan
berdampak pada perdumbuhan ekonomi. Artinya belanja publik
berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitan ini menemukan bahwa bahwa jika Belanja Publik
meningkat 1 % akan dilkuti peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
sebesar 0.139 %. Penelitian ini sejalan dengan Kaho, (1887).
Barzelay, (1991). Oates, (1993). Zhang dan Zhou, (1898). Bird,

(1994).,Syafrizal (2008).

7. Dampak dan Implikasi Pengaruh PAD, Infiasi, Suku Bunga Kredit,

Investasi, Belanja Publik, dan Belanja Rutin terhadap

Pertumbuhan Ekenomi

Salah satu tujuan utama dar desentralisasi fiskal adalah

terciptanya  kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan

mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui

Pendapatan Asli Daerah.

._________—————-—'-_—-——"
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L B
aerah yang memiikj tingkat pertumbuhan PAD yang positif

mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per

Kapita yang lebih baik. PAD merupakan salah saty sumber
pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki
oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian
daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan
barinsisiatif untuk lebih menggali potensi — potensi daerah dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara
berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah itu.

Berdasarkan data dari dinas pendapatan daerah provinsi Kaltim,
upaya keras Pemprov Kaltim menarik sumber penerimaan daerah
berasal dar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) alat-alat berat dan besar pada
tahun ini dan mendatang. sampai tahun 2008, potensi PAD Kaltim
sekitar Rp 1,3 triliun dan bakal meningkat menjadi Rp 2 triliun tahun
2009. Penambahan PAD itu bakal didapat dari asumsi perhitungan
dari sumber PKE/BBNKE alat-alat beral dan besar.

Potensi PAD dari PKB/BENKB alat-alat berat dan besar semua

sektor di Kaltim sepert perkebunan, pertanian, kehutanan,

pertambangan batu bara dan lain-lain setiap tahunnya mencapal Rp

55.60 miliar lebih. Jika potensi PKB/BBNKB alat-alat berat dan besar

itu dihitung dari formulasi akomulasi tunggakan-tunggakan 5-6 tahun

terakhir ini, maka angkanya sekitar Rp 500 miliar ke atas. Asumsi

._-_______———-——-——'_-—_-"
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Tki -
pefkiraan sementarg dengan dibayarnya PKB/BBNKE alat-alat berat

dan besar beserta tunggakannya 56 tahun ini, maka PAD Kaltim
bakal naik menjadi Rp 2 tiliun per tahun. PAD Kaltm dari
PKB/BBNKB alat berat ini memberi kontribusi bertambah PAD
mencapai 45 persen.(Dispenda Pemrov Kaltim, 2008).

Dari data BPS kaltim 2009 sumbangan PAD terhadap APBD
sebesaar 0,8%, 2006 sebesar 0,11%, 2007 sebesar 0.13%. kemudian
2008 sebesar 0,11% dan 2009 sebesar 0,19% dengan rata-rata
0.27%. Dari data ini sumbangan PAD terhadap total APBD masih
terlalu kecil yaitu nol koma, belum mencapai satu digit, sehingga
upaya untuk meningkatkan PAD perlu dipacu secara terus menerus
dan berkesinambungan.

Jadi pajak dan retribusi daerah sebagai unsur utama PAD,
sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil perusahaan milik
daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisaahkan dan
PAD lainnya yang sah dalam APBD termasuk unsur PAD. Jika
dibandingkan dengan bagian dana perimbangan, PAD sangat kecil

sekali s
Berkaitan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD periu

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk

itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek

pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan

dapat dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap
apa

hjek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama
e

._____-_____—-—_-_—_—-——"
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Ll
melalui  pemanfaatan teknologi  informasi. Dengan melakukan

efektivitas dan efisiens sumber atau objek pendapatan daerah,
perluasan sumber atay objek pendapatan baru yang memerlukan
studi, proses dan wakty yang panjang.

Secara umum upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi
intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antaralain
dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :

a. Memperluas basis penerimaan yaitu dengan mengidentifikasi
pembayaran pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak,
memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung
kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan

b. Memperkuat proses pemungutan yaitu dengan mempercepat
penyusunan peraturan daerah (perda), mengubah tariff khususnya
tariff retribusi dan peningkatan SDM

c. Meningkatkan pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan
secara sindak (inspeksi mendadak) dan berkala, memperbaiki
proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak
certa meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang

diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya

pemungutan yaitu dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak

melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi

pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

..-.__-_-_____-———_——___"
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2. Meningka : .
aratkan kapasitas penenmaan melalui perencanaan yang

lebih baik yaity dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi

terkait di daerah.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan yaitu melalui
kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang
lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu
adanya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia sendiri
melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak
pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut cleh daerah. Disamping itu
berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, hal-hal
penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya untuk
pengoptimalkan penerimaan melalui perpajakan adalah dasar

pengenaan pajak dan tarif pajak.

Dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan
percepatan pertumbuhan ekonomi di Kaltim, maka perfu dilakukan

langkah-langkah restrukturisasi dan revitalisasi BUMD agar mampu

bertindak sebagai mitra investor dalam mendorong perekonomian di

-

Kaltim. BUMD harus dapat meningkatkan profesionalismenya,

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaannya, dan menfokus pada

kegiatannya. Untuk itu revitalisasi BUMD perlu segera dilakukan,

misalnya dengan melakukan kerja sama operasi atau kontak

najemen dengan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak
ma

.__—_____._—-—-——__—'—‘
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ketiga, konsolidasi
olidasi atau merger dan melakukan rasionalisasi

manajemen Perusahaan di dasrah

Berdasarkan datg dari Badan Perizinan dan Penanaman Madal

Daerah (BPPMD) Kaltim investasi yang masuk dari Januar hingga

September 2009  sebesar Rp 4,15 friliun.Sedangkan target

perftumbuhan ekonomi selama 2009 adalah 3 persen, sehingga
diperlukan investasi sebanyak Rp 9 triliun. “Itu berarti, realisasi
investasi sudah tercapai 50 persen,

Peningkatan investasi juga bisa dilakukan cleh pemerintah
setempat dengan melakukan pengeluaran pembangunan, yaitu
pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk
investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik separi
pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek
dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan saebagainya.

Pada dasarnya pengeiuaran pembangunan merupakan wahana
untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk
meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah
dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi

Prioritas diberikan kepada sektor-seklor yang merangsang dan
menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan

intensif. Kreteria ini sekaligus berarti periuasan lapangen .dan

kesempatan kerja.

Pembangunan infrastrukiur dan pemberian berbagai fasilitas

kemudahan dimaksudkan juga untuk meningkatkan daya tarik
ermu

'~_—-——"—-—-——_-—_‘
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investasi. D ;
€ngan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan

bery .
EUjuUNy pada Peningkatan kemandirian dasrah- nstingga: tordad!

peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) bahwa ada empat
fakior sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut
adalah (1) sumberdaya manusia, {2) sumberdaya alam, (3)
pembentukan modal, dan (4) teknologi,

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam
pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai

bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang
sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital
(S0OC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, SOC ini
sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan
berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka
pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modainya. Dengan
adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan pendapatan.
Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan

masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa

pajak merupakan salah satu sumber penefimaan negara yang

diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka

peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah.

Keadaan ini membuat suafu siklus yang saling terkait dan saling

mpengaruhi.  Kenalkan pengeluaran  pemerintah  akan
me i

.____—__._——-‘-——_—'—-‘
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Ry I
Nyebabkan kenaikan pertumbuhan  ekonomi dan  kenaikan

art i
pertumbuhan ekonom; akan meningkatkan kemampuan keuangan

pemernintah yang diperuntukkan bagi pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik mempengaruhi
Kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifya Kalimantan
Timur untuk menanamkan investasi Karena itu, agar terjadi
peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Aszing (PMA)
maupun Penanaman Modal Dalam Megeri (PMDN), anggaran untuk
pembangunan infrastruktur dan untuk menjaga stabilitas politik di
Kalimantan Timur menjadi perhatian di tahun 2010,

Dukungan infrastruktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi
dan mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2010 masih
menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain .| masih
kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk  memenuhi
pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal, masih kurang
memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan daya
saing sektor il sehingga perlu ditingkatkannya realisasi
pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan badan
usaha swasta.

Untuk kawasan perbatasan,pedalaman dan terpencil yang sulit
oleh modal angkutan jalan darat, sungai dan laut, maka

dijangkau

catu-satunya alternatif untuk mencapainya adalah dengan melalui

f ortasi udara Sebagal konsekuensinya Pemerintah harus
ransp i

perikan subsidi ongkos angkut kepada masyarakat pedalaman
Mgt

h—————-——-—-——-.——__-‘
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dan perbatasan yang kongisi sosial ekonominya pada umumnya relatif
rendah,

Pengembangan Infrastruktur  Wilayah, difakuskan pada,
pembangunan infrastrukiyr perhubungan, pembangunan infrastruktur
pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah strategis,
Persipan pembangunan jalan tol (Freeway) Balikpapan — Samarinda
sepanjang 87 km yang terbagi dalam tiga paket pengerjaan
Balikpapan — Samboja 24,3 km, Samboja — Palaran 456 km dan
Palaran — Samarinda 16,9 km. Pembangunan akan dimulai pada km
13 Balikpapan. Freeway dibangun dengan maksud untuk
meningkatkan efisiensi distribusi dan meningkatnya daya saing
daerah (DED-Detail Enggenering Design)

Selain itu pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah
juga diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi
pertanian, infrastruktur dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak seria mengembangkan sistem jJaminan sosial bagi masyarakat
miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakal diwujudkan
kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal

melalui prestasi

sesuai dengan peraturan perundangrundangan.
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D. Pengaruh Inflasi, Suky Bunga Kredit terhadap Investasi
1. Pengaruh Inflas terhadap Investasi

Inflasi merupakan suaty fenomena di mana terjadi kenalkan harga

barang secara umum dan berlangsung secara terus menerus.
Pengaruh inflasi dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung
seberapa parah atau fidaknya tingkat inflasi tersebut. Inflasi yang
ringan atau moderat akan membuat perekonomian menjadi bergairah
karena dapat mendorong laju investasi yang kemudian membuka
lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan
pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi
yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpasian bagi para pelaku
ekonomi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan konsumsi,
investasi, dan produksi yang pada akhimya akan menghambat
pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab fu, pengendalian inflasi untuk
mencapai kestabilan harga barang dan jasa merupakan prasyarat
penting dalam menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi
jangka panjang.

Hasil penelitian jni menemukan bahwa jika Inflasi dapat ditekan
eebesar 1 % akan diikuti peningkatan Investasi sebesar 0.60 %.

Penelitian ini sejalan dengan Sukimo, (1994). Kuncoro, (2003).

Holland, (1987). Dicken, (1992).



207

. manajer, individu dalam

menjala i .
Jalankan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas dari berbagai

alternatif keputusan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi

dan pembiayaan merupakan Keputusan yang saling bertalian seperti
mata vang dengan dua sisi, dimana satu sisi adalah keputusan
investasi maka di sisi lain adalah keputusan pembiayaan.

Secara teoritis, keterandalan keputusan investasi dan pembiayaan
sangatiah bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku. Menurut
Lawrence J Gitman (2000) tingkat suku bunga merupakan
kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam (borrower) dana
kepada pihak yang meminjamkan (lender). Dari sudut pandang
borrower tingkat suku bunga merupakan biaya penggunaan dana
(cost of borrowing funds) yang harus dipertimbangkan dalam
keputusan pembiayaan, sedangkan dar sudut pandang lender tingkat
suku bunga merupakan tingkat hasil yang diharapkan (required
return).

Hasil penelitian inj menemukan bahwa jika Suku Bunga Kredit dapat

diturunkan sebesar 1 % akan diikuti peningkatan Investas! sebesar

1.48 %, begitupula sebaliknya. Peneliian ini sejalan dengan

Faturrahman Anwar (2008), Devie (2000).
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Setia T :
P Pelaku bisnis bajk Pengusaha, manajer, individu dalam

menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas dan berbagai

alternatit keputusan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi

dan pembiayaan merupakan keputusan yang saling bertaiian seperti
mata uang dengan dus sisi, dimana satu sisi adalah keputusan
investasi maka di sisi lain adalah keputusan pembiayaan.

Apabila inflasi naik, akan berdampak pada naiknya harga bahan baku
yang pada akhimya akan menyebabkan menurunnya daya saing
terhadap produk barang yang dihasikan suatu perusahaan. Hal ini
akan berdampak pada menurunnya prospek perusahaan dan akan
berdampak buruk pada kemampuan perusahaan tersebut untuk
berinvestasi. Selain itu meningkatnya inflasi akan menaikkan biaya
perusahaan yang mengakibatkan menurunnya  profitabilitas
perusahaan-perusahaan.

Adam smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para 1
pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan
keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada
keuntungan nyata, Smith yakin keuntungan cenderung menurun

dengan adanya kemajuan ekonomi.
Kalimantan Timur sebagai propinsi maju kini semakin menjulang
eluang investasi yang terbuka dari segala penjuru,

dengan beberapa p

Permerintah daerah cukup fokus dalam menangani masalah-masalah
Errer

Fe ——————
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yang berhub
Ungan dengan hambatan investas sehingga Kalimantan

Wwmbuh menjadi -
Bnjadi tumbuh menjadj Propinsi dengan pembangunan yang

I'I‘I-Elj u dan bgﬂiuamas :

Otonomi daerah membuat kepala daerah dapat dengan bebas
menerapkan program-program pembangunannya demi kesejahteraan
rakyat dengan optimalitas potensi yang ada. Otonomi daerah
membuat kestabilan politik daerah Kaltim menjadi lebih bagus dan
berhasil mendukung terwujudnya kebijakan-kebiajakan ekonemi yang
penting. Keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Timur
mengantarkan propinsi ini di gala terdepan dalam perkembangan
ekonomi yang semakin maju.

Kemajuan Kaltim banyak ditopang oleh kekayaan sumber daya alam
berupa minyak, gas alam dan batubara serta kayu yang dimiliki.
Batubara dan kayu yang merupakan komoditas nonmigas dan sedang
dibutuhkan Cina dan India ini mempunyai kecenderungan harga yang
meningkat. Kondisi ini memberikan keuntungan pemasukan yang luar
biasa bagi Kaltim karena perkembangan pertumbuhan ekspor

nonmigas yaitu batubara dan kayu bergerak positif

Peningkatan ekspor nonmigas ini menunjukkan bahwa Kaltim sedang

berada di puncak kejayaannya karena menginduksi sektor-sektor
lainnya untuk tumbuh. Saecara umum, ekonomi Kaltim tumbuh sebesar

6.5 persen pada triwulan 1 2008 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

(IV-2007) yaitu sepesar 4.37 persen. Dari sisi permintaan

.________-—-—-——-——-_"""_"
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erek i B Lo
P anomian Kaltim ini drd:}rung oleh besarnya ekspor dan konsumsi

Masyarakat Kaltim yang mempunyai daya beli tinggi. '
Sedangkan di sisi penawaran, hasi tambang berupa migas (minyak
dan gas) dan non migas terutama batubara serta kayu memberikan
kontribusi terbesar disusul dengan sektor perdagangan, hotel restoran
terutama pada pariwisata serta industri pengolahan kertas, kimia,
pupuk, karet dan bahan makanan serta kerajinan tangan.

Investasi di sektor migas dan non migas memang menjadi andalan
bagi propinsi Kaltim. Proyek pengeboran sumber minyak dan galian
diprioritaskan dengan mempergunakan teknologi maju dengan
wacana kerjasama bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pihak
asing.

Di sisi lain, masuknya investasi di industi pariwisata berpotensi
berkembang pesat, karena daerah Kaltim memiliki obyek wisata yang
bervariasi seperti wisata alam, agrowisata dan wisata budaya. Wisata
alam meliputi keindahan laut, pegunungan, sungai yang panjang

berkelok serta hutan tropis seperti Kawasan Taman Nasional Kutai.

Wisata budaya meliputi peninggalan sejarah dan keanekaragaman
tradisi, kesenian dan budaya suku Dayak.

Peluang investasi ada diseluruh kawasan Kaltim. Namun, pemerintah
sebaiknya paham tentang bagaimana melakukan percepatan
investasi ini untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan dan
berdaya saing tinggi. Salah satunya adalah dengan memperhatikan

faktor faktor yang berpengaruh terhadap investasi diantaranya adalah

r________——-—-—_"——__—'_
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'aju inflasi, tingkat bunga kredit dan tingkat pengembalian investasi
kepada investor.

Berdasarkan data Pemprov Kaltom 2009, sepanjang Oktober 2008
terjadi inflasi di Kaltim yang mencapai 0,04 persen, sehingga secara
keseluruhan sejak Januari - Oktober inflasi mencapai angka 3,69
persen. Inflasi ini terjadi menyusul kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari angka 120,88 di September 2009 menjadi 120,93 pada
Oktober 2009. Beberapa kota di Kaltm secara keseluruhan
mengalami inflasi, kecuali Tarakan. Di Tarakan terjadi deflasi sebesar

0,74 persen. Sedangkan Balikpapan dan Samarinda masing-masing

mengalami inflasi sebesar 0,12 persen dan 0,20 persen. Kelompok
pengeluaran dalam IHK hanya kelompok bahan makanan yang
perosentasenya dibawah nol, yakni 0,80 persen. Sementara untuk
kelompok pengeluaran seper makanan jadi, minuman, rokok, dan
termbakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan
olahraga, transport dan komunikasi, terjadi inflasi.

Secara fteorilis, keterandalan keputusan investasi dan pembiayaan

juga sangatiah bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku.
Menurut Lawrence J Gitman (2000) tingkat suku bunga merupakan ,
kompensasi yangd harus dibayar oleh pihak peminjam {borrower) dana
kepada pihak Yyang meminjamkan (lender). Dari sudut pandang ,
borrower tingkat suku bunga merupakan biaya penggunaan dana
(cost of borrowing funds) yang harus dipertimbangkan dalam

keputusan pembiayaan, sedangkan dari sudut pandang lender tingkat

P"-——-—-——"‘-_-—_--__——
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suku .
’ g TeTpEkan tingkat hasil yang diharapkan (reguired

return). Pemahaman secara lebin mendalam tentang karateristik

tingkat suku bunga sangat membantu keakuratan hasil keputusan

nvestasi dan keputusan pembiayaan. Dalam praktek, tingkat suku

bunga diterjemahkan kedalam berbagai terminologi yang beraneka

ragam. Keragaman terminologi suku bunga membawa konsekuensi

pada penentuan besaran biaya penggunaan dana dan penentuan

hasil yang diharapkan dari suatu proyek investasi

Seiring dengan diterapkannya kerangka kebijakan Inflation Targeting

(IT) pada Juli 2005, Bank Indonesia memberakukan Bl Rate sebagai

suku bunga kebijakan. Memasuki tahun ketiga penerapan kebijzkan

tersebut, perbankan nasional menunjukkan respon yang positif. Hal

tersebut terlihat dari penentuan suku bunga pasar yang mengacu .
pada Bl Rate, seperti suku bunga deposito dan PUAB (Pasar Uang !
Antar Bank). Adapun suku bunga kredit pada umumnya juga akan

diikuti oleh pergerakan investasi (Mankiw dalam Wimanda, 2007). l
Efek dari kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap pergerakan l
suku bunga dan, sektor riil tidak hanya berlaku secara nasional,

namun juga secara regional.

Investasi adalah sumber dari kekuatan penggerak ekonomi. Elemen-

lamen yang penting darl investasi adalah mendapatkan
ele

A maksimum dengan meminimalkan risiko. Konsep
pengembalian yand

ini sangat cocok diterapkan jika kita memutuskan berinvestasi pada
ini sa

'___________————'__——-—'
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royek- ' i
proyer-proyek investasi yang bergerak pada hampir semua sektor

perekonomian di propinsi Kalimantan Timur ini

Implikasi yang dilakukan oleh pemerintah Prov Kaltim adalah dengan

melakukan pengendalian inflasi dengan mengkoordinasikan seluruh

instansi terkait dan pengusaha atau distributor dalam hal penyediaan

bahan baku atau bahan pokok, Berikutnya adalah mengupayakan

agar pengembalian keuntungan investasi baik dalam bentuk bunga

investasi maupun bagi hasil agar tetap pro kepada investor karena

kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil |
biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan

pajak, serta harapan mengenai masa depan (Paul A. Samuelson dan

William D. Nordhaus, 1993, 183).
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PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada didalam peneliian ini dan
hipotesis penelitian serta hasil analisa data dan pembahasan hasil analisa,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga naik - turunnya PAD akan dikuti
dengan naik dan turunnya perumbuhan ekonomi daerah. Hal ini
mengindikasikan  bila sebuah daerah ingin  menumbuhkan
perekonomiannya, maka pendapatan asli daerah terseout seyogyanya
juga tumbuh secara positif.

2. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah, sehingga saat inflasi dapat ditekan, akan diikuti peningkatan
pertumbuhan ekonomi begitupula sebaliknya. Hal ini mengindikasikan
bahwa bila sebuah daerah ingin menumbuhkan perekonomiannya, maka

daerah tersebut sedapat mungkin mengendalikan inflasinya.

3. Bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah, sehingga saat tingkat bunga kredit diturunkan, akan

diikuti peningkatan p-a|1umhuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan
I

hahwa bila daerah ingin meningkatkan pertumbuhan  ekonominya

dapat mungkin mengendalikan atau menurunkan tingkat bunga kredit
sedapa

daerahnya.

p—_——-———-—-——-———_—_
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4. Investasi berpengaruh positif dan  signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di d :
aerah tersebut, sehingga naik turunnya investasi daerah

akan dikuti dengan naik - turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini

mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan investasi di daerah
tersebul, baik itu investasi dari penanaman modal dalam negeri atau
penenaman modal luar negeri, maka akan dapat memicu pertumbuhan
perekonomian daerah,

5. Belanja Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap perumbuhan
ekonomi daerah, sehingga naik - turunnya Belanja Publik akan diikuti
dengan nak dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini
mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuban ekonomi
suatu daerah maka belanja publik ditingkatkan.

6. Belanja Rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah, sehingga naik - turunnya belanja rutin akan ditkuti
dengan nailk dan turunnya pertumbuhan  ekonomi. Hal ini

mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

suatu daerah dibutuhkan juga peningkatan belanja rutin

-
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B. Saran

dasark
Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dan hipotesis

elitian ' :
pan serta hasil analisa data serta pembahasan hasil analisa pada Bab

VI terdahulu, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur maka

pemerintah daerah periu mempertimbangkan faktor faktor Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Inflasi, Suku Bunga Kredit, Investasi, Belanja Publik,
dan Belanja rutin karena faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi di Kalimantan Timur,

2. Dalam rangka meningkatkan PAD maka pemerintah daerah lebih
mengutamakan menggali sumber-sumber PAD yang belum tersentuh
(ekstensifikasi Pajak) daripada menaikkan tanf pajak dan retribusi
daerah,

3. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di daerah maka pihak
pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk mengendalikan tingkat inflasi
dan tingkat bunga kredit di daerah.

4. Untuk penelit baril:urtnya, hendaknya menambah variabel yang balum

dimasukkan ke dalam model ini.
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A. Pengujian Kesesuaian Model

Fenguii
qujian model fi Yang pada dasarnya untuk menguji seberapa baik

odel 3 ;
model memilkl kesesuaian dengan data hasil pengukuran, di dalam

penelitian ini  sebenamya kurang relevan, dikarenakan maodel yang

dipergunakan adalah made| yang telah ditetapkan dan peneliti memutuskan

untuk tidak akan melakukan modifikasi model sesuai anjuran soffware
(LISREL 8.7). Pilihan ini sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya
(Gozali, 2005). Namun pengujian model akan dicoba dengan model fimming
path analysis,

Pengujian kesesuaian model dilakukan dengan mencari nilai Q dan W

sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Sebelumnya. Dari hasil keluaran
analisis stafistik Pafh Analysis, dipercleh nilai Q dan M 5ebag‘.§imana
perhitungan berikut:
2 =1 —(1-089%)(1-091%)(1-0.80°) = 0.987134
M=1-(1-093%) = 0.8649

1—-R%, _ 1-0987134 _ 0.012866

= = = = (.095231
= 1-M?2 1-0.8649 0.1351

Dikarenakan nilai h < 1, maka perhitungan harus dicar nilai W yang

dapat dihitung sebagai berikut

_ _(N - di)in (Q) = —(89 ~S)in (0.095231) = 197.522

-_—

- B 1 -
Nilai W bila dibandingkan dengan nilai x® dar tabel dengan

pilai W > 13 .
maka diperoleh nilal y? sebesar 4 g41. dan ternyata

B _________-—-_'-—__'"""
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Dengan  demikian berarti

| model  dinyatakan layak sebagai
pengestimasi variabel-variabel di dajam maodel atau model dinyatakan fit.
Goodness of fit Indeks juga dapat di fihat dari perbandingan antara
Independence Akaike's Information Criterion (independence AIC) dengan
Model AIC serta Saturated AIC, bila Model AIC atau model yang kita buat
untuk penelitian lebih mendekati ke arah Safurated AIC dibandingkan ke
arah Independence AIC, maka model mendekati sempurna (safurated), hal

ini berarti model fit.

Hasil perhitungan Goodness of Fit Statistics dari diperoleh nilai
sebagai berikut:
Independence AIC = 1803.21 Model AIC = 110.54  Saturated AIC = 56.00

Independence CAIC = 1627.63 Model CAIC = 187.28 Saturated CAIC =
153.68

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa model AIC = 110.54
lebih kecil daripada independence AIC = 1603.21 dan angka tersebut jauh

dari independence AIC, namun angka model AIC sangal dekat dengan
halnya dengan model CAIC = 187.29

saturated AIC. Demikian pula
sedangkan independence CAIC = 1627.63, angka antara model CAIC

dengan indep CAIC sangat jauh dibandingkan kedekatan nilai model
gan Eﬂdﬂﬂﬂﬂ

CAIC dengan saturated CAIC = 15368, Kedua indikator tersebut baik AIC

aturated, hal ini berarti model fit.

i
maupun CAIC semuanya mendekati nilai
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lidati I lihat dari Expected Cross
Vatioation Index (ECVI). Perbandingan antara Independernce Expected Cross

Valigation |
ndex (Independence ECWI) dengan Mode! ECVI serta Saturated

| -
ECVI, bila Model AIC atay model yang kita buat untuk iR B

mendekatli ke arah Saturated ECv) dibandingkan ke arah Independence

ECVI, maka model mendekat sempurna (saturafed), hal ini berarti model fit.

Hasil perhitungan Goodness of Fit Stafistics dari dipercleh nilai
sebagai berikut:
Expected Cross-Validation Index (ECV1) = 1.30
ECVI for Safurated Model = 0.66
ECVI for Independence Mode! = 18.86

Dari keluaran hasil perhitungan statistik di atas menunjukkan bahwa
nilai ECVI = 1.30 lebih mendekati kearah nilai saturated model (0.66), dan
jauh dari Independence model (18.85). Hal ini berarti model yang dibentuk
dalam penelitian ini adalah modef fit. Pengukuran mode! fit lainnya seperti
Normed Fit fndex (NFI), Non-Normed Fit index (NNFI), Camparative Fil Index

(CF1), Incremental Fit Index (IF1), dan Relative Fif Index (RFI) menunjukkan

nilai sebagai berikut. .

Normed Fit Index (NF1) = 0.95 (Good fit)
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.84 (Marginal Fif)
index (CF1) = 0.96 (Good Fif)

) = 0.96 (Good Fif)

Comparative Fit

Incremental Fit Index (IF1

nal Fi
Relative Fit Index (RFT) = 0.83 (Marginal Fit)

"'"——_4______‘-—-_—-—



233

L]

B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur seberapa handal
dan konsisten variabel-variabel pengukuran terseut dapat dipergunakan
sebagal sebuah konstruk penelitian. Dalam peneiitian ini reliabilitas diukur
menggunakan Ukuran Cronbach Alpha dengan cara one shof atau sekali
saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai
Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnaly, 1967 dalam Gozali, 2005)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
konstruk penelitian, di dalam penelitian ini digunakan pengujian dengan
Comected ltem-Total Cormrelation (r) yang dibandingkan dengan r tabel, hal ini
dengan pertimbangan bahwa model yang dibangun di dalam penelitian ini
tidak mempertimbangkan modification indices dan software, sehingga
validitas diukur dengan Comected ltem-Total Correlation (r) dan Cronbach
il hitung Pearson Comelation dan Cronbach Alpha dar data

Alpha. Has

variabal-variabel pEI'IE"tia“ ini adalah sebagal mana tabel 4.2 di bawah ini.
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Tabel 4.2 Hasil Perhi
. erhity ilai
T Ngan Nilai r dan Cronbach's Alpha
G—‘—_\—\__
lt:r::a‘rmu?; fﬂq;:r?d Cronbach's
| i ple Alpha if
555 __._ju_"%fi?t_f;ﬂﬂ_ Correlation Hétéﬁm
SUKUBUNG N 'gﬂ o
INFLASI 947 926 _g;a
g.:llj %M 962 873 =
, 975 974 719
INVEST 867 876 749
GROWTH 972 966 26

Melihat hasil perhitungan reliabilitas pada Tabel 4.5 tersebut, maka
dapat dikatakan bahwa seluruh variabel penelitian ini memiliki Cronbach’s
Alpha yang nilainya di atas 0.80. Hal ini berarti selurruh variabel tersebut
reliable sebagai variabel pengukuran.

Sedangkan wvaliditas Pengukuran dapat dilakukan dengan
membandingkan r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-Z,
dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus ini df pengukuran konstruk
n-2 adalah sebesar 89-2=87. Dan alpha = 0.05 di dapat r tabel sebesar

0.2084. Jadi dengan melihat r hitung semuanya melebihi r tabel dua sisi (+/-},

maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian tersebut valid

untuk dijadikan konstruk dalam pengukuran.
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T AL s ~1.18 -6.68 5.4
Sé:;ﬁ; —g.28 —g,uj -g.71 1

Covariance Matrix

SUELBUHG

SUEDEDHG 1.76
QRAL THTEMTIONS

REHAVI
WADEL DISERTAST SATISFACTION AND

fumber of [terations = o

1 jhaad]
LISPEL Estimates [Maxis e

Structdral Equations

_/__—l
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VT = = uidtawrag o b
:::T:: lﬂl.q':l]“xuuw':' Erzorvap, e 4,93 , ga
~3.17 rl:|.'.'5b' S
6,52
WLIK = 0. A0 =
B_FURLIK 3 :;:IIJ‘-D 0.3 Inrlagr, ¢
1 -:\.a (AR} 'H:l-uflﬂ: a El'ﬁl"-r.url-. 17* o e o
H.35 =&,37 0.5y e
8,52
B_RUTLH = 0.73°PAD - g_3gs
: : - I
[0 071 10,081 FLAST, EXcotvag,= T ey Ed
10,29 -7.E5 i9.46]
G52
Reduced Form Equationg
INVEST = D.0*PAD = 0 El:"‘IHILMI
- - 1.48"
10.073) m_dgf”“hm‘ﬂa Errorvar.= 4.92, B* = 0,90
=7.36 -1.17
B_FUBLIE = D.GE*PAD = 0.3T*INFLASL + g.0%3n
(0.0G80) (0,058} = SRNURONG, Brrorvar.s 396, B = 0.9
B35 =G 37

H"Ew.t“ = 0. 71*PAD = 0. 39" IRFLAST + 0. 08 SURIRIRG — % o
10.0711] (B.0%1} 2 Evar.= .87, B 0.94

1g.2% =7 .65

GROMTH = 0.10*PAD — O.025*THFLASI = 0.L4*SURUSUNG, Ercorvar.= 0.06%, R* = 0.%3
(0,01} (0. 00a7y [D.057)
B.7e - 62 -2.41

Covarlance Mabtrix of Independent Variablea

FAD IHFTARIT SUKURLIRG

FAD 3L.83
(4.89)
6.0
THELAST -36. 96 B0, 35
(&.34) [9.35)
=6.10 6. 52
76
S0EDEONG -6, 68 9.33 nlé“
{1.09) [1.53) o.
—§.14 £.25 LT

r

Covariance Hatrix of Latent variables

GROWTH pAl  INFLASI
ovigr  Bopesit  RETHN RS e e
IHNVEST 47.31
B PUBLIK £0.50 I:-;; 51,41 ”
E_RUTIN 43.88 ‘5'9-1 .. 64 :.1! - "
GROWTH 5,77 35-“ @46 87 T T a‘g.ﬂ
ERD 33.14 g .52.=§ Bt T 8 :
B v 'EE ;: -7.83 -85
e ariables

nt ¥
Doyarlance HaTCikK of Labe

oL AR L

Ep———

SURTEUNG 1,78

L ————————————



F Eael T =

G i
lmas o Fit E-l:ll:.i.i'r.i':i-

Mormal Theary

Eft ima ted Ban.o

80 Percent Confiden

Parnmzl.':r 1Rz
] = filh. 594

1 Eor HEP = HE T #.58)
Minimm Fik Py i

. nct
an-:;ptl].a:i':rn D:L:tr'ep-]nc!.r h;:i“km i
f RECEnt Confidence In o
ook Mean Squa £

T8 Error of E i
20 Percant Confidancn oy :‘:ﬁutim (RMEEA) = 0,734

F-Valua far Tast af &

Expectad Crosa=validarj
r Cion Index
90 Percent Confidence Interval mt:g{:ﬁtrlf:;ll-u;.!{l
ECVI for Satur ) :

ibed Modgl = 0,68
ECVL for Independence Model = 18 84

k.65

Chi-Square for Independence Madel with 21 Degress of -
Tndwpndencs AG o lsug.n Freedom = 1529.21
Model AIC = 1E0, 54
Batucated AIC = %500
Independence CRIC = 1627, 63
Hodel CAIC = 167,249
Saturaced CAIC = 1%3.58

Morped Fit Index [(MFI] = 0,95
Hon-Hormed Fit Index [HHFI} = 0,84
Parsimany Hoimed FLt Index (PHEI} = 0,27
Comparative Fit Index [CEFIf = 0.9%
Incremental Fik Index [IFIp = 0.9
Belative Fit Index (RFI] = D.23

Critical ¥ [CH] = E0.517

oot Mean Square pesidual [FMR) = 1.04
srandardized BEHE = 0.02%
Goodness of Fit Index (GFI]1 = {I.RE s
pdjusted Goodness of Fit Inm: ::ggﬂ .
f Fit Inde »
Fersimony Gosdness o

AAL INTEMTICHS
MODEL DISERTASI SRTISFACTION RND BEHAAYIO

Fitted Covariance Makrix

GRORTH FAD THFLASL
INVEST B _FUBLIK a_nut':::r_r B QO i
e o e e -:—-nLd--- s i
INVEST 47.32 .
B PURLIK 40,50 4:.:3 S -
B_RUTIN q3.88 ad. g ) -
& 5. 94 : i .
BRD 3:!.13 _a8.20 _53.59 g it .
INFLASI -52..;15 18,20 e
EUEYRNNG -8,

Ficred Cowarhance MatriH

SUENBUHRG

R ——r e

BUF RN 1,76
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Fitted Rasid.

L& lg
INvEsT B
U
BEEE ol ~:~-EHH B_ AT
INVEET .00 T R GRTH
p_PUBLIER 1.08 B
& RUTIN 1,54 T‘““
GROWTH 0.33 i a.06
PAD 2.33 X =-0.04
IHFLAST R E'Eg 0.00 i
SURUBUNG 0,00 010 o.0p o
; 0.1 0.
Fitted Residpalsg L
SUKUBUNG
SURUBUHG = -
summary Statistics for Fitted Resicualy
Emallest Fitted Residual = g 1
Median Fitted Residual = p_gg
Larpgest Fitted Residunal = 3,54
argmleaf Plot
= Q111000000000000000000600
aria
ajl
11
116
2|13
|
11 "
1|5
Standardized Residuals
INVEST B_PUBLIK B_RUTIN GROMTH
INVEST - =
B_POBLIK 5.00 " 3
B ROTIN 5.89 1.4 P
k: =57
GeawTH 5.21 2.57 s
PAD 4.07 s == i
INFLAST = iy -
EELBURG = - -1.03 =1.2% el

Srandardized Residoals

SUEUBUNG

L ———— -

SURUBONG i
andacgized pesiduals

- =407

FEallest Standardized Eu.-siduai i o.00

Hedian Standacdized B.nuj.dual . % B
l4rgest Standardized Residua

E=mary Statistics for s¢

Btemlesf plat

= 411
= e
q .'|:|T
* 113
™ O OO G 0
i
1)
2[8
K]
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4114

51024
Mm’gjt Hagative Etanﬂafﬂl:fd B :
jgﬁi{h-l-'al far GROHTH and =Sldualy

B Eu
aesidual £or  GROWTH and EEI::;-][: -2.74
gesidual for FAD and  GRowpy b5 (e

. N =407
Largest Pasitive ﬂtﬂ“dﬂt'd._:.&d Ba

gesidual Tor B PUOBLIE and TH'.?E:':-‘&“E;E
gosidual EOF B BUVIN and -0

=
gestdual for B RUTIN and B pypLip 5.89

gedaidual for GROMTH and IWVEST ;;;3
gesidaal fox FRD and INVEST IIJ}%

woOEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIORAL TKTENT
Iows

Oplot of Standardized Residuals

ll--rlI|-|-rIJ--|Il-l-r'|l-l---|lldl----|r'|lll

' x
2] . | | “
Q . .
r = . | :
mo . | :
B | I
L x :‘
it | ! .
- ) | I
p 5 | |
% |
I o . |
L . | ‘
i 5 = |
1 i l
] 3% .
& : .
= . |
. ! ;
. | = LR PR L =T FECE & -:}:h
i ; - = =" F L - aru" pes nen “1
0 d“dlmmsn
N - Rdd th®
st o scimate
AT ndices gzggiq““ i E
spe Modiflca gL _“; : AL
Eath T f roam be .-EE
movsT  BEURLLE 33-3 0.29
InvEsy B RUTIH 222 5
INVEST AFrMTH g E
B pURLIE THWEST 19,

B_puBLIK B_BUTIN



B FUBLIK
B PUTIH
B RUTIH
TRVEST

The ModiTication Indicas Sugoest to pag

GROWTH
IHVEST
B_PUBLIR
Al

P bW and

B FURLIE  AWVEST

B RLITIH INVEST

B OROTIH B PUBLIE
B PUNLLIE  ENVEST

B AUTIN  INVEST

B RUTIN B _PUBLIK
PAD B_FUBLIK
PAD B_RUTIN
BRE EAD
IMFLASI INVEST
INFLAST B_PUBLEK
IMFLRSI E_RUTIH
INFLASI  PAD
IMFLAST IHNFLAST
SUEURIFRG THVEST
SUEUVEBURG  SUEURUTNG

11.7
18,1
1%.5
16.4

.0
16,4
18,8

.0
16.4
19.86
20.0
20.4
21.0
e.5
4.1
3.2
17.8
ol.d
16.5
16.6

.04
O
0.43
Q.43

Hew Extimars
L.40
LG8
L.a1
L.40
1.&8E
1.6l

=2.04
=217
2.82
q.E7
2.4%
2,64
=1.,53
&. 70
1.495
0.7

MODEL DISERTASI SATISFACTION AND BEHAVIOHRAL INTEHTICHS

Standardized Solution

Decreasg in chlqqui:: Error Covarfiancs

EETH
IHVEST B_PUBLIR B_RUTIN GROWTH
IHYEST i et pEa o
B_PUBLIE it T i i
B_EUTIN e LT R S
GROWTH =0.0% =0.05 Q.41 Iy
GRMHA
FAD INFLASI  SUEUBUNG
INVEST - - - =0.28
B_PUHI.I!{ 0,58 =, 43 oo
B_ROTIN a.57 =i, 43 -
GROETH a.39 .11 -0.21
Correlation Matelx of ¥ and X
INVEST B_PUBLIE BE_BUTIN GROWTH PEE
INVEST 1.00
B PUBLIE o.84 1.00
B_RUTIN 0,89 .93 1.00
GRCWTH b.BT 0.91 (- L1 1.00
FRO 0. ES 0,94 0.85 a.a5 1.00
INFLRST =0, 54 -9z =0.93 =0.481 :n.ng
EVREUBUNG -{; 01 -0.69 =030 -0.91 0.8
rarcelation Matpix of ¥ and X
SUKDBUNG
SHFEUEDRG 1. 00
BaT :
Wnte: This matpix is diagonal.
INvEST B _PUBLIK B‘RUTIE _-EEEEEE
----- S gos 5. 0% 0.08

L
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Rearaa8ion Matrix e

IEt““ﬂﬁrﬂLGd]
_____ EHF IHFLAST SUKUBTNG
INVEST - u ~u.;; =
a"FﬂEL1H 0.5 -0.43 -0.2B
nROTIH D.5F “fay i
CRCE TH W, 60 =0.371 -ﬂ_]_;
WopEl DISERTAS] SATISFACTION AND BEMAVIOHAL INTENTIONS

Tatal and Indizect Effects

Total Effects of ¥ on ¥

INVEST

E_PUBLIK

B_RUTIN

GROMWTH

0. &8
[0.08]
B.35

.73
10,07
0. 23

Q.10

(.01]
B.%8

INFLAST
=, 60
10. 08|
=7.56

—0.37
(0.08)
=6.37

0.3
(0,05}
-1.65

-0, 03
{10.01]
=2.62

SURUBURG
=1.48
(0.47)
=3,17

=0.14
(0. 06l
-2.41

Indicect Effects of X on ¥

A
Total Effects of ¥ on ¥

IHVEST
E_PUBLIK
B_RUTIN

SRR

Lapsent

d.04
(0.01}
2a.dd

INVEST

-{.01
10,01
=1,0%

Erqgenyal e

INFLAST  SURUBUNG
-0.01 0.02
(.01} (R0}
-1.07 1.03

B FUOBLIE B_RUTIN GROWTH
-0.01 0. D& S
(0.013 {0.02]
~0.51 3.E7

of B*B' isrability tndex) i=
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WODEL PISERTASL EATIZFACTDe AHD BEHANTORAL INTENT IOHE

srandardized Total and Indicect Effgors
dtandatdized Total Effects of x on ¥

PAD INFLAST SURUEDNG

e e i . e s b
i e

1HVEST = -0. &8 -0, 28
B TUBLLIK 0.58 =043 e
B_RUTIN 0.57 =0. 43 i
GRCHTH g.60 -0.21 -, 1%

Standardized Indirec: Effocts of X ap %

PRD INFLASI  SUKDRLNG

e ——— —————

IKVEST i - - =
8_PUBLIK - - -- - -
B_RUTIN =E - - - -
GROMTH 0.21 =0.0% 0.03

Standardized Total Effects of ¥ on ¥

INVEST B_PUBLIX  B_RUTIN GROWTH

IKVEST - = = =i
B_FUBLIE == - b s
B_RUTIN - - = e = S
GROWTH -0.0% -0.0% g.41 - -

Timg used: 0.063 Seconds



GET

FILE="C:\FPragram Files\14
CATASET NAME DataSeti Hlnﬂéif
o

SAVE

JINHARDIAMODGROWET . sqyr
FOOMPRESSED.
REGRESS LON
MISSING LISTHISE
fSTATISTICE COEFF OUTs R AMOVE
fCRITERIA=PIN{.05) POUT|. Lo}
SHOORIGIN
SODEPENDENT GROWTH
fMETHOD=EHTER INVEST

Regression

[batabSakl]

Variables Entered/Romoved

al8T0NDATA JT
o EROHT,
CFILE="g; \Program

Warables Variahles
Maodal Entered Remaved Method
1 IMVEST . | Enter

8. All requested variables entared,
b. Dependent Variable: GROWTH

Model Summary

244

UHAR DINMODGROWZ 3LAST. TaV',

Files\lisrelBTOM\DATR

C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI \MODGROWZT . sav

Adjusted Sid, Ermor of
Modad R R Sguare | R Square | the Estimate
1 Ga48 a8 568 17148
i Predictors: (Constant), INVEST
ANOVAP
Sum of _

Model Squares e kean Sguare F Sig.
1 ﬁggrﬂﬂmﬁ R7.5240 1 BT7.529 2o76 818 ooo2

Residual 2.823 96 023

Total 80.352 a7

8. Pradictors: (Constant), INVEST
b. Dependent Variable: GROWTH
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-_ Cosfficiants
Unstandardizad 5 i
tand
- Confficients Enef;;;:::utad
Mode B 5t
. [Constant) - 385 - Egﬁuﬂr - -é 4
3 523 000
B_PLBLIK 135 004 DED 33818 000

8. Dependenl Variable: GROWTH

REGRESSION

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

JCRITERIA=FIM| .05}

SHOORTGIN

POUT (. 10)

JDEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER B _RUTIN

Regression

[PataSetl] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROW27.sav

Variables Entered/Removed

Variables Warables
Meoded Entersd Removed Method
1 E_RUTIN Erter

d. All requested variables entered,
b. Depandent Variable: GROWTH

Model Sumimary

Adjusted | Std. Error of
Moded R R Square | R Sguare | the Estimate
1 528 826 826 26330
& Predictors: (Constant), B_RUTIN
r
ANOVAE
Sum of ;

Maodel Squares df Mean Square 1 F_E_M| Sagu_m_n_
i Fegression 83,697 B83.697 | 1207 !

Residual B.655 96 068

Total 90.352 a7

3. Predictors: (Constant), B_RUTIN
b. Dependent Variable: GROWTH
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Coefficients
Unstandardized Standardized
N Coefficienis Coeficients
| Mode _ B Std. Error Beta 1
1 (Constant) -.325 055 -5.876 Sgh‘m
B_RUTIN 134 004 962 34:?-15 Dﬂﬂ

4. Dependent Variable: GROWTH

REGRESSI0N

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF QUTS R ANQVA

JCRITERIA=PIM(.05)

SROCHIGIN

FOUT (.10}

/ODEPENDENT GROWTH
/METHOD=ENTER PAD

Regression

[DataSetl] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROWZT.sav

Variables Entered/Removed

Variables Vanables
Model | Entered Removed | Method
1 PAD Enter
4. All reqguested variables entengsd
b. Dependent Variable: GROWTH
Modal Summary
Adjusted Std. Error of
Modal R R Square | R Square | the Estimate
i ag1e 52 Aa52 J8a12
a. Pradictors: (Constant), PAD
ANOVAP
Sumst af Mean Square F Si
res i —
!IIIIM:":“Er Fegression Eg;:.!i“la 1 BE 918 | 2430.065 oone
Residual 3.434 96 038
Total 80,352 a7

8. Predictors: (Constant), PAD
b. Dependent Variable: GROWTH
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Cosfficients
Unslandan:hted Standardized
Coeliciants Coafficients
Madel LB |5 N
. Erre i
EB (Constant) - 159 .ﬂ:;hl; et -l: ars EIE;ZF:I'EI
PaD 2 .
_168 003 a1 49 208 000

4. Dependent Variable: GROWTH

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
JETRTISTICS COEFE QUTS R ANOWA
JCRITERIA=PIN{.03) POOT{.10)
SROORIGIN
/DEFEHMDENT GROWTH
/HMETHOD=ENTER SUKUBUNG

Regression

[pataSetl] C:\Program Files\lisrel870\DATA JIUHARDI\MODGROWZ2T.sav

Variables Entered/Removed

Vanables Varables
Wadel Entered Removed Method
1

ngUEUH Enter

. All requested variables entered.
b. Depandent Varlable: GROWTH

Model Summary

Adjusted | Std. Error of

Maodal R R Square | R Square | the Estimate
1 500° 348 341 78330

a. Pradictors: (Constant), SUKUBUNG

ANOVA®
Sum of _
Madel Sguares ef Mean EUUEEI'; 5': — Sig.
1 Regression 31.450 1 31:14 : 000"
Residual 58.802 a6 :
Tatal 90.352 o7

8. Predictors: (Constant), SUKUBUNG
b. Dependent Variable: GROWTH
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Coofficlents®
Unstandardizad Standardized
Coafficients Coefficients
h“-ﬂ..ﬂ E Etd. EI'T i
i (Conslant) 2.027 A ; " 1; 560 EI'ﬂl:il.':r:'l
SUKLUBUNG =073 010 =580 -?:159 U':'ﬂ

3. Dependent Varlable; GROWTH

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

JCRITERIA=PIN(.05)

SHOORIGIN
JDEPENDENT GROWTH
SMETHOD=ENTER IWFLASI

Regression

POUT (. 10)

[batalSetl] C:\Program Files\lisrelB70\DATA JIUHARDIAMODGROWET.sav

Variables Entered/Removed

Variables Wariables
Miodel Enterad Removed M athad
1 IMFLASPE . | Entar
2. Al requested variables entered,
b. Dependent Variable: GROWTH
Model Summary
Adjusied Sid. Errar of
Wodel R R Square | R Sguare | the Estimate
1 928" BE1 _B59 36214
3. Predictors: (Constant), INFLASI
ANOVAP
Sopt e M ra F Si
Model Squares df gan Squa g.
1 Fegression 77.762 1 77.762 | 582.943 0007
Residual 12.580 96 131
Total 00352 ar

a. Prediciors; (Constant), INFLASI
b. Dependent Yarable: GROWTH
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Coefficients®
Unstandardized Slandardized
Coefficients Coefficiants
| Model B Sid. Error B ig
i {Constant) 3.445 .0e3 = :3; o73 . llill:IlJ
IMFLASIE - 678 028 =828 -24.380 hﬂﬂ

a. Dependent Variable: GROWTH

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

STATISTICE COEFF QUTS R ANOVA

JCRITERIR=PIM(.05%)

FHOORIGIN
fODEPENDENT B _PUBLIK

fMETHOD=ENTER PFAD

POUT {.10)



